de

from the document or use this space to
emphasize a key point. To place this text box

[L1ALJ AL /]l AL AML DLDAEIVZIALETL ]} ALl

" JL. Cut Nyak Dien lll Pekanbaru
Telp (D7E1) 39373-23810, Fax (0761) 33973

website: http://dinkes.riau.qo.id, email



http://dinkes.riau.go.id/

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan
vang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD
dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;

1. Pasal 18 Avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421});

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



=N

Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312}

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor @ Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2017 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2020 Nomor 38};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun
2021 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan
vang strategis untuk menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.




Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan
sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN
BABII : HASIL EVALUASI TAHUN 2019
BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 jsustus 2020
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat
dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah
tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikut sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi yang diembannya.

Renja Perangkat Daerah menggambarkan target-target pencapaian berdasarkan
pada Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Renja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan menginventarisir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan
capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Salah satu cara yang
diambil untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan memperhatikan aspirasi
yang berkembang didalam Rapat Kordinasi (Rakor), yang melibatkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau. Disamping menyerap aspirasi dari pendekatan yang diuraikan diatas,
juga dengan memperhatikan tuntutan yang muncul pada masyarakat seiring dengan
kemajuan dan teknologi informasi dewasa ini.

Hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini
adalah keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan
RPJMD Provinsi sehingga terlihat benang merah pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD dengan langkah-
langkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau disamping sebagai dokumen perencanaan,
juga merupakan dokumen awal dalam tahapan penyusunan anggaran pembangunan.
Dengan kata lain Renja Perangkat Daerah adalah tahapan permulaan didalam proses
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021.
Disamping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai pada tahun

sebelumnya.

Fonoana /@/j/'a Dinas Kesehatan Provins: Faw Takan 2027 1



Dokumen tersebut diatas merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembanguan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena
sistem perencanaan pembanguan merupakan sebuah proses yang sistematis dan
terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus
menunjukan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk

Kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

1.2 Landasan Hukum
Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021,
payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126;

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan
Lembaran Negara No. 4438);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Rl Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5679);

5. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah Provinsi Riau;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Miimal Bidang
Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/SK/V/2009 Tentang Sistem
Kesehatan Nasional,

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/\V//2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005 — 2025;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kementrian Kesehatan tahun 2019-2024;

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 -2024;

22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

23. Peraturan Gubernur Riau No 43 Tahun 2020 tentang RKPD Provinsi Riau Tahun
2021

24. Peraturan Gubernur Riau No. 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau disusun dengan maksud untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan dalam pembangunan di bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun, yang
disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
b. Tujuan
1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau hingga
tahun 2020;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program
dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun
2021 dan prakiraan tahun 2022.
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2021.

4. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 di lingkup

Fonoana /ffa/j/'a Dinas Kesehatan Provinsi Flaw Tahun 2027




Dinas Kesehatan Provinsi Riau

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja  Dinas Kesehatan
Provinsi Riau Tahun

2021 adalah sebagai berikut :
BAB |I. PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3  Maksud danTujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4  Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB I11. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1  Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1  Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

5.1  Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
5.2  Kaidah-Kaidah pelaksanaan
5.3  Rencanatindak lanjut
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu untuk mengidentifikasi sejauh mana
kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra
Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan pada Dinas Kesehatan tersebut
termasuk untuk 3 (tiga) UPT, yaitu UPT Bapelkes, UPT Labkesling dan UPT Instalasi
Farmasi dan Logistik Kesehatan. Anggaran tersebut untuk membiayai 17 Program urusan
wajib sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan Dana APBD Tahun 2019 Per Program

No PROGRAM PAGU APBD PENYERAPAN %

A. | Belanja Tidak Langsung

1. | Belanja Pegawai Rp. 45.287.605.267 | Rp. 41.702.222.454 92.8
2. | Belanja Gaji dan Rp. 18.242.042.802

Tunjangan
3. | Belanja Tambahan Rp. 27.045.562.465

Penghasilan PNS

B. [ Belanja Langsung

1 Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran | Rp. 5.008.927.278 Rp. 4.125.498.234 82.36
2 | Program : Peningkatan
Sarana Dan Prasarana Rp. 1.670.743.750 Rp. 1.355.000.374 94.93
Aparatur
3 | Program : Peningkatan
Disiplin Aparatur Rp. 167.247.498 Rp. 158.765.000 94.93
4 | Program : Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Rp. 358.680.00 Rp. 217.183.925 60.55
Aparatur
5 Program : Peningkatan
Pengembangan Sistem Rp. 327.672.400 Rp. 291.064.800 88.82

Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan

6 Program : Obat Dan Rp. 876.925.875 Rp. 777.263.015 88.63
Perbekalan Kesehatan




7 | Program : Upaya Rp. 6.125.143.065 Rp. 4.862.173.069 79.38
Kesehatan Masyarakat

8 [ Program : Promosi Rp. 4.855.712.360 Rp. 4.053.067.536 83.47
Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat

9 Program : Perbaikan Gizi | Rp. 645.261.300 Rp. 488.429.600 75.69
Masyarakat

10 | Program : Pengembangan | Rp. 681.321.000 Rp. 611.910.629 89.81
Lingkungan Sehat

11 | Program : Pencegahan Rp. 2.972.300.300 Rp. 2.361.196.596 79.44

Dan Penanggulangan
Penyakit Menular

12 | Program : Standarisasi Rp. 165.158.000 Rp. 119.127.600 72.13
Pelayanan Kesehatan

13 | Program : Pengadaan, Rp. 22.653.392.993 | Rp. 18.970.070.036.90 | 83.74
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rumah Sakit/

14 | Program : Peningkatan Rp. 904.810.705 Rp. 817.268.400 90.32
Keselamatan Ibu
Melahirkan Dan Anak

15 | Program : Pelayanan Rp. 11.076.570.053 | Rp. 10.113.406.437 91.30
Instalasi Farmasi Dan
Logistik Kesehatan

16 | Program : Pengendalian Rp. 386.936.725 Rp. 358.543.700 92.66
Penyakit Tidak Menular
17 | Program : Pengembangan | Rp. 6.589.443.690 Rp. 6.410.719.899 97.29

Dan Pendayagunaan
Sumberdaya Kesehatan

18 | Program : Manajemen Rp. 3.448.937.000 Rp. 2.922.436.784 84.73
Dan Informasi Kesehatan

19 | Program : Diklat Dan Rp. 4.633.966.791 Rp. 3.379.344.942 72.93
Pelatihan Kesehatan

20 | Program : Penanggulangan | Rp. 1.556.755.270 Rp. 784.597.225 50.40
Krisis Kesehatan

21 | Program : Pelayanan Rp. 18.714.316.275 | Rp. 13.372.650.702 71.46
Laboratorium Klinis Dan
Lingkungan

22 | Program : Pembiayaan Rp. 115.776.816.258 | Rp. 95.104.334.168 82.14
Kesehatan

Tahun 2019 pagu yang tersedia untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung
sebesar Rp. 254.884.643.853.00 dan terealisasi sebesar Rp. 213.356.274.126, dengan
persentase fisik (95,565) dan keuangan (83,71%).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang
mencapai keberhasilan baik fisik maupun keuangan maka dari itu akan dirincikan sebagai
berikut :



1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan

e Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

e Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi;

e Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah dan
Bantuan Sosial;

e Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

e Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA,;

e Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan
Minuman dan Obat Tradisional;

e Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional;

e Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

e Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan;

e Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED;

e Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi (BOK) - (DAK);

e Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat;

e Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS;

e Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria;

e Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI;

e Pengendalian Penyakit ISPA;

e Pengendalian Penyakit Diare;

e Survey Kusta Frambusia;

e Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif Berkesinambungan
(LKB);

e Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu;

e Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi;

e Pengadaan Obat Program;

e Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK
Provinsi;

e Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan
kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;

e Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan
Provinsi Riau;



e Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock;

e Pembinaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyimpanan Obat dan
Vaksin;

e Sistem Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Farmasi dan Logistik (SIFIT);

e Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM);

e Peningkatan surveilans penyakit tidak menular;

¢ Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen
Kesehatan;

e Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK);

e Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan;

e Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT. Balai Pelatihan Kesehatan;

e Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Prasarana Di Balai Pelatihan
Kesehatan Daerah (DAK);

e Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim;

e Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling;

e Pembangunan Lanjutan RS Provinsi (Yang Belum Operasional) Dan
Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi (DAK);

e Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan;

e Penyediaan Biaya Jamkesda;

e Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan;

e Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu Yang
Tidak Memiliki JKN/KIS;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan
e Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
e Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
e Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

¢ Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;



e Penyediaan Makanan Dan Minuman;

¢ Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

e Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;

e Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

e Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

e Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

e Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor;

e Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset;

e Penyediaan Sarana Kearsipan;

e Pendidikan Dan Pelatihan Formal;

e Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

e Penyusunan Rencana Kerja SKPD;

e Pelaporan Barang Milik Daerah;

e Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD;

e Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional
TK Provinsi Riau;

e Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN);

e Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Penbatan Tradisional (SP3T);

e Peningkatan Pengelolaan Manajemen FKTP Tingkat Provinsi;

e Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Provinsi;

e Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat;

e Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan;

e Penanggulangan Masalah Gizi;

e Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi;

e Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Dengan Kekurangan
Energi Kronis (PMT Bumil KEK - Pabrikan) (DAK);

e Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas;

e Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM,;

e Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU);

e Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes;

e Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);

e Advokasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;



Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML,

e Peningkatan Program Kesehatan Haji;

e Peningkatan Kapasitas dan Cakupan Dalam Pengendalian Tuberkulosis (TB);

e Pengendalian Penyakit Menular DBD;

e Pengendalian Hepatitis Virus;

e Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP);

e Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD31);

e Pengelolaan Kesehatan Matra

e Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi;

e Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi;

e Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB;

e Peningkatan Pelayanan Pengendalian TB Resisten Obat;

e Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau;

e Intensifikasi Penemuan Kasus TB;

e Pengendalian Kecacingan;

e Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan
Pemerintah/Swasta se- Provinsi Riau;

e Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan
Pemerintah/Swasta se- Provinsi Riau;

e Pengelolaan Data Sarana Kesehatan;

e Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;

¢ Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak;

e Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita);

¢ Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu;

e Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga Kefarmasian Berprestasi di Provinsi Riau;

e Pengadaan Logistik Program;

e Pembangunan Baru/Rehabilitasi Dan Atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi
Farmasi Provinsi (DAK);

e Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau;

e Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau;

e Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

e Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD;



e Pengembangan Bank Data dan Informasi;

e Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau;
o Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah);

e Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau;

e Pengadaan Infrastruktur Sistem Infromasi Kesehatan (SIK);

e Evaluasi Pasca Pelatihan;

e Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan Provinsi Riau;
e Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan;

e Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling;

e Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling;

e Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling;

e Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.
Untuk program dan kegiatan yang melebihi target kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi
Riau belum ada, ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi pengurangan pagu anggaran,
sehingga ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan

4+ Keterlambatan dalam Penetapan KPA dan Pejabata Pelaskana Teknis Kegiatan
(PPTK)

4 Masih lemahnya dukungan anggaran dan disertai adanya rasionalisasi anggaran pada
setiap tahunnya.

4 Kondisi lingkungan mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja

4 Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan
menciptakan potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah.

4 Meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan anggaran serta pengadaan barang
dan jasa

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.
Target capaian kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra menjadi tolak ukur

dalam melakukan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019.



Meski masih ada masalah dalam pencapai target tersebut ini dikarenakan beberapa faktor
dan salah satunya adanya pengurangan atau rasionalisasi dari anggaran yang telah di
tetapkan dalam RKPD sebelumnya. Dengan adanya rasionalisasi target yang semula
tercantum tinggi tidak diturunkan seiring dengan adanya pengurangan anggaran. Dan ini
menyebabkan capaian realisasi pada sebagian kegiatan tidak bisa mencapai target.
Terkadang program dan kegiatan ini bersentuhan dengan pelayanan kesehatan misalnya :
pelayanan pendamping minum obat pada pasien TB, pelayanan kesehatan pada pelayanan
penyakit tidak menular. Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019
telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang
sudah ditetapkan. Renja Tahun 2019, selanjutnya dalam APBD Tahun 2019 dilaksanakan
sebanyak 22 program dan 127 kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil
pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan pencapaian Renstra sampai
dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel T.C 29.



Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Reja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Riau

Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renje; /Ea;sjln8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr:r?gl;akat Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
0 Non Urusan
0 0 NON URUSAN
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi - -
Perkantoran
0.00 | 00 | 001 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim 13900 surat 74 4.700 4.325) 92,02 4.700] 9.099 65,46
0.00 | 00 | 001 0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |Rentang waktu penyediaan jasa 60 bulan 46 12 12 100 12 70,00 116,67
Daya Air Dan Listrik komunikasi, air dan listrik
0.00 | 00 | 001 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan 60 unit 32 6 6 100 6 44,00 73,33
Perlengkapan Kantor kantor yang disediakan
0.00 | 00 | 001 0006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Jumlah kendaraan dinas opearsional/ 60 unit 36 9 9 100 9 54,00 90,00
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |operasional yang dipelihara
0.00 | 00 | 001 0008 [Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu penyediaan jasa 60 bulan 48 12 12 100 12 72,00 120,00
kebersihan kantor
0.00 | 00 | 001 010 [ Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang waktu penyediaan alat tulis 60 bulan 48 12 12 100 12 72,00 120,00
kantor
0.00 | 00 | 001 011 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Rentang waktu penyediaan barang 60 bulan 46 12 12 100 12 70,00 116,67
Penggandaan cetakan dan penggandaan
0.00 | 00 | 001 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Rentang Waktu Penyediaan Komponen 60 bulan 48 12 12 100 12 72,00 120,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
0.00 | 00 | 001 015 |[Penyediaan Bahan Bacaan Dan Rentang Waktu Penyediaan Bahan 60 bulan 45 12 12 100 12 69,00 115,00
Peraturan Perundang-Undangan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
0.00 | 00 | 001 017 | Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang 23000 porsi 11,85 5.500] 5.500] 100 5.500] 11.012 47,88
disediakan




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
RenJaS\ /ga;511n8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr::é?(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
0.00 | 00 | 00Y 018 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi | 725  Kali 441 145 145 100 145 731 100,83
Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah
0.00 | 00 | 00Y 019 |Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Rentang waktu penyediaan jasa keamanan | 60 bulan 37 12 12 100 12 61 101,67
kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau
0.00 | 00 | 00Y 048 | Penyediaan Jasa Informasi dan Persentase informasi kesehatan yang 100 % 163,24 100] 94,37 94,37 100 358 357,61
Publikasi terpublikasi sesuai target
0.00 | 00 | 001 197 | Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Persentase dokumen bantuan keuangan 100 % 57,96 100 63,18] 63,18 100 221 221,14
Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan  |,bantuan hibah dan bantuan sosial yang
Hibah dan Bantuan Sosial terverifikasi
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan - g
Prasarana Aparatur
0.00 | 00| 002 0007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 1177 unit 758 384 307 80 384 1.449,00 123,11
Kantor yang diadakan
0.00 | 00 | 002 009 |Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 5 unit 8 1 1 100 1 10,00 200,00
diadakan
0.00 | 00 | 0024 022 |Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah gedung yang dipelihara 5 Unit 4 1 1 100 1 6,00 120,00
Kantor
0.00 | 00 | 0024 026 |Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 5 Unit 4 1 1 100 1 6,00 120,00
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara
0.00 | 00 | 002 034 [Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah perlengkapan kantor yang 1178  unit 886 384 384 100 384 1.654,00 140,41
Perlengkapan Kantor dipelihara
0.00 | 00 | 002 062 |Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset Jumlah genset yang dipelihara 5 unit 0 1 1 100 1 2,00 40,00
0.00 | 00 | 004 199 | Penyediaan Sarana Kearsipan rentang waktu penyediaan pengelolaan 60 bulan 0 12 12 100 12 24 40,00
arsip sesuai standar kearsipan
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur |- g #DIV/0!
0.00 | 00 | 003 0006 |Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur |Frekuensi Pegawai Dinkes Prov. Riau 1210 Orang 611 150 150 100 150 911,00 75,29
yang dibina fisik dan mentalnya
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber |- - #DIV/0!
Daya Aparatur




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjas\ /ga;5ln8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr:r?;(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
0.00f 00 | 005 | 0001 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan 136 orang 58 35 25) 71 35 118,00 86,76
dan pelatihan formal
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan - - #DIV/0!
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0.00f 00 | 006 | 0004 [ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir |[Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 5 Doku 3 1 1 100 1 5 100,00
Tahun yang disusun men
0.00f 00 [ 006 | 0005 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen Renja Dinas Kesehatan 10 Doku 1 2 2 100 2 5 50,00
Provinsi Riau men
0.00] 00 | 006 | 028 | Pelaporan Barang Milik Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah 5 1 4 1 1 100 1 6 120,00
yang disusun Lapora
n
0.00f 00 | 006 | 030 |[Penyusunan rencana strategis Jumlah dokumen Renstra yang 5 dokum 0 1 1 100 1 2 40,00
(RENSTRA) SKPD dimanfaatkan en
1,01 URUSAN WAJIB PELAYANAN - #DIV/0!
1,01 2 KESEHATAN - #DIV/0!
101 | 2 15 Program Obat dan Perbekalan - - #DIV/0!
Kesehatan
1.01] 02 | 15 019 | Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Jumlah Kab/Kota yang Program Obat, 12 Kab/K 32 12 12 100 12 55,70 464,17
Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Kosmetik, Alkes, Makanan dan ota
Tradisional TK Provinsi Riau Minuman, Obat Tradisional sesuai target
1.01] 02 | 15 | 020 |Pembinaan Program Pemantauan Jumlah RS dan IPWL yang melakukan 266 RS 59 62 58 94 62 179,00 67,29
Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan |pemantaaun terhadap penggunaan obat dan
NAPZA dan penyalahgunaan NAPZA IPW
1.01] 02 | 15 | 021 |Pembinaan dan Pengawasan Sarana jumlah sarana distribusi obat, alkes, 1235 sarana 194 270 264 98 270 728,00 58,95
Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, kosmetik, makanan minuman dan obat
Makanan dan Minuman dan Obat tradisional yang sesuai standar
Tradisional
1.01] 02| 15 | 022 |Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Persentase Penggunaan Obat rasional di 85 % 183 85 81 96 85 349,67, 411,38
dan Penggunaan Obat Rasional Fasyankes Dasar Pemerintah




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjas\ /ga;5ln8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr:r?;(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1,01] 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat |- - #DIV/0!
1.01] 02 16| 031 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase RSUD Kab/Kota Milik 40 % 31 40| 38 96 40 108,96 272,40
Rujukan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan
kesehatan sesuai standar
1.01] 02 16| 059 | Peningkatan Pelayanan Penunjang Persentase RSUD Kab/Kota Yang 40 % 27 40 38 95 40 104,99 262,48
Kesehatan Rujukan melaksanakan program pendukung
kesehatan rujukan
1.01] 02 16| 061 | Penerapan Perawatan Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan | 40 Persen 12 40 40, 100 40 92,00 230,00
Masyarakat (PHN) Perkesmas /PHN) sesuai standar
1.01] 02 16| 062 | Pengelolaan Sentra Pengembangan dan |Persentase Puskesmas yang melaksanakan | 40 % 35 40 40, 100 40 115,00 287,50
Penerapan Penbatan Tradisional (SP3T) |pelayanan kesehatan tradisional sesuai
standar
1.01] 02 16| 066 | Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Persentase Puskesmas yang mampu 40 % 143 40 40 100 40 223,00 557,50
Dini Program PONED PONED
1.01] 02 16| 081 | Peningkatan Pengelolaan Manajemen  |Persentase Puskesmas Yang telah 100 % 27 40 40 101 40 107,70 107,70
FKTP Tingkat Provinsi melaksaksanakan manajemen puskesmas
sesuai standar
1.01] 02 | 16| 082[Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan |Persentase Kecamatan Minimal 1 100 % 31 100 100, 100 100 230,98 230,98
Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Puskesmas yang terakreditasi (166 Kec)
Provinsi
1.01] 02 16| 090 | Bantuan Operasional Kesehatan Persentase capaian program SPPM, 0 1 0 100 90, 90 100 190,00 #DIV/0!
Provinsi (BOK) - (DAK) program keluarga sehat dan stunting
1,01| 2 19 Program Promosi Kesehatan dan - - #DIV/0!
Pemberdayaan Masyarakat
1.01] 02 | 19| 022 Peningkatan Kinerja Promkes Dalam  |jumlah Kabupaten dan Kota yang 60 kab/ko 14 12| 12 100 12 38 63,33
Pemberdayaan Masyarakat meningkatkan kinerja Promkes dalam ta
Pemberdayaan Masyarakat
1.01] 02 19| 023 | Penyebarluasan dan Pengembangan Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan 60 kab/ko 39 12 12 100 12 63 105,00
Informasi Kesehatan Penyebarluasan Informasi ta
1,01 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - g #DIV/0!




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjas\ /ga;5ln8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr:r?;(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01 | 02 20| 013 | Penanggulangan Masalah Gizi Jumlah Kab/Kota yang mengupayakan 60 Kab/K 0 12| 12 100 12 24 40,00
penanggulangan masalah gizi ota
1.01 | 02 20| 016 | Peningkatan Kinerja SDM Pengelola  [Jumlah pengelola gizi yang meningkat 60 kab/ko 19 12 12 100 12 43 71,67
Gizi kinerja SDM pengelola program ta
1.01 | 02 20| 018. | Pengadaan Pemberian Makanan Pengadaan PMT Bumil KEK untuk 2 Kab | 7,632  Bumil 0 7,632 7,632, 100 7,632 15 200,00
Tambahan Bagi Ibu Hamil Dengan Lokus KEK
Kekurangan Energi Kronis (PMT Bumil
KEK - Pabrikan) (DAK)
101 | 2 21 Program Pengembangan Lingkungan = q #DIV/0!
Sehat
1.01 | 02 21| 0006 | Peningkatan akses masyarakat terhadap |Persentase penduduk yang menggunakan 50 % 76 50, 50 100 50 176 352,00
air minum yang berkualitas sarana air minum yang layak
1.01 | 02 21] 0008 | Peningkatan dan pengembangan Jumlah desa/kelurahan yang 2319  desa/k 1,717 773 773 100 773 1.548 66,74
wilayah STBM melaksanakan 5 pilar desa STBM elurah
an
1.01 | 02 21| 009 [ Pengendalian bahaya pada Tempat- Persentase TTU yang memenuhi syarat 58 % 94,14 58, 58 100 58 210 362,31
tempat Umum (TTU) kesehatan
1.01 | 02 21| 010 | Peningkatan dan pengembangan Persentase kab/kota yang menyelengga 332 % 75,33 12 11 92,83 12 98 29,66
wilayah pemukiman sehat rakan tatanan kawasan sehat
1.01 | 02 21| 011 | Pengendalian limbah medis Fasilitas Persentase Puskesmas/RS yang ramah 26 % 31,00 26 26 100 26 83 319,23
Yankes lingkungan(mempunyai dokumen
SPPL,UPL/U KL dan IPAL)
1.01 | 02 21| 020 [ Pengendalian Tempat Pengelolaan Persentase TPM yang memenuhi syarat 30 % 29,25 30, 30 100 30 89 297,50
Makanan (TPM) kesehatan
1.01 | 02 21| 021 | Advokasi Keselamatan dan Kesehatan |Jumlah Kab/kota yang teradvokasi 12 kab/ko 0 12 12 100 12 24 200,00
Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ta
Diwilayah Kerja
1,01 | 2 22 Program Pencegahan dan - g #DIV/0!
Penanggulangan Penyakit Menular




Target Renstra | Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjz /Eazh(;Jlr18§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr;:éiat Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Dacrah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01] 02| 22| 014 | Intensifikasi penemuan kasus HIV dan |Prevalensi HIV/ADIS <05 % 12,20 0,50 0,42 84,00 0,50 13 #VALUE!
IMS
1.01] 02| 22| 016 Peningkatan Cakupan Tatalaksana &  |Persentase kabupaten/kota mencapai 40 % 88 40 32 79 40, 160 399,63
Kualitas Program pengendalian Malaria |eliminasi malaria
1.01] 02 | 22| 025|Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Jumlah paket logistik penunjang 5 Paket 2 1 1 100 1 4 80,00
Program P2ML operasional program P2 TB HIV/AIDS,
diare dan kusta yang dimanfaatkan
1.01] 02| 22| 029 |Peningkatan Program Kesehatan Haji  |Persentase hasil pemeriksaan kesehatan 95 % 141 95 95 100 95) 331 348,11
jemaah jemaah haji 3 bulan sebelum
operasional di kab/kota
1.01] 02 22 034 | Peningkatan Imunisasi dalam rangka Persentase Cakupan Imunisasi Dasar 86 % 16,07 86,00 85,59 99,52 86,00 188 218,21
akselerasi GAIN UCI Lengkap
1.01] 02 | 22| 038|Peningkatan Kapasitas dan Cakupan Persentase Kab/Kota dengan angka 76 Persen 0 76,00 75,93 100 76,0 152 199,91
Dalam Pengendalian Tuberkulosis (TB) |keberhasilan pengobatan TB paru BTA tase
positif ( succes rate) minimal 85%
1.01f 02| 22| 043 ] Pengendalian Penyakit Menular DBD  |Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD 46 per 172 46 33 72 46) 251 545,43
100.00
0
pendu
duk
1.01| 02 | 22| 044 | Pengendalian Penyakit ISPA Persentase kab/Kota yang meningkat 50 % 47 50 46 92 50 143] 286,00
program ISPA
1.01| 02 | 22| 045 | Pengendalian Penyakit Diare Persentase kab/Kota yang meningkat 50 % 238 50 46 92 50 334 668,20
program Diare
1.01] 02 | 22| 046 |Pengendalian Hepatitis Virus jumlah kab/kota yang terisolasi Hepatitis 36 kab/ko 23 12 12 100 12 47, 130,56
virus ta
1.01] 02| 22| 047 | Survey Kusta Frambusia Jumlah kab/kota yang diketahui situasi 2 kab/ko 3 12 11 92 12 26 1300,00
dan kondisi terkini pengendalian penyakit ta
kusta




Target Renstra | Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjz /Zazh(;Jlr18§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr::éiat Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Dacrah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
1 2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01f 02| 22| 049 | Peningkatan Program Surveilans Persentase Kab/kota yang melakukan 80 % 17 80 80 100 80, 177] 221,13
Terpadu Penyakit (STP) pemetaan STP
1.01] 02| 22| 050 | Surveilans Penyakit Yang Dapat (1) Jumlah kasus AFP Non Polio yang 10 /100.0 11 2 2 100 2 15 150,10
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) ditemukan diantara 100.000 penduduk < 00
15 tahun pertahun di satu wilayah kerja Pendu
tertentu. (2) Discharger/Eliminasi duk
Campak
1.01] 02| 22| 054 |Pengelolaan Kesehatan Matra Persentase situasi matra di kab/kota yang 95 % 136 95 95 100 95) 326 343,35
dilakukan pengelolaan kesehatan
1.01| 02 | 22| 056 | Peningkatan Kemampuan SDM Persentase capaian IDL pada bayi usia 0- 94 % 68 94 94 100 94 256 272,35
Imunisasi 11 bulan
1.01] 02 | 22| 058 | Pengadaan Sarana Pendukung Jumlah paket sarana pendukung imunisasi | 94 paket 9 3 3 100 3] 15 15,96
Imunisasi yang diadakan
1.01] 02| 22| 060 |Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS |Persentase orang beresiko terinfeksi HIV 100 % 44 100 88 88 100 232 231,68
Layanan Komprehensif yang datang ke Fasyankes dan
Berkesinambungan (LKB) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standar
1.01f 02| 22| 061 | Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Persentase alert yang direspon oleh 85 % 85 85 85 100 85) 255 299,74
Respon KLB kabupaten/kota
1.01] 02| 22| 062 |Peningkatan Pelayanan Pengendalian  |Angka TB-MDR <4 <% 12 4 4 100 4 20, #VALUE!
TB Resisten Obat dari
kasus
B
1.01] 02| 22| 063 Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Persentase jemaah haji yang dilayani di 95 % 0 95 95 100,00 95 #VALUE! #VALUE!
Haji Riau embarkasi dan debarkasi Haji
1.01f 02 | 22| 064 | Intensifikasi Penemuan Kasus TB Jumlah kab/Kota dengan tenaga terlatih 24 kab/ko 11 12 12 100 12 35 145,83
dan terampil dalam penemuan secara dini ta
pasien TB.
1.01| 02| 22| 065 |Pengendalian Kecacingan Terlaksananya Pengendalian Kecacingan 6 kab/ko 2 4 4 100 4 10 158,33
di Kab/Kota non endemis filariasis dan di ta
kab/kota pasca POPM Filariasis




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
RenJaS\ /ga;511n8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr::é?(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1,01 2 23 Program Standarisasi Pelayanan = q #DIV/0!
Kesehatan
1.01] 02 23| 034 | Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan |Jumlah RS pemerintah/swasta yang 50 RS 0 14 11 79 14 25 50,00
Perizinan Sarana Kesehatan terakreditasi serta terawasi perijinan
Pemerintah/Swasta se- Provinsi Riau sarana kesehatannya
1,01 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana |- - #DIV/0!
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.01] 02 26| 088 | Pengelolaan Data Sarana Kesehatan Jumlah dokumen data sarana dan prasana 5 dokum 9 1 1 100 1 11 220,00
di FKTP dan RS milik Pemenrintah yang en
Memenuhi Standar
1.01] 02 26| 131 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jumlah sarana Prasarana yang diadakan 0 jenis 0 45 45 100 45 90 #DIV/0!
Pelayanan Kesehatan
1,01| 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu |- - #DIV/0!
melahirkan dan anak
1.01] 02 32| 019 | Peningkatan Kinerja SDM Pengelola  |Persentase Program kesehatan anak 100 % 115 100 100 100 100 315 315,00
Program Anak sesuai standar SPM Bidang Kesehatan
1.01] 02 32 020 | Percepatan Penurunan Kematian Anak |Jumlah kematian bayi, balita 5 < 577 1.000] 1.000 100 1.000] 2.577| 51540,00
(Neonatus, Bayi dan Anak Balita) kasus
1.01] 02 32| 025 ] Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan  |Persentase Peningkatan Kinerja SDM 100 % 140 100 90, 90 100 330 330,19
Ibu Kesehatan Ibu
1.01] 02 32| 027 | Penanggulangan Masalah/Kasus Jumlah kematian ibu 120 < 147 120 120 100 120 387 322,50
Kesehatan Ibu kasus
1,01 2 34 Program Pelayanan Instalasi Farmasi - g #DIV/0!
dan Logistik Kesehatan




Target Renstra | Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjz /Eazh(;JlnB;ZOlS Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr;:éiat Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Dacrah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01] 02| 34| 0001 |Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi Persentase obat Bufferstok yang tersedia N % 182 90 90 100 90, 361 401,47
di Prov. Riau
1.01| 02 | 34| 0002 | Pengadaan Obat Program Persentase ketersediaan obat program 0 % 187 90 89 98 90 366 406,36
1.01] 02 341 0003 | Penyusunan rencana kebutuhan obat, Persentase kebutuhan obat, vaksin, M % 88 90 85 94 90| 263] 292,17
perbekalan kesehatan dan alat kesehatan |BMHP dan Alkes di Provinsi Riau
TK Provinsi
1.01| 02 | 34| 0008 | Monitoring peningkatan pemerataan Persentase ketersediaan dan 88 % 12 78 75 96 78 165) 187,58
ketersediaan dan keterjangkauan keterjangkauan perbekalan kesehatan,
perbekalan kesehatan, alkes Dinas alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi  |Se Provinsi Riau
Riau
1.01] 02| 34| 009 | Peningkatan mutu pelayanan UPT persentase Kepuasan terhadap mutu 0 % 94 90 78 87 90, 263 291,78
Farmasi Provinsi Riau dan Logistik pelayanan UPT. IFLK di provinsi Riau
Kesehatan Provinsi Riau
1.01| 02| 34| 012 |Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Persentase Tersedianya BMHP dan Alkes 75 % 28 78 77 98 78| 182, 243,17
dan Alkes Buffer Stock Buffer Stock Diprovinsi Riau
1.01] 02 | 34| 015 | Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga |Jumlah Instalasi Farmasi yang berprestasi 15 Instala 15 3 3 100 3| 21 139,73
Kefarmasian Berprestasi di Provinsi di Prov. Riau dan Jumlah Tenaga si dan
Riau Kefarmasian yang berprestasi di Prov. Petuga
Riau S
1.01f 02| 34| 016 |[Pembinaan Instalasi Farmasi Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota 80 % 8 90 85 95 90 183 229,31
Kabupaten/Kota Dalam Rangka yang dilakukan monitoring dan
Penyimpanan Obat dan Vaksin pembinaan
1.01] 02| 34| 017 | Sistem Pencatatan dan Pelaporan Persentase data ketersediaan obat di 70 % 51 93 70 100 70 191 272,30
Sistem Informasi Farmasi dan Logistik  |provinsi riau
(SIFIT)
1.01] 02 | 34| 020 |Pengadaan Logistik Program Persentase tersedianya penunjang logistik 93  persen 0 93 93 100 93] 186 200,00
program di Provinsi Riau




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjas\ /ga;5ln8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr:r?;(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01] 02 34| 021. | Pembangunan Baru/Rehabilitasi Dan Terlaksananya rehan gedung UPT. IFK 1 0 1 1 100 1 2 200,00
Atau Penyediaan Sarana Pendukung dan Logistik kesehatan Kegiat
Instalasi Farmasi Provinsi (DAK) an
1,01 2 35 Program Pengendalian Penyakit Tidak |- 1 #DIV/0!
Menular
1.01] 02 | 35| 0001 [Peningkatan program pengendalian Persentase FKTP Milik Pemerintah yang 60 % 40 60 58 96 60 158, 262,85
penyakit tidak menular (PTM) melaksanakan pengendalian PTM sesuai
standart (Hipertensi, Diabetes, keswa,
Rokok)
1.01] 02 35| 0004 | Peningkatan surveilans penyakit tidak |Persentase kab/kota yang meningkat 60 % 56 60, 57 96 60 173 289,12
menular surveilans PTMnya
1,01| 2 36 Program pengembangan dan - - #DIV/0!
pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan
1.01] 02 36| 0002 | Pengangkatan dan penempatan Jumlah Paramedis PTT yang diterima 191  Orang 800 200 200 100 200 1.200 628,27
paramedis PTT Provinsi Riau
1.01] 02 36| 0006 | Peningkatan kinerja majelis tenaga Persentase Pemohon STR yang diusulkan | 100 % 364 100 100 100 100 564 564,37
kesehatan Provinsi Riau ke MTKP
1.01] 02 36| 0007 | Peningkatan kapasitas sumber daya Jumlah Kab/kota yang ditingkatkan 36 kab/ko 110 12 12 100 12 134 371,86
manusia kesehatan kompetensi SDM Kesehatannya ta
1,01 2 37 Program Manajemen Dan Informasi - g #DIV/0!
Kesehatan
1.01] 02 37| 0002 | Penyusunan Perencanaan Bersumber Jumlah dokumen perencanaan bersumber 10 Doku 8 2 2 100 2 12 120,00
APBN dan APBD APBN dan APBD yang dimanfaatkan men
1.01] 02 37| 0006 | Pengembangan Bank Data dan Persentase Bidang/UPT dan seksi yang 100 % 201 100 100 100 100 401 401,00
Informasi tersedia data kesehatan yang terintregasi
1.01] 02 | 37| 0007 | Koordinasi dan Pengelolaan Data dan  |Jumlah dokumen data dan Informasi 65  dokum 41 13 13 100 13 67 103,38
Informasi Kesehatan Provinsi Riau Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat en
Provinsi dan Tingkat Kab/Kota




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjas\ /ga;5ln8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr:r?;(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01] 02 37| 0008 | Forum Komunikasi Kepala dinas Persentase Kepala Dinas dan Direktur RS | 100 % 145 100 E 0 100 245 24524
Kesehatan se-Provinsi riau di Provinsi Riau yang mengikuti forum
kepala dinas se-provinsi Riau
1.01] 02 | 37| 011 |[Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi |Persentase Dokumen kebijakan dan 100 % 155 100 90 90 100 345 345,00
Penyusunan Kebijakan dan Manajemen |Manajemen Kesehatan di Provinsi Riau
Kesehatan
1.01] 02 37| 012 | Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan 5 dokum 303 1 1 100 1 305 6100,00
Daerah) Pembangunan Kesehatan Daerah en
1.01] 02 37| 013 | Evaluasi Program Kesehatan di Persentase kab/kota yang terevaluasi 100 % 232 100 100 100 100 432 431,79
Provinsi Riau kegiatan bersumber APBN/APBD prov
Riau
1.01] 02 37| 014 | Pengelolaan Implementasi Sistem Persentase FKTP Milik Pemerintah yang 65 % 49 65 59 90 65 173 265,38
Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi yang menggunakan SIKDA
Generik
1.01] 02 37| 015 | Pengadaan Infrastruktur Sistem Jumlah Paket Infrastruktur Sistem 5 paket 10 1 1 100 1 12 235,00
Infromasi Kesehatan (SIK) Informasi Kesehatan (SIK)
1,01| 2 38 Program Diklat Dan Penelitian - - #DIV/0!
Kesehatan
1.01] 02 38| 0002 | Evaluasi Pasca Pelatihan Persentase peserta yang menerapkan hasil 85 % 75 85 85 100 85 245 288,24
pelatihan sesuai standar
1.01] 02 38| 0007 [ Peningkatan Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti 1200 orang 13 400 364 91 400, 777 64,77
Bidang Kesehatan pelatihan
1.01] 02 38| 010 | Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga |Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 10 jenis 0 2 2 100 2 4 40,00
kerja Kesehatan Provinsi Riau
1.01] 02 38| 012 | Peningkatan Pelayanan dan Persentase realisasi kebutuhan rutin dan 100  persen 0 100 95 95 100 195 195,00
Pemeliharaan UPT. Balai Pelatihan operasional serta pemeliharaan UPT
Kesehatan Bapelkes




Target Renstra | Realisasi Capaian | Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjas\ /ga;5ln8§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr:r?;(at Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Daerah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01] 02 38| 013. | Pembangunan Persentase Penyediaan Sarana dan 0 1 0 100 84 84 100 184 #DIV/0!
Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Prasarana di balai Pelatihan Kesehatan
Prasarana Di Balai Pelatihan Kesehatan
Daerah (DAK)
1,01 2 39 Program Penanggulangan Krisis - - #DIV/0!
Kesehatan
1.01] 02 39| 0002 | Manajemen Penanggulangan Bencana |Persentase Penanggulangan Bencana dan 80 % 275 80, 78 98 80 433 541,26
dan Dampak Perubahan Iklim Dampak Perubahan Iklim yang direspon
dalam waktu < 24 jam
1.01] 02 39| 0006 | Peningkatan Mutu Pelayanan rentang waktu tersedianya dana pelayanan | 60 bulan 0 12 12 100 12 24 40,00
Penanggulangan Krisis Kesehatan penanggulangan krisis kesehatan
1,01 2 40 Program Pelayanan Laboratorium Klinis [- - #DIV/0!
dan lingkungan
1.01] 02 40| 0001 | Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Rentang waktu pemeriksaan di UPT 60 Bulan 44 12 12 100 12 68 113,33
Labkesling Laboratorium Kesehatan
1.01] 02 40| 0002 | Pengadaan Bahan Laboratorium Jumlah Paket Bahan Laboratorium Klinis 5 Paket 3 1 1 100 1 5 101,60
(Reagensia) UPT Labkesling dan Lingkungan yang diadakan
1.01] 02 40| 0003 | Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi [Jumlah Peralatan Laboratorium Yang 5 paket 13 1 1 100 1 15 300,00
UPT Labkesling Diadakan
1.01] 02 40| 0004 | Peningkatan Mutu dan Kapasitas Jumlah personil yang terlatih dalam 20 Orang 24 20, 17 85 20 61 305,00
Tenaga Laboratorium UPT Labkesling |rangka pelayanan UPT Labkesling
1.01] 02 40| 0006. | Pembangunan Lanjutan Rs Provinsi Persentase Persyaratan Akreditasi 0 1 0 100 41 41 100 141 #DIV/0!
(YYang Belum Operasional) Dan Laboratorium Yang Terpenuhi Sesuai
Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Standar
Kesehatan Daerah Provinsi (DAK)
1,01| 2 41 Program Pembiayaan Kesehatan - - #DIV/0!
1.01] 02 41] 0001 | Peningkatan Kinerja Program Jaminan |Persentase Peningkatan penyelenggaraan 90 % 138 90 85) 95 90 313 348,14
Kesehatan Jaminan Kesehatan




Target Renstra | Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian target
pada Tahun Kinerja Renstra Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
2015 s/d 2019 sampai dengan kegiatan berjalan
Renjz /Eazh(;Jlr18§2015 Target Renja | Realisasi Tingkat Pe(rr;:éiat Realisasi Capian Tingkat Capian
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Perangkat Renja Realisasi Dacrah program dan Realisasi Target
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Daerah Tahun| Perangkat Perangkat (Tahun n-1) Kegiatan_ s/d tahun Renstra (%)
(n-2) 2019 Daerah Daerah Tahun tahun 2020 berjalan
Tahun (n-2) 2019 (%) (tahun n-1)
2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01] 02| 41| 0002| Penyediaan Biaya Jamkesda Persentase penduduk miskin dan tidak 90 % 110 90 88 98 90, 288 320,22
mampu diluar kuota Penerima Bantuan
luran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang
1.01] 02 | 41| 0004 Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan  |Persentase kab/kota melaksanaka n 90 % 106 90 90 100 90, 286 317,60
Kesehatan manajemen pembiayaan kesehatan
dengan baik dan benar
1.01] 02| 41| 0005| Penyusunan Dokumen Province Health |Jumlah dokumen PHA yang tersedia 5 Doku 4 1 1 100 1 6 120,00
Account (PHA) Riau men
1.01] 02 | 41| 0006| Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan persentase Masyarakat Miskin dan tidak 90 % 226 90 86 96 90, 402 447,11
Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu mampu yang tidak memiliki jaminan
Yang Tidak Memiliki JKN/KIS kesehatan yang didaftrakan kedalam




2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi
daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan
konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah
yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan
kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan kesehatan.

Dalam kerangka urusan ini Dinas Kesehatan Provinsi Riau memiliki tugas dan
tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas
dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Acuan dalam
menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indicator kinerja dapat menggunakan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan
IKU (Indikator Kinerja Utama), Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional sesuai dengan PP
Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan indikator
yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok,
fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi
Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus
berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak
lainnya maupun pelayanan kesehatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Riau dapat dilihat berdasarkan Tabel T-C. 30 sebagai berikut :
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Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Riau

N

S

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)

SPM/Standar
Nasional

IKK

T

arget Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Pro

eksi

Target 2019
Tahun (n-2)

Target 2020
Tahun (n-1)

Target 2021
Tahun (n)

Target 2022
Tahun (n+1)

2019
Tahun (n-2)

2020
Tahun (n-1)

Target 2021
Tahun (n)

Target 2022
Tahun (n+1)

Catatan Analisis

2

9

10

11

12

13

Persentase masyarakat miskin yang
mempunyai jaminan kesehatan

75

100}

100}

100}

39,01

100]

100

1

o

0

Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(1) Pesentase Capaian
Indikator Kinerja FKTL sesuai
standar

45

55

65

45

45

55

=2}
al

[Target 2019
Imenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2020 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(2) Persentase FKTP sesuai
standar

100

100

100

100

100

100

100

[Target 2019
Imenggunakan
homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(3) Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
terdampak Krisis kesehatan
akibat bencana dan atau
berpotensi bencana

100

100

100

100

100

100

100

[Target 2019
Imenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(4) Persentase manajemen
kesehatan dengan sistem
informasi kesehatan

100

100

100

100

100

100

100

[Target 2019
lenggunakan
homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022

lenggunakan angka
arget

(5) Persentase Kepuasan
pelanggan atas pelayanan
laboratorium

60

65

70

60

65

=
o

[Target 2019
Imenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(1) Persentase ODHA yang
diobati

90

23

28

33

13,2

23

28

w
%)

[Target 2019
lenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022

lenggunakan angka
arget

(2) Success Rate TB Paru

95

90

90

90

87

90

90

©
o

[Target 2019
Imenggunakan
homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(3) Annual Parasit Inciden (API)
/ Jumlah Kab/Kota yang
mencapai API < 1 per 1000
penduduk

< 1/1000]
PDDK

< 1/1000]
PDDK|

< 1/1000]
PDDK

< 1/1000]
PDDK|

< 1/1000
PDDK

< 1/1000]
PDDK

< 1/1000
PDDK|

< 1/1000]
PDDK|

[Target 2019
Imenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(4) Persentase capaian IDL pada
bayi usia 0-11 bulan

93

93

93

94

81

93

93

©
=

[Target 2019
lenggunakan
homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
lenggunakan angka
arget

(5) Persentase Kab/Kota yang
merespon alert sinyal
kewaspadaan dini KLB > 80%

100]

100

100)

100

100

100]

100j

1

15)

0j

[Target 2019
Imenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(6) Persentase Penderita DM
yang mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar

60

70

80

60

60

70

@®
&

[Target 2019 bim bisa

ihitung krn DO baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget




(7) Persentase Penderita 0] 60 70 80 60 60 70 0|Target 2019 blm bisa
Hipertensi yang mendapat dihitung krn DO baru
pelayanan kesehatan sesuai Realisasi 2019 dan
standar Proyeksi 2021 -2022

lenggunakan angka
arget

®

~

[Persentase fasyankes yang 0| 65 67 70 65 65 67 70|Target 2019
mempunyai sarana dan Imenggunakan
prasarana Kesehatan sesuai homenklatur baru
standar Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

Persentase kepuasan pelanggan 0| 60 65 70 60 60 65 70|Target 2019

atas pelayanan laboratorium Imenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

o

1. Persalinan di Fasilitas 0| 80 85 90 80 80 85 90|Target 2019
Kesehatan (%) lenggunakan
pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022

lenggunakan angka
arget

2. Kunjungan Antenatal (K4) (%) 0| 92 94 96 92 92 94 96[Target 2019
Imenggunakan
homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

3. Kunjungan Neonatal Lengkap 0| 92 94 96 92 92 94 96|Target 2019

(KN Lengkap ) lenggunakan

pomenklatur baru

Realisasi 2019 dan

Proyeksi 2021 -2022
lenggunakan angka

arget

4. Prevalensi stunting (pendek 0| 25 24 22 25 25 24 22|Target 2019

dan sangat pendek) pada anak di Imenggunakan
bawah lima tahun/balita homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

o

(1). Persentase Fasyankes yg 0 56 61 68 56 56 61 8[Target 2019
melakukan pelayanan Imenggunakan
kefarmasian sesuai standar pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

@

@

(2). Persentase sarana Produksi 0| 58 60 63 58 58 60 3|Target 2019

dan Distribusi Farmasi dan Alkes Imenggunakan
memenuhi standar homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

(3). Persentase Ketersediaan 0| 99 100 100 99 99 100 100fTarget 2019

Obat, Vaksin dan logistik di Inenggunakan
Provinsi Riau pomenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

15)

[Persentase Sumber Daya 0| 45) 60 75 45 45 60 [Target 2019
Manusia Kesehatan yang lenggunakan
mempunyai Kompetensi homenklatur baru
Sesuai Standar Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022

lenggunakan angka
arget

=0
=0
il

Persentase pelaksanaan diklat 0| 100} 100 100 100 100 100 100fTarget 2019
kesehatan yang sesuai standar Imenggunakan
homenklatur baru
Realisasi 2019 dan
Proyeksi 2021 -2022
Imenggunakan angka
arget

o







2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak

diantisifasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya apabila tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hasil analisis faktor
yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan
Provinsi Riau, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :
1) Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi
2) Masih dijumpainya kasus gizi buruk di beberapa kabupaten/kota
3) Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover dalam penerima bantuan

iuran (PBI). Peningkatan risiko penyakit tidak menular
4) Banyaknya institusi yang menciptakan lulusan tenaga kesehatan yang belum kompeten
5) Standarisasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum terpenuhi
6) Dukungan anggaran di kabupaten/kota dan provinsi masih banyak dimanfaatkan

untuk kuratif dan rehabilitatif
7) Regionalisasi sistem rujukan kesehatan belum berjalan optimal
8) Regulasi di bidang kesehatan tingkat provinsi belum memadai
9) Dukungan pembangunan kesehatan dari lintas sektor belum optimal

10) Terbatasnya sarana dan prasarana perawatan pasien jiwa di puskesmas

Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan
angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit
HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian. Hal-hal tersebut,
di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan
narkotika dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi
kesehatan umum kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan Krisis
dan kegawatdaruratan. Bila kita dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang
telah kita susun bersama maka dengan sendirinya target-target yang terdapat dalam SDGs
akan dapat kita penuhi. Ada delapan goals sebenarnya yang tercapai sebelumnya, seperti
prevalensi malaria, penanggulangan tuberkulosis, dan akses air minum layak perkotaan.
Selain itu, ada 17 indikator yang menunjukkan perkembangan positif, seperti penurunan
balita kurang gizi, Angka Kematian lbu Anak, dan sebagainya. Ke delapan, goals-nya

adalah meningkatkan kesejahteraan Sedangkan kedelapan perhatian baru mencakup:



1. Beban Ganda Gizi

2. Arah perbaikan gizi pada solusi berkelanjutan, yaitu integrasi dengan peningkatkan
akses pangan dan produksi pertanian

3. Kematian akibat penyakit tidak menular (hipertensi, stroke, diabetes, jantung, gagal

ginjal, dan masih banyak lainnya).

Penyalahgunaan narkotika dan alcohol

Kematian dan cedera kecelakaan lalu lintas

Universal Health Coverage (UHC)

Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah

N g s

8. Penanganan krisis dan kegawatdaruratan

Tantangan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang
sehat, mandiri dan berkeadilan. Hingga saat ini, seluruh unsur yang terlibat dalam sektor
kesehatan telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, namun masalah kesehatan tidak
menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, banyak sektor lain yang diperlukan
keterlibatannya dalam ikut menjaga dan mewujudkan tercapainya derajat kesehatan
masyarakat, antara lain sektor Pendidikan, Agama, Pertanian/Ketahanan Pangan, Lingkungan
Hidup, Transmigrasi dan Pemukiman, Kelautan, Peternakan dan sektor lainnya. Tantangan
lainnya adalah perkembangan globalisasi yang menghilangkan batas antar wilayah dan antar
Negara.

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan dunia yang sangat pesat, tidak dapat
dihindari akan memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan menggeser sistem
pelayanan kesehatan di negara kita yang belum sesuai dengan kondisi terkini. Dengan adanya
globalisasi, seluruh tenaga kesehatan (Medis, Paramedis dan Non Medis) dituntut untuk
memiliki kemampuan yang handal dan prima dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan tingginya tuntutan
tersebut, sarana dan prasarana kesehatan dari level terendah hingga tertinggi harus disediakan
dan dilengkapi segala fasilitasnya agar dapat mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan
yang komprehensif bagi seluruh masyarakat.

Di lain pihak, makin banyak pasien di Puskesmas dan Rumah sakit yang
membutuhkan pelayanan kesehatan, artinya dari sisi kuratif dan rehabilitatif terjadi
peningkatan demand sementara dari sisi preventif dan promotif masih jauh ketinggalan. Hal

ini perlu perhatian serius, mengingat aspek preventif dan promotif merupakan strategi utama



yang sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan
menjadi tuntutan terbesar terhadap keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Aspek
promotif dan preventif ini harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan secara optimal dengan
melibatkan seluruh lintas sektor terkait, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat.

Adapun peluang pengembangan pelayanan bagi sektor kesehatan ke depan sangat
terbuka lebar, terlebih kesehatan merupakan program prioritas, dengan diterapkannya Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), maka system pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata
dengan baik. Sistem Kesehatan di Indonesia didukung oleh pembiayaan pemerintah yang
cukup besar. Pembiayaan pemerintah bersumber baik dari pemerintan Pusat maupun
pemerintah daerah. Anggaran pemerintah Pusat disalurkan melalui berbagai saluran misalnya
DAU, DAK, DAK non fisik (BOK, Jampersal, Akreditasi Puskesmas/Rumah sakit).
Sementara anggaran pemerintah daerah dapat dalam berbagai bentuk untuk mendukung
program Pusat maupun untuk pembiayaan program inovasi daerah sendiri.

Dengan begitu banyaknya sumber-sumber pembiayaan system kesehatan di
Indonesia, diharapkan dapat memberi daya ungkit terhadap layanan kesehatan. Aspek
promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan
terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan termanfaatkan dengan baik pada aspek
promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif, dan seluruh masyarakat akan terlayani dengan
baik. Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini juga memberikan peluang terhadap
peningkatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung maupun
tidak langsung.

Dari analisis pembangunan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran

Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam pembangunan kesehatan, serta dengan
memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang
dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah :
1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Eliminasi TB

Percepatan Penurunan Stunting

Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi

Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penayakit Tidak Menular

o o~ w N

Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
7. Peningkatan pelayanan Kesehatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, disebabkan bahwa perencanaan pembangunan
daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka
penyelenggaraan  pemerintahan, Pemerintahan Daerah  berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan
nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi :

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
¢) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Riau, memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya
kemitraan dengan lintas sektor terkait yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap
peningkatan pelayanan kesehatan, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam
pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Riau tahun 2021.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program
dan kegiatan, indikator Kinerja, target sasaran pagu indikatif yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan
kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau berupa rancangan awal RKPD.
Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan
kebutuhan Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan terdapat perbedaan antara lain
adanya kegiatan baru dan penambahan rancangan awal RKPD dengan program dan
kegiatan berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesehatan di
Provinsi Riau. Dalam penyusunan RKPD 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah
diarahkan untuk melakukan penyandingan dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Dalam
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA 2019-2024) Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan
mengarah menggunakan ketentuan yang ada dalam Permendagri 90 Tahun 20109.

Dengan adanya kejadian Pandemi COVID 19 pada tahun 2020 maka rencana
kerja mengalami beberapa penambahan dan pergeseran anggaran dan kegiatan, hal ini
akan mengakibatkan capaian target pada tahun 2020 tidak tercapai seperti yang sudah
tercantum dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Sehubungan dengan

hal tersebut diatas maka akan mengakibatkan perubahan pada rencana kerja tahun 2020.



Hal ini akan menyebabkan hasil evaluasi renja 2020 akan menurun dikarenakan kejadian
Pandemi COVID 19. Adapun hasil review program dan kegiatan tahun 2021 akan
tercantum pada Tabel T-C. 31.



Nama perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Review Terhadap

Tabel T-C. 31
Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Provinsi Riau

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan . " - . Pagu Indikatif Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah " " - . Pagu Indikatif Penting
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian ®Rp) dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian ®Rp)
NON URUSAN ION URUSAN
PROGRAM PELAYANAN Persentase pemenuhan kebutuhan 100 persen 8.172.929.831 PROGRAM PELAY ANAN Provinsi Riau [Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan 100 persen 8.766.511.469
ADMINISTRASI PERKANTORAN pelayanan administrasi IADMINISTRASI PERKANTORAN pdministrasi perkantoran
perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Provinsi Riau  Pumlah surat yang dikirim 1500 surat 37.484.622 Penyediaan Jasa Surat Provinsi Riau umlah surat yang dikirim 1500 surat 37.484.622
Menyurat enyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya |Provinsi Riau pPumlah rekening yang dibayar 156 rek 1.771.200.000 pPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya  |Provinsi Riau umlah rekening yang dibayar 156 rek 1.771.200.000
Air dan Listrik JAir dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan |Provinsi Riau Pumlah peralatan dan perlengkapan 6 unit 368.203.755 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Provinsi Riau umlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 6 unit 368.203.755
Kantor antor yang disediakan Kantor disediakan
Penyediaan Jasa Kebersihan Provinsi Riau |Rentang waktu penyediaan jasa 12 bin 789.195.040 Penyediaan Jasa Kebersihan Provinsi Riau  JRentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bin 839.185.040
Kantor kebersihan kantor Kantor
Penyediaan jasa jaminan barang milik Provinsi Riau  Pumlah barang milik daerah yang 200 unit 162.450.000 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah |Provinsi Riau umlah barang milik daerah yang diberikan jasa 200 unit 162.460.000
daerah diberikan jasa jaminan aminan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Riau  Pumlah jenis alat tulis kantor yang 25 jenis 174.577.737 Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Riau umlah jenis alat tulis kantor yang disediakan 25 jenis 440.000.000
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Provinsi Riau  Pumlah jenis laporan yang dicetak 25 Jenis 206.543.262 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |Provinsi Riau umlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan 25 Jenis 356.543.252
Penggandaan fan digandakan
Penyediaan komponen instalasi listrik / Provinsi Riau  Pumlah komponen istalasi 10 Jenis 209.493.468 Penyediaan komponen instalasi listrik / Provinsi Riau umlah komponen istalasi listrik/penerangan 10 Jenis 309.000.000
penerangan bangunan kantor Jlistrik/penerangan bangunan kantor jenerangan bangunan kantor pbangunan kantor yang disediakan
ang disediakan
Penyediaan Makanan dan Minuman Provinsi Riau  Pumlah Makanan dan Minuman 5500 porsi 292.128.420 Penyediaan Makanan dan Minuman Provinsi Riau umlah Makanan dan Minuman yang disediakan 5500 porsi 392.128.420
ang disediakan
Rapat-rapat Koordinasi dan Provinsi Riau  [Frekuensi Rapat Koordinasi dan 12 kali 588.047.340 |Rapat-rapat Koordinasi dan Provinsi Riau  [Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 12 kali 588.047.340
Konsultasi ke Luar daerah onsultasi ke Luar daerah Konsultasi ke Luar daerah Luar daerah
Penyediaan jasa administrasi kantor Provinsi Riau  Pumlah tenaga administasi kantor 100 ob 2.701.152.217 Penyediaan jasa administrasi kantor Provinsi Riau umlah tenaga administasi kantor yang disediakan 100 ob 2.696.669.040
ang disediakan
Penyediaaan Jasa Keamanan Kantor Provinsi Riau  Pumlah tenaga satpam yang 14 oh 872.453.970 Penyediaaan Jasa Keamanan Kantor Provinsi Riau umlah tenaga satpam yang disediakan 14 oh 805.590.000
disediakan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase Pemenuhan Sarana dan 100 persen 1.780.727.625 PROGRAM PENINGKATAN SARANA  |Provinsi Riau [Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana 100 persen 1.780.727.625
DAN PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur [DAN PRASARANA APARATUR JAparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor |Provinsi Riau Pumlah ruang gedung kantor yang 30 ruang 929.012.866 [Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Provinsi Riau umlah ruang gedung kantor yang dipelihara 30 ruang 929.012.866
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Provinsi Riau  pPumlah kendaraa dinas /operasional 13 unit 418.143.259 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Provinsi Riau umlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara 13 unit 418.143.259
dinas/operasional ang dipelihara Kinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Provinsi Riau  pPumlah peralatan gedung kantor 107 unit 433.571.500 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung |Provinsi Riau umlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 107 unit 433.571.500
gedung kantor ang dipelihara kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Persentase tingkat kehadiran ASN 100 persen 607.220.123 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN  |Provinsi Riau [Persentase tingkat kehadiran ASN 100 persen 1.780.727.626
APARATUR IAPARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta Provinsi Riau  Pumlah pakaian dinas beserta 350 stel 256.999.125 Pengadaan pakaian dinas beserta Provinsi Riau umlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 350 stel 929.012.866
perlengkapannya perlengkapannya yang diadakan perlengkapannya ang diadakan
Pengadaan pakaian kerja lapangan Provinsi Riau  Pumlah pakaian kerja lapangan yang 134 stel 87.070.000 Pengadaan pakaian kerja lapangan Provinsi Riau umlah pakaian kerja lapangan yang disediakan 134 stel 418.143.260
disediakan
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu |Provinsi Riau Pumlah pakaian khusus hari-hari 350 stel 263.150.998 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu  |Provinsi Riau umlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang 350 stel 433.571.500

ertentu yang disediakan

disediakan




PROGRAM PENINGKATAN Provinsi Riau [Persalinan di Fasilitas Kesehatan 85 persen 7.846.336.455 PROGRAM PENINGKATAN Provinsi Riau [Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) 85 persen 9.600.504.114
KESEHATAN MASYARAKAT %/0) ESEHATAN MASYARAKAT
Kunjungan Antenatal (K4) (%) 94 persen Kunjungan Antenatal (K4) (%) 94 persen
Kunjungan Neonatal Lengkap 94 persen Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap ) 94 persen
KN Lengkap )
Prevalensi stunting (pendek dan 24 persen Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 24 persen
kangat pendek) pada anak di pada anak di bawah lima tahun/balita
bawah lima tahun/balita
Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Provinsi Riau  [Persentase Puskesmas/RS yang persen 258.900.000 Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Provinsi Riau  |Persentase Puskesmas/RS yang melakukan persen 258.900.000
Fasilitas Yankes relakukan pengelolaan limbah Fasilitas Yankes pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar
Imedis fasyankes sesuai standar
Pembinaan kesehatan olahraga pada Provinsi Riau  [Persentase Puskesmas yang 70 persen 246.789.000 Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes |Provinsi Riau  |Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan 70 persen 50.000.000
fasyankes Imenyelenggarakan kesehatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di
Olahraga pada kelompok ilayah kerjanya
asyarakat di wilayah kerjanya
Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes |Provinsi Riau [Persentase Puskesmas yang 100 persen 250.000.000 PPembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes  |Provinsi Riau  |Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan 100 persen 50.000.000
Imenyelenggarakan kesehatan kerja kesehatan kerja dasar
Jasar
Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Provinsi Riau  [Persentase Capaian UKBM Aktif 56 persen 634.640.000 Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Provinsi Riau  Persentase Capaian UKBM Aktif 56 persen 70.000.000
Bersumberdaya Masyarakat Bersumberdaya Masyarakat
Penyebarluasan dan Pegembangan Informasi |Provinsi Riau Pumlah Kab/Kota yang mendapatkan 12 kab/kota 1.806.249.000 Penyebarluasan dan Pegembangan Informasi  |Provinsi Riau umlah Kab/Kota yang mendapatkan 12 kab/kota 200.000.000
Kesehatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan
perkelanjutan
Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Provinsi Riau, pPumlah OPD Yang Melaksanakan 19 opd 676.878.455 [Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |Provinsi Riau, umlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 19 opd 130.000.000
Sehat Bengkalis, Siak Minimal 3 Indikator GERMAS. Bengkalis, Siak [Indikator GERMAS.
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan |12 Kab/Kota di JKab/Kota yang meningkat capaian 12 kab/kota 250.000.000 PPembinaan dalam Peningkatan Pelayanan 12 Kab/Kota di [Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan 12 kab/kota 50.000.000
Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Provinsi Riau  |PF (Persalinan di Fasyankes) Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Provinsi Riau  [di Fasyankes)
Standar [Standar
Pembinaan dalam peningkatan pelayanan  |Provinsi Riau [Persentase fasyankes yang 22 persen 250.000.000 Pembinaan dalam peningkatan pelayanan Provinsi Riau  |Persentase fasyankes yang melaksanakan 22 persen 50.000.000
kesehatan lanjut usia Inelaksanakan pelayanan kesehatan kesehatan lanjut usia elayanan kesehatan lansi dan pelayanan Geriatri
ansi dan pelayanan Geriatri [Terpadu
[Terpadu
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan  [Provinsi Riau Pumlah Puskesmas yang memberikan 180 plm 250.000.000 PPembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Provinsi Riau umlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu 180 plm 170.000.000
Kesehatan Ibu Hamil (ANC ) ayanan ibu hamil memenuhi standar [Kesehatan Ibu Hamil ( ANC ) hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)
ANC Terintegrasi)
Pelacakan dan Validasi Data terhadap Provinsi Riau  Pumlah Kasus Kematian neonatus 60 kasus 350.000.000 pPelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus ~|Provinsi Riau umlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang 60 kasus 155.000.000
Kasus Kematian Neonatus dan Bayi Jdan bayi yang sudah Tervalidasi Kematian Neonatus dan Bayi pudah Tervalidasi
Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi  [Provinsi Riau  |Persentase penanggulangan masalah 66 persen 250.900.000 PPembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu |Provinsi Riau  [Persentase penanggulangan masalah Gizi Ibu hamil 66 persen 50.000.000
Ibu hamil dan remaja putri [Gizi lbu hamil dan remaja putri hamil dan remaja putri ddan remaja putri
Pembinaan dan Penanggulangan Stunting  |Provinsi Riau [Persentase penanggulangan masalah 93 persen 650.000.000 Pembinaan dan Penanggulangan Stunting Provinsi Riau  |Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan 93 persen 7.817.520.000
pizi balita dan masyarakat asyarakat
Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi  |Provinsi Riau Pumlah SDM yang dilakukan 36 org 96.380.000 Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi Provinsi Riau umlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam 36 org 25.000.000
pembinaan dalam peningkatan peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi
kinerjanya selaku pengelola gizi
Pembinaan Survailans Gizi Provinsi Riau  [Persentase Status Gizi balita 13 persen 216.600.000 Pembinaan Survailans Gizi Provinsi Riau  [Persentase Status Gizi balita berdasarkan Indeks 13 persen 50.000.000
perdasarkan Indeks
Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum |Provinsi Riau |Persentase pemanfataan sarana air 60 persen 450.000.000 Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum Provinsi Riau  [Persentase pemanfataan sarana air minum yang 60 persen 110.000.000
yang berkualitas minum yang berkualitas ang berkualitas perkualitas
Pembinaan dan pengembangan wilayah Provinsi Riau  Pumlah desa/kelurahan yang 1345 desa/kel 450.000.000 Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM |Provinsi Riau umlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar 1345 desa/kel 65.000.000
STBM Imelaksanakan 5 pilar STBM STBM
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat |Provinsi Riau [Persentase Tempat Fasilitas Umum 62 persen 250.000.000 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Provinsi Riau  [Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang 62 persen 59.084.114
Fasilitas Umum (TFU) TFU) yang memenuhi syarat Fasilitas Umum (TFU) Imemenuhi syarat kesehatan
kesehatan
Pengembangan wilayah pemukiman sehat  |Provinsi Riau  fumlah kab/kota yang 6 kab/kota 309.000.000 Pengembangan wilayah pemukiman sehat Provinsi Riau umlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan 6 kab/kota 190.000.000

Imenyelenggarakan tatanan kawasan
kehat

kawasan sehat




Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan  |Provinsi Riau [Persentase Tempat Pengelolaan 24 persen 200.000.000 Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan Provinsi Riau  Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 24 persen 50.000.000
(TPM) Makanan (TPM) yang memenuhi TPM) ang memenuhi syarat kesehatan
Byarat kesehatan
PROGRAM PEMBIAY AAN Provinsi Riau [Persentase Masyarakat yang 100 persen 184.136.803.133 PROGRAM PEMBIAY AAN Provinsi Riau [Persentase Masyarakat yang mempunyai 100 persen 184.455.307.525
KESEHATAN lempunyai jaminan kesehatan KESEHATAN jaminan kesehatan
Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan  |Provinsi Riau [Persentase Kab/Kota yang telah 88 persen 168.096.000 Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Provinsi Riau  |Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 88 persen 486.600.392
Kesehatan Imelaksanakan penyelenggararn Kesehatan enyelenggararn Jaminan Kesehatan secara
Jaminan Kesehatan secara Imenyeluruh
menyeluruh
Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang |Provinsi Riau [Persentase penduduk miskin dan 100 persen 10.880.000.000 [Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang Provinsi Riau  |Persentase penduduk miskin dan tidak mampu 100 persen 10.880.000.000
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu idak mampu peserta PBI dan Non agi masyarakat miskin dan tidak mampu eserta PBI dan Non PBI yang memberikan
PBI yang memberikan Pelayanan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan
J<esehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
dirujuk ke Fasilitas Pelayanan anjut
Kesehatan tingkat lanjut
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi  |Provinsi Riau [Persentase Penduduk miskin dan 90 persen 173.088.707.133 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Provinsi Riau  Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu 90 persen 173.088.707.133
Fakir miskin dan tidak mampu yang idak mampu yang didaftarkan Fakir miskin dan tidak mampu yang ang didaftarkan Pemerintah kedalam Program
didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam Pemerintah kedalam Program JKN Kidaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam PKN
JKN KN
PROGRAM PENINGKATAN Provinsi Riau [Pesentase Capaian Indikator 55 persen 16.225.411.565 PROGRAM PENINGKATAN Provinsi Riau [Pesentase Capaian Indikator Kinerja FKTL 55 persen 16.478.691.565
PELAYANAN KESEHATAN Kinerja FKTL sesuai standar PELAYANAN KESEHATAN Besuai standar
Persentase FKTP sesuai standar 100 persen Persentase FK TP sesuai standar 100 persen
Persentase Pelayanan Kesehatan 100 persen Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 100 persen
bagi Penduduk terdampak krisis terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan
kesehatan akibat bencana dan atau jptau berpotensi bencana
berpotensi bencana
Persentase manajemen kesehatan 100 persen Persentase manajemen kesehatan dengan sistem 100 persen
lengan sistem informasi kesehatan informasi kesehatan
Persentase Kepuasan pelanggan 85 persen Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan 85 persen
jatas pelayanan laboratorium Jlaboratorium
Pembinaan Pelayanan Provinsi Riau  |Persentase RSUD Kab/Kota yang 50 persen 167.203.840 Pembinaan Pelayanan Provinsi Riau Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan 50 persen 167.203.840
Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau Imelaksanakan pelayanan kesehatan [Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau elayanan kesehatan sesuai standar
esuai standar
Pembinaan Pelayanan Pendukung Provinsi Riau [Persentase Kab/Kota Yang 45 persen 188.224.000 Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan |Provinsi Riau  |Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program 45 persen 188.224.000
Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau Imelaksanakan program pendukung Rujukan di Provinsi Riau pendukung kesehatan rujukan
kesehatan rujukan
Pembinaan dan Penyelenggaraan Provinsi Riau  |Persentasi Kab/Kota yang telah 50 persen 863.940.000 Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC |Provinsi Riau  [Persentasi Kab/Kota yang telah memberikan 50 persen 863.940.000
SPGDT/PSC 119 Imemberikan pelayanan rujukan 1119 pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada
kegawatdaruratan kepada asyarakat
asyarakat
Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau Provinsi Riau  [Persentasi penyelesaian pengaduan 100 persen 290.000.000 Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau Provinsi Riau  Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat 100 persen 290.000.000
asyarakat oleh BPRS bleh BPRS
Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau |Provinsi Riau Persentase RS yang telah memenuhi 88 persen 180.608.000 Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau Provinsi Riau  |Persentase RS yang telah memenuhi syarat 88 persen 180.608.000
pyarat akreditasi pkreditasi
Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan |Provinsi Riau [Persentase Laboratorium klinik, 45 persen 73.997.056 Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan  |Provinsi Riau  |Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan 45 persen 73.997.056
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Klinik, dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar
Provinsi Riau Pelayanan Dialisis sesuai standar Provinsi Riau
Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se |Provinsi Riau [Persentase Perizinan RS yang 100 persen 108.800.000 Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se  |Provinsi Riau  |Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai 100 persen 108.800.000
Provinsi Riau dilayani sesuai standar Provinsi Riau ktandar
Pembinaan Laboratorium di FKTP Provinsi Riau  [Persentase FKTP yang telah 25 persen 120.751.353 PPembinaan Laboratorium di FKTP Provinsi Riau  [Persentase FKTP yang telah melaksanakan 25 persen 120.751.353
Imelaksanakan Laboratorium sesuai Laboratorium sesuai Standar
[Standar
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau  |Persentase Puskesmas di Prov Riau 50 persen 190.400.000 PPembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional |Provinsi Riau  |Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah 50 persen 190.400.000

Tradisional di Tingkat Provinsi

ang telah melaksanakan Pelayanan
esehatan Tradisional sesuai

ptandar

di Tingkat Provinsi

Imelaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Besuai standar




Pembinaan Keperawatan Kesehatan Provinsi Riau  [Persentase Puskesmas di Provinsi 50 persen 136.000.000 Pembinaan Keperawatan Kesehatan Provinsi Riau  Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang 50 persen 136.000.000
Masyarakat ~ ( Perkesmas) di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas [Masyarakat ( Perkesmas) di Provinsi Riau Imelaksanakan Perkesmas sesuai standar
Riau esuai standar
Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Provinsi Riau  Pumlah Puskesmas yang telah 5 pkm 50.000.000 Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Provinsi Riau umlah Puskesmas yang telah melaksanakan 5 pkm 50.000.000
Puskesmas di daerah destinasi wisata Imelaksanakan Pelayanan Kesehatan Puskesmas di daerah destinasi wisata Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah

kesuai standar di daerah destinasi destinasi wisata

isata

Pembinaan Manajemen Puskesmas Provinsi Riau  |Persentase Puskesmas yang telah 100 persen 128.000.000 Pembinaan  Manajemen Puskesmas Tingkat |Provinsi Riau  [Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan 100 persen 128.000.000
Tingkat Provinsi Riau Imelaksanakan Manajemen Provinsi Riau Aanajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu

Puskesmas sesuai Standar Mutu
Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP |Provinsi Riau [Persentasi FKTP yang telah 100 persen 90.387.481 Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di |Provinsi Riau  Persentasi FKTP yang telah teregistrasi dan 100 persen 90.387.481
di Provinsi Riau keregistrasi dan memiliki izin Provinsi Riau emiliki izin operasional

operasional
Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau  [Persentase Puskesmas PONED 35 persen 130.567.232 Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau  |Persentase Puskesmas PONED yang mampu 35 persen 130.567.232
Provinsi Riau ang mampu PONED Provinsi Riau PONED
Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau  |Persentase FKTP yang menjalankan 100 persen 340.015.283 Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau  Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan 100 persen 340.015.283
Provinsi Riau Mutu dan Akreditasi sesuai standar Provinsi Riau JAkreditasi sesuai standar
Manajemen penanggulangan krisis Provinsi Riau  [Persentase pelaksanaan 100 persen 190.400.000 [Manajemen penanggulangan krisis kesehatan |Provinsi Riau  |Persentase pelaksanaan management krisis 100 persen 190.400.000
kesehatan Tingkat Provinsi Riau Imanagement krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau kesehatan
Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis  |Provinsi Riau  Persentase SDM Puskesmas 65 persen 215.304.320 Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Provinsi Riau  Persentase SDM Puskesmas Kab/Kota rawan 65 persen 215.304.320
Kesehatan se Provinsi Riau J<ab/Kota rawan bencana yang IKesehatan se Provinsi Riau bencana yang dilatih penanggulangan krisis

dilatih penanggulangan krisis kesehatan

kesehatan
Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Provinsi Riau  [Persentase pemenuhan peralatan 100 persen 488.512.000 fPemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis |Provinsi Riau  [Persentase pemenuhan peralatan penanggulangan 100 persen 488.512.000
Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau penanggulangan krisis kesehatan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau risis kesehatan provinsi

rovinsi

Rapat Kerja Kesehatan Daerah  ( Provinsi Riau  Pumlah Dokumen Kesepakatan 1 dok 487.350.000 |Rapat Kerja Kesehatan Daerah  ( Provinsi Riau umlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan 1 dok 487.350.000
RAKERKESDA) Kebijakan Pembangunan Kesehatan IRAKERKESDA) Pembangunan Kesehatan Daerah

Daerah
Pembinaan Penyusunan perencanaan Provinsi Riau  Pumlah dokumen perencanaan 2 dok 110.600.000 Pembinaan Penyusunan perencanaan Provinsi Riau umlah dokumen perencanaan bersumber APBN 2 dok 110.600.000
bersumber APBN dan APBD pbersumber APBN dan APBD yang ersumber APBN dan APBD [dan APBD yang dimanfaatkan

dimanfaatkan
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Provinsi Riau  |Persentase Kab/Kota yang dipantau 100 persen 350.000.000 Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program |Provinsi Riau  [Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi 100 persen 350.000.000
Program Kesehatan di Provinsi Riau dan dievaluasi capaian program [Kesehatan di Provinsi Riau capaian program kesehatan Provinsi Riau.

kesehatan Provinsi Riau.
Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau  Pumlah dokumen data dan Informasi 13 dok 86.640.000 Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau umlah dokumen data dan Informasi Kesehatan 13 dok 86.640.000
Provinsi Riau esehatan (Profil Kesehatan) di Provinsi Riau Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat

[Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota

Kab/Kota
Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan  |Provinsi Riau [Persentase sdm perencanaan 100 persen 60.000.000 JPeningkatan kapasitas SDM Perencanaan Provinsi Riau  [Persentase sdm perencanaan kesehatan yang 100 persen 60.000.000
Kesehatan kesehatan yang meningkat Kesehatan Imeningkat kapasitasnya

kapasitasnya
Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Provinsi Riau  |Persentase Kab/kota yang 100 persen 116.000.000 [Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Provinsi Riau  [Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam 100 persen 116.000.000
penyusunan kebijakan dan Manajemen kerkoordinasi dalam perencanaan enyusunan kebijakan dan Manajemen perencanaan kesehatan
Kesehatan kesehatan Kesehatan
Pembinaan dan Pengembangan Inplementasi |Provinsi Riau [Persentase FKTP yang terintegrasi 80 persen 80.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Inplementasi  |Provinsi Riau  [Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem 80 persen 80.000.000
Sistem Informasi Kesehatan lengan sistem Informasi Kesehatan [Sistem Informasi Kesehatan Informasi Kesehatan
Pengelolaan Sistem Provinsi Riau  |Persentase Sistem Informasi 100 persen 893.480.000 Pengelolaan Sistem Provinsi Riau  [Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang 100 persen 1.146.760.000
Informasi Kesehatan (SIK) Kesehatan yang berfungsi sesuai Informasi Kesehatan (SIK) erfungsi sesuai standar

standar
Koordinasi dan pengelolaan Data dan |Provinsi Riau [Persentase pengelolaan data dan 85 persen 86.640.000 [Koordinasi  dan pengelolaan Data danJProvinsi Riau  |Persentase pengelolaan data dan Informasi 85 persen 86.640.000
Informasi Kesehatan Provinsi Riau Informasi kesehatan Informasi Kesehatan Provinsi Riau kesehatan
Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium |Provinsi Riau [Persentase SDM laboratorium klinis 50 persen 297.825.000 pPeningkatan kapasitas SDM Laboratorium Provinsi Riau  [Persentase SDM laboratorium klinis dan 50 persen 297.825.000
klinis dan lingkungan dan lingkungan yang memenuhi Klinis dan lingkungan ingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai

kualifikasi sesuai standard standard
Pemenuhan ketersediaan bahan regensia Provinsi Riau  |Persentase ketersediaan bahan 100 persen 771.096.000 Pemenuhan ketersediaan bahan regensia Provinsi Riau  Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan 100 persen 771.096.000

pelayanan laboratorium klinis

feagensia pelayanan klinis sesuai
btandar

ppelayanan laboratorium klinis

linis sesuai standar




Pemenuhan ketersediaan bahan regensia Provinsi Riau  [Persentase ketersediaan bahan 100 persen 3.060.390.000 Pemenuhan ketersediaan bahan regensia Provinsi Riau  Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan 100 persen 3.060.390.000
pelayanan laboratorium lingkungan feagensia pelayanan lingkungan pelayanan laboratorium lingkungan ingkungan sesuai standar

Besuai standar
Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan |Provinsi Riau  [Persentase ketersediaan alat alat 100 persen 2.084.775.000 Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan ~ |Provinsi Riau  [Persentase ketersediaan alat alat laboratorium 100 persen 2.084.775.000
laboratorium klinis Jaboratorium pelayanan klinis sesuai Jlaboratorium klinis pelayanan klinis sesuai standar

ptandar
Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan |Provinsi Riau  [Persentase ketersediaan alat alat 100 persen 3.787.505.000 Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan  |Provinsi Riau  [Persentase ketersediaan alat alat laboratorium 100 persen 3.787.505.000
laboratorium lingkungan Jaboratorium pelayanan Lingkungan laboratorium lingkungan elayanan Lingkungan sesuai standar

pesuai standar
PROGRAM PENCEGAHAN DAN Provinsi Riau |Persentase ODHA yang diobati 28 persen 2.427.988.344 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Provinsi Riau [Persentase ODHA yang diobati 28 persen 2.427.988.344
PENGENDALIAN PENYAKIT PENGENDALIAN PENYAKIT

Success Rate TB Paru 90 persen Success Rate TB Paru 90 persen

JAnnual Parasit Inciden (AP1) <1/1000 pddk JAnnual Parasit Inciden (AP1) <1/1000 pddk

Persentase capaian imunisasi dasar 93 persen Persentase capaian imunisasi dasar 93 persen

Persentase Kab/Kota yang 100 persen Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal 100 persen

Jmerespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%

kewaspadaan dini KLB > 80%

Persentase Penderita DM yang 70 persen Persentase Penderita DM yang mendapat 70 persen

Jnendapat pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sesuai standar

Besuai standar

Persentase Penderita Hipertensi 70 persen Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat 70 persen

ang mendapat pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar

kesehatan sesuai standar
Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi  |Provinsi Riau [Persentase ODHA yang 81 persen 200.500.000 PPembinaan dan Pengawasan Intensifikasi Provinsi Riau  [Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan 81 persen 200.500.000
penemuan kasus HIV/AIDS Imendapatkan pengobatan penemuan kasus HIV/AIDS
Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi ~ |Provinsi Riau [Persentase bumil yang diperiksa 90 persen 88.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi Provinsi Riau  [Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan 90 persen 88.000.000
penemuan kasus IMS byphilis dan diobati enemuan kasus IMS diobati
Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan |Provinsi Riau [Succes Rate TB 90 persen 226.000.000 PPembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Provinsi Riau  [Succes Rate TB 90 persen 226.000.000
Pengobatan TB Pengobatan TB
Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau [Persentase pengobatan kasus malaria 97 persen 117.000.000 PPembinaan dan Pengawasan Program Malaria |Provinsi Riau  |Persentase pengobatan kasus malaria sesuai 97 persen 117.000.000
Malaria pesuai standar tandar
Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  [Persentase capaian IDL pada bayi 90 persen 160.000.000 PPembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  [Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan 90 persen 160.000.000
Imunisasi Dasar sia 0-11 bulan Imunisasi Dasar
Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  |Persentase Capaian Imunisasi 85 persen 107.000.000 PPembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  [Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan 85 persen 107.000.000
Imunisasi Lanjutan Lanjutan Imunisasi Lanjutan
Surweilans Penyakit Yang Dapat Dicegah  |Provinsi Riau  Pumlah kasus AFP Non Polio yang 60 persen 60.800.000 [Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Provinsi Riau umlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan 60 persen 60.800.000
Dengan Imunisasi ( PD31) itemukan diantara 100.000 [Dengan Imunisasi ( PD31) diantara 100.000 penduduk < 15

penduduk < 15 ahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.

ahun pertahun di satu wilayah kerja

ertentu.
Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Provinsi Riau  |Persentase hasil pemeriksaan 94 persen 100.000.000 Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji |Provinsi Riau  |Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah 94 persen 100.000.000
Haji kesehatan jemaah jemaah haji 3 lemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan

pulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terrhadap

pemberian imunisasi sebagai Imeningitis meningokokus satu bulan sebelum

proteksi terrhadap meningitis perangkat

Imeningokokus satu bulan sebelum

perangkat
Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Provinsi Riau  [Persentase jemaah haji yang dilayani 100 persen 340.000.000 [Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Provinsi Riau  [Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi 100 persen 340.000.000
Debarkasi Haji Riau i embarkasi dan debarkasi Haji [Debarkasi Haji Riau [dan debarkasi Haji
Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  |Persentase kab/kota yang mencapai 58 persen 50.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  [Persentase kab/kota yang mencapai indikator 58 persen 50.000.000
Surveilans Kesehatan indikator epidemiologi surveilans [Surveilans Kesehatan Epidemiologi surveilans kesehatan

kesehatan
Peningkatan Kewaspadaan Provinsi Riau  |Persentase kab/kota yang 100 persen 152.000.000 Peningkatan Kewaspadaan Provinsi Riau  [Persentase kab/kota yang melaksanakan 100 persen 152.000.000
Dini dan Respon KLB Imelaksanakan pencegahan, deteksi IDini dan Respon KLB pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB

an respon terhadap KLB
Pembinaan dan pengendalian kasus Provinsi Riau  [Persentase pencegahan dan 72 persen 108.000.000 PPembinaan dan pengendalian kasus bersumber |Provinsi Riau  |Persentase pencegahan dan pengendalian kasus 72 persen 108.000.000

bersumber binatang

pengendalian kasus bersumber
pinatang yang ditangani sesuai
tandar

binatang

bersumber binatang yang ditangani sesuai standar




Pengendalian Kasus Zoonosis Provinsi Riau  [Persentase Kabupaten/ Kota yang 100 persen 49.980.000 Pengendalian Kasus Zoonosis Provinsi Riau  Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies 100 persen 49.980.000
eliminasi Rabies
Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian |Provinsi Riau JAngka Kesakitan Penyakit IR< 44 pddk 71.961.667 Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Provinsi Riau  JAngka Kesakitan Penyakit IR< 44 per pddk 71.961.667
Penyakit Menular DBD per Penyakit enular DBD 100.000
DBD 100.000 IDBD
Pembinaan dan Pengawasan Kasus Provinsi Riau  |Persentase Kab/kota yang 50% 80 persen 46.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Kasus Provinsi Riau  [Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya 80 persen 46.000.000
Pengendalian Kasus ISPA Puskesmasnya melakukan Pengendalian Kasus ISPA relakukan pemeriksaan dan tatalaksana
pemeriksaan dan tatalaksana PPneumonia melalui Program MTBS
Pneumonia melalui Program MTBS
Pembinaan dan Pengawasan Program Diare |Provinsi Riau Persentase kejadian diare yang 100 persen 46.746.677 Pembinaan dan Pengawasan Program Diare Provinsi Riau  |Persentase kejadian diare yang diobati sesuai 100 persen 46.746.677
diobati sesuai standar Btandar
Pembinaan dan Pengamwasan Program Provinsi Riau  jumlah kab/kota yang melaksanakan 90 persen 52.000.000 Pembinaan dan Pengamwasan Program Provinsi Riau umlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan 90 persen 52.000.000
Hepatitis Virus pemeriksaan Hepatitis B pada ibu Hepatitis Virus Hepatitis B pada ibu hamil
hamil
Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian |Provinsi Riau  Persentase anak yang mengkonsumsi 79 persen 50.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Provinsi Riau  [Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing 79 persen 50.000.000
Kasus Kecacingan obat cacing [Kasus Kecacingan
Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta |Provinsi Riau [Persentase penderita kusta dan 100 persen 52.000.000 PPembinaan dan Pengawasan Program Kusta ~ |Provinsi Riau  [Persentase penderita kusta dan frambusia yang 100 persen 52.000.000
dan Frambusia frambusia yang diobati kan Frambusia diobati
Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  |Persentase masyarakat yang 70 persen 240.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau Persentase masyarakat yang mendapatkan 70 persen 240.000.000
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Imendapatkan pelayanan kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak pelayanan kesehatan pada PTM
Tidak Menular (PTM ) ada PTM enular (PTM )
Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  [Persentase Fasyankes yang 32 persen 110.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Program Provinsi Riau  [Persentase Fasyankes yang melaksanakan 32 persen 110.000.000
Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan Imelaksanakan pencegahan dan Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan pencegahan dan pengedalian ODGJ dan NAPZA di
NAPZA pengedalian ODGJ dan NAPZA di INAPZA [Masyarakat
[Masyarakat
PROGRAM PELAYANAN Persentase Fasyankes yg 56 persen 4.088.345.436 PROGRAM PELAY ANAN Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan 56 persen 4.524.122.938
KEFARMASIAN DAN ALKES Imelakukan pelayanan kefarmasian [KEFARMASIAN DAN ALKES kefarmasian sesuai standar
kesuai standar
Persentase sarana Produksi dan 60 persen Persentase sarana Produksi dan Distribusi 60 persen
Distribusi Farmasi dan Alkes Farmasi dan Alkes sesuai standar
pesuai standar
Persentase Ketersediaan Obat, 100 persen Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan 100 persen
aksin dan logistik ogistik
Pembinaan Program Pemantauan obat dan |RS, PKM, Persentase RS dan IPWL yang 75 persen 219.150.000 PPembinaan Program Pemantauan obat dan RS, PKM, Persentase RS dan IPWL yang melakukan 75 persen 219.150.000
Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau  |IPWL se relakukan pemantauan terhadap Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau IPWL se pemantauan terhadap penggunaan obat dan
Provinsi Riau  Jpenggunaan obat dan Provinsi Riau  [Penyalahgunaan NAPZA
Penyalahgunaan NAPZA
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan PKM, RS di Persentase Fasyankes yg melakukan 75 persen 119.130.000 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan PKM, RS di Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan 75 persen 56.857.500
Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau |Provinsi Riau [pelayanan kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau  |Provinsi Riau  kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai
penggunaan obat rasional sesuai tandar di Provinsi Riau
tandar di Provinsi Riau
Pembinaan SDM yang mampu melakukan |Provinsi Persentase SDM yang mampu 85 persen 54.150.000 PPembinaan SDM yang mampu melakukan Provinsi Persentase SDM yang mampu melakukan 85 persen 54.150.000
pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas Imelakukan pengelolaan obat dan ppengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai
sesuai standar aksin di Puskesmas sesuai standar pesuai standar tandar
Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi |Provinsi Riau [Persentase sarana produksi dan 60 persen 162.450.000 PPembinaan dan Pengawasan sarana produksi  |Provinsi Riau  |Persentase sarana produksi dan distribusi 60 persen 100.000.000
dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan  |(sarana distribusi kefarmasian ,alat dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan |(sarana produksi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( |produksi dan  kesehatan dan perbekalan kesehatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT |dan distribusi  kesehatan rumah tangga ( PKRT) yang dibina
PKRT ) , makanan minuman di Wilayah distribusi umah tangga ( PKRT) yang dibina , makanan minuman di Wilayah Provinsi kefarmasian , esuai standar
Provinsi Riau kefarmasian, [esuai standar Riau alkes dan
alkes dan PKRT)
PKRT)
Pembinaan pemerataan ketersediaan dan IFLK kab/kota Persentase IFLK kab/kota yang 89 persen 126.709.998 Pembinaan pemerataan ketersediaan dan IFLK kab/kota |Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai 89 persen 31.677.500
keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes |Provinsi Riau empunyai ketersediaan perbekalan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se |Provinsi Riau  etersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai
se Provinsi Riau kesehatan dan alkes sesuai standar Provinsi Riau Btandar
Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis  |IFLK kab/kota Persentase ketersediaan BMHP , 86 persen 667.120.000 Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis IFLK kab/kota [Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock 86 persen 2.667.120.000
pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan Provinsi Riau  flkes Buffer stock dan penunjang akai ( BMHP), alkes buffer stock dan Provinsi Riau  [dan penunjang logistik program di Provinsi Riau
penunjang logistik program ogistik program di Provinsi Riau enunjang logistik program
Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan |Provinsi Riau  [Persentase ketersediaan obat buffer 86 persen 2.099.142.093 Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan  |Provinsi Riau  Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat 86 persen 1.282.265.438

obat program Provinsi Riau

ktok dan obat program untuk
pelayanan kesehatan di Provinsi

Riau

obat program Provinsi Riau

program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi
Riau




Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, |Provinsi Riau  Pumlah dokumen rencana kebutuhan 1 dok 216.600.000 Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, ~|Provinsi Riau umlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin 1 dok 61.460.000
dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau obat, vaksin dan logistik kesehatan dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau dan logistik kesehatan Provinsi Riau

Provinsi Riau
Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di |Provinsi Riau [Persentase Instalasi Farmasi 100 persen 326.423.345 Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di Provinsi Riau  [Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang 100 persen 27.075.000
instalasi farmasi kab/kota sesuai standar kab/kota yang melakukan jinstalasi farmasi kab/kota sesuai standar Inelakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin

Jnanajemen pengelolaan obat dan kesuai standar

aksin sesuai standar

Pengelolaan sistem informasi manajemen  |IFLK kab/kota Persentase Instalasi farmasi kab/kota 85 persen 97.470.000 Pengelolaan sistem informasi manajemen obat |IFLK kab/kota [Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang 85 persen 24.367.500
obat dan vaksin di Provinsi Riau Provinsi Riau  Jyang melakukan akses pengelolaan lan vaksin di Provinsi Riau Provinsi Riau elakukan akses pengelolaan obat dan vaksin

obat dan vaksin melalui sistem Imelalui sistem Aplikasi SIFIT

JAplikasi SIFIT
Program Pengembangan dan Persentase pelaksanaan diklat 100 persen 10.268.769.062 [Program Pengembangan dan Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang 100 persen 10.735.743.588
pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan yang sesuai standar pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesuai standar

Persentase Sumber Daya Manusia 60 persen Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan 60 persen

[Kesehatan yang mempunyai yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar

Kompetensi Sesuai Standar
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Provinsi Riau  Pumlah Dokumen Perencanaan 12 dok 59.565.000 JPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Provinsi Riau umlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber 12 dok 59.565.000
Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, Kebutuhan Sumber Daya Manusia anusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau
ns, wkds) JKesehatan Provinsi Riau s, wkds)
Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan |Pekanbaru Persentase ASN yang mengikuti uji 100 persen 54.150.000 pPengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan |Pekanbaru Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi 100 persen 52.284.839
fungsional kesehatan (Provinsi Riau) kompetensi fungsional kesehatan (Provinsi Riau)
Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga |Faskes Persentase pelaksanaan internsip 100 persen 86.640.000 Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Faskes Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan 100 persen 86.640.000
Kesehatan Kab/Kota enaga kesehatan yang memenuhi [Kesehatan Kab/Kota ang memenuhi standar

ptandar
Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau |Kab/Kota di umlah SDM kesehatan yang dibina 150 org 134.309.652 PPembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau  |Kab/Kota di umlah SDM kesehatan yang dibina 150 org 534.664.652
(nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs) Provinsi Riau nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs) Provinsi Riau
Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Provinsi Riau  Pumlah tenaga paramedis PTT Dinas 191 org 6.127.945.313 Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan |Provinsi Riau umlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan 191 org 5.907.180.000
Kesehatan Provinsi Riau Kesehatan Provinsi Riau yang Provinsi Riau Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar

dikelola sesuai standar
Pelatihan SDM UPT. BAPELKES Provinsi Riau  Pumlah SDM UPT. Bapelkes Yang 20 org 162.450.000 Pelatihan SDM UPT. BAPELKES Provinsi Riau umlah SDM UPT. Bapelkes Yang 20 org 162.450.000

Imendapatkanpelatihan Sesuai Imendapatkanpelatihan Sesuai Standar

[Standar
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Provinsi Riau [Persentase Pemenuhan Sarana dan 30 persen 920.550.000 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang |Provinsi Riau  [Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana 30 persen 920.550.000
Penunjang Pelatihan Bagi UPT. Prasarana Penunjang Pelatihan Pelatinan Bagi UPT. BAPELKES Penunjang Pelatihan Sesuai Standar
BAPELKES Sesuai Standar
Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan |Provinsi Riau [Persentase Peserta Yang 60 persen 72.000.000 [Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan Provinsi Riau  [Persentase Peserta Yang Menerapkan Hasil 60 persen 72.000.000
UPT Bapelkes [Menerapkan Hasil Pelatihan JUPT Bapelkes Pelatihan
Peningkatan Sumber Daya Provinsi Riau  Pumlah SDM Kesehatan Yang 120 org 2.651.159.097 Peningkatan Sumber Daya Provinsi Riau umlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai 120 org 2.885.629.097
Manusia Bidang Kesehatan Dilatih sesuai standar anusia Bidang Kesehatan Btandar
Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan |Provinsi Riau  Pumlah Kurikulum dan Modul yang 2 buku - Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan Provinsi Riau umlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun 2 buku 54.780.000

Di Susun sesuai standar Fesuai standar
Program Peningkatan sarana dan Persentase Fasyankes yang 240.939.753 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana 60.234.938
Prasarana Pelayanan Kesehatan lempunyai sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan dan prasarana kesehatan sesuai standar

kesehatan sesuai standar
Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, |Pekanbaru Persentase usulan pembiayaan 100 persen 240.939.753 Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, Pekanbaru Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana 100 persen 60.234.938
prasarana dan alat kesehatan di Provinsi (Provinsi Riau) farana , prasarana dan alat prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau |(Provinsi Riau) [dan alat kesehatan yang diverifikasi
Riau kesehatan yang diverifikasi

Jumlah 235.795.471.327 238.829.832.106




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 diambil dari proses
bottom up planning dan top down planning dengan mengacu kepada Rancangan Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2021 dan rencana Strategis Dinas
Kesehatan Provinsi Riau 2019-2024. Pada proses bottom up planning, lebih diarahkan
pada penampungan kebutuhan seluruh lintas Sektor Perangkat Daerah dan mitra kerja
seluruh perangkat daerah yang berjumlah 12 kabupaten/kota dan rumah sakit swasta dan
pemerintah kabupaten/kota, dan 40 perangkat daerah di Provinsi Riau. Sedangkan pada
proses top downnya bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala
Daerah serta anilisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan Dinas Kesehatan
Provinsi Riau.

Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan makin berbasis
teknologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat
kenyamanan dalam menerima pelayanan.untuk itu kegiatan yang dilaksanakan untuk
menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah
peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin
terstandarisasi, sedangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan
fungsinya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat sangat
penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun
program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat
serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam
pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan 2021 tercantum dalam tabel
T-C. 32 sebagai berikut :



Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Provinsi Riau
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau
No Urusan/Bidang/Urusan Peme_rlntahan Daerah dan Lokasi Indikator Kineja Besaran / Volume Catatan
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1. |Palang Merah Indonesia Provinsi Riau JI. Mekar Sari No 01 1 Usulan 2021
Pekanbaru -Riau
2 |Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau 1 Usulan 2021
3 |Hibah Barang Kab/Kota DPRD Provinsi Riau
4 |Koalisi Organisasi Profesi untuk TB (KOPI TB) Kab/Kota Koordinasi Lintas Profesi untuk
pemberantasan TB di Provinsi Riau




BAB Il1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
A. Telaahan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan
Pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke—3 (2019-
2024) diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya
Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat,
meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak,
terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Dinas Kesehatan Provinsi
Riau memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam
mendukung kebijakan nasional. Berbagai program dan kegiatan strategis
dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang muncul di

masyarakat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

B. Telaahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih menjadi dasar perumusan
prioritas pembangunan daerah. Perumusan visi pembangunan jangka menengah
tahun 2019-2024 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau 2005- 2025, isu strategis
pembangunan Provinsi Riau dan juga memperhatikan visi RPJIMN 2015-2019. Misi
dalam rangka mewujudkan visi tersebut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah

“Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya

saing melalui pembangunan manusia seutuhnya”.
3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Visi dan Misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Terpilih Visi: “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing,Sejahtera,
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Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. Misi Pemerintah Provinsi

Riau dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya
saing melalui pembangunan manusia seutuhnya

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing

4. Mewujudkan budaya melayu sebagai paying negeri dan mengembangakan
pariwisata yang berdaya saing

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima

berbasis teknologi informasi

Berdasarkan telaahan visi dan misi tersebut, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kesehtaan pada Dinas
Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam misi kesatu yaitu “Mewujudkan
sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui
pembangunan manusia seutuhnya” adalah “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
yang berdaya saing”.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Target Visi dan Misi Gubernur Riau Tahun 2021

No [ Tujuan /Indikator Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja
Tahun 2021
1 Meningkatnya kualitas | Meningkatnya | Angka Harapan 71.67
sumber daya manusiayang | kualitas Hidup
berdaya saing pelayanan
kesehatan
masyarakat

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka dirumuskan sasaran dan indikator
sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan
kesatu terutama yang berkaitan dengan bidang kesehatan yaitu “Meningkatnya

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat™ dengan indikator sasaran :
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1) Persentase penurunan kematian ibu

2) Persentase penurunan kematian bayi

3) Persentase penurunan kematian balita

4) Persentase Stunting

5) Persentase ODHA yang diobati

6) Persentase pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan
oleh penyakit tidak menular

7) Persentase pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

8) Succes Rate

9) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan
akibat dan atau berpotensi bencana

10) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada
situasi KLB Provinsi

3.3 Program Dan Kegiatan
a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
Faktor — faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam
merumuskan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
e Pencapaian standar pelayanan minimal
e Pelayanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

e Tambahkan terkait preventif dan promotif

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran
sebagai tolak ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menetapkan
program operasional dan Kkegiatan pokok organisasi. Secara garis besar
program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 adalah :
1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
2) Program Pembiayan Kesehatan
3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



5) Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes
6) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2021 ada perubahan program dan kegiatan dan mengacu pada
Permendagri 90 Tahun 2019. Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2021 program/kegiatan menjadi 10 program dan 129
kegiatan. Penggabungan Program ini dikarenakan untuk mengefisienkan dalam
pelaksanaan dalam mencapai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam
mendukung penurunan Kejadian Mortalitas dan Morbiditas di Provinsi Riau. Rincian

program dan kegiatan tahun 2021 akan dicantumkan pada Tabel T-C.33

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD
Provinsi Riau Tahun 2021.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-
2024 terdapatl0 program yang terdiri dari 3 program non urusan dan 7 program
urusan. Secara analisis bila pemerintah daerah terlalu fokus memberikan layanan
terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, maka pencapaian program prventif
dan promotif akan terganggu. Sehingga kedepanya perlu keseimbangan dalam
penganggaran untuk urusan kesehatan. Tabel rencana program dan kegiatan
berdasarkan hasil pengerjaan.
Tabel T-C. 33
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Nama perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Riau

Urusan/Bidang/Urus

Rencana Tahun 2021

Prakiraan Maju Rencana

No an Pemerintahan Indikator Kineja Catatan Pentin U A0
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi TR G P Kebutuhan Dana / STAEr B 9 Taraet Capaian Pagu Indikatif
Program/Kegiatan g P ] Pagu Indikatif g P (Rp.)
NON URUSAN
184.431.659.040 268.661.901.686
1 |PROGRAM Persentase pemenuhan 100 persen 8.766.511.469 100 persen 8.834.995.810
PELAYANAN kebutuhan pelayanan
ADMINISTRASI administrasi
PERKANTORAN perkantoran
1 |Penyediaan Jasa Surat [Jumlah surat yang Provinsi Riau 1.500 surat 37.484.622 APBD 1.700 surat 39.484.622
Menyurat dikirim
2 |Penyediaan Jasa Jumlah rekening yang  [Provinsi Riau 48  rekening 1.771.200.000 APBD 156  rekening 1.799.052.698
Komunikasi, Sumber [dibayar
Daya Air dan Listrik
3 |Penyediaan Jasa Jumlah peralatan dan Provinsi Riau 6 unit 368.203.755 APBD 6 unit 402.084.142
Peralatan & perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor [yang disediakan
4 |Penyediaan Jasa Rentang waktu Provinsi Riau 12 bulan 839.195.040 APBD 12 bulan 789.295.040
Kebersihan penyediaan jasa
Kantor kebersihan kantor
5 |Penyediaan jasa Jumlah barang milik Provinsi Riau 200 unit 162.450.000 APBD 200 unit 362.450.000
jaminan barang milik [daerah yang diberikan
daerah jasa jaminan
7 |Penyediaan Alat Tulis |Jumlah jenis alat tulis  |Provinsi Riau 25 jenis 440.000.000 APBD 25 jenis 282.577.737
Kantor kantor yang disediakan
8 |Penyediaan Barang Jumlah jenis laporan Provinsi Riau 25 jenis 356.543.252 APBD 25 jenis 224.615.797
Cetakan dan yang dicetak dan
Penggandaan digandakan
9  |Penyediaan komponen |Jumlah komponen Provinsi Riau 10 jenis 309.000.000 APBD 10 jenis 293.438.106
instalasi listrik / istalasi
penerangan bangunan |listrik/penerangan
kantor bangunan kantor yang




10 [Penyediaan Makanan [Jumlah Makanan dan Provinsi Riau 5.500 porsi 392.128.420 APBD 5.500 porsi 318.890.000
dan Minuman Minuman yang
disediakan
11 |Rapat-rapat Frekuensi Rapat Provinsi Riau 12 kali 588.047.340 APBD 12 kali 639.501.482
Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Konsultasi ke Luar
daerah daerah
12  |Penyediaan jasa Jumlah tenaga Provinsi Riau 100 orang bulan 2.696.669.040 APBD 100 orang bulan 2.801.152.216
administrasi kantor administasi kantor yang
disediakan
13 |Penyediaaan Jasa Jumlah tenaga satpam  [Provinsi Riau 14 orang bulan 805.590.000 APBD 14 orang bulan 882.453.970
Keamanan Kantor yang disediakan
2 |PROGRAM Persentase 100 persen 1.087.600.000 100 persen 1.903.191.225
PENINGKATAN Pemenuhan Sarana
SARANA DAN dan Prasarana
PRASARANA Aparatur
14  |Pemeliharaan Jumlah ruang gedung  [Provinsi Riau 30 ruang 200.000.000 APBD 30 ruang 989.012.866
Rutin/berkala gedung [kantor yang dipelihara
kantor
15 [Pemeliharaan Jumlah kendaraa dinas  [Provinsi Riau 13 unit 275.000.000 APBD 13 unit 444.143.259
Rutin/berkala /operasional yang
kendaraan dipelihara
dinas/operasional
16 |Pemeliharaan Jumlah peralatan Provinsi Riau 107 unit 612.600.000 APBD 110 unit 470.035.100
Rutin/berkala gedung kantor yang
peralatan gedung dipelihara
kantor
3 |PROGRAM Persentase tingkat Provinsi Riau 100 persen - Provinsi Riau 100 persen 648.979.661
PENINGKATAN kehadiran ASN
DISIPLIN
APARATUR
17 |Pengadaan pakaian Jumlah pakaian dinas  [Provinsi Riau 350 stel - APBD Provinsi Riau 350 stel 270.918.971
dinas beserta beserta perlengkapannya
perlengkapannya yang diadakan
18 |Pengadaan pakaian Jumlah pakaian kerja Provinsi Riau 134 stel - APBD Provinsi Riau 134 stel 104.219.844
kerja lapangan lapangan yang
disediakan
19 |Pengadaan pakaian Jumlah pakaian khusus  [Provinsi Riau 350 stel - APBD Provinsi Riau 350 stel 273.840.846
khusus hari hari hari-hari tertentu yang
tertentu disediakan
PROGRAM Persalinan di Fasilitas |Provinsi Riau 85 persen 9.391.256.570 Provinsi Riau 90 persen 8.385.942.066
PENINGKATAN Kesehatan (%)
KESEHATAN
MASYARAKAT
Kunjungan Antenatal 94 persen 96 persen

(K4) (%)




Kunjungan Neonatal
Lengkap (KN Lengkap

Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada anak di

94 persen

20,50 persen

96 persen

18,20 persen

bawah lima
tahun/balita
20 |Pembinaan Persentase Provinsi Riau 41 persen 49.652.456 APBD Provinsi Riau 46 persen 281.553.750
Pengelolaan Limbah  |Puskesmas/RS yang
medis Fasilitas melakukan pengelolaan
Yankes limbah medis fasyankes
sesuai standar
21 |Pembinaan kesehatan |Persentase Puskesmas |Provinsi Riau 70 persen 50.000.000 APBD Provinsi Riau 75 persen 269.383.038
olahraga pada yang menyelenggarakan
fasyankes kesehatan Olahraga
pada kelompok
masyarakat di wilayah
kerjanya
22 |Pembinaan Kesehatan |Persentase Puskesmas  |Provinsi Riau 100 persen 50.000.000 APBD Provinsi Riau 100 persen 271.875.000
Kerja pada fasyankes [yang menyelenggarakan
kesehatan kerja dasar
23 |Pembinaan (UKBM) |Persentase Capaian Provinsi Riau 56 persen 70.000.000 APBD Provinsi Riau 59 persen 650.171.000
Upaya Kesehatan UKBM Aktif
Bersumberdaya
Masyarakat
24 |Penyebarluasan dan  [Jumlah Kab/Kota yang |Provinsi Riau 12 kab/kota 200.000.000 APBD Provinsi Riau 12 kab/kota 1.857.346.959
Pegembangan mendapatkan
Informasi Kesehatan  |Penyebarluasan
Informasi berkelanjutan
25 |Kampanye Gerakan  |[Jumlah OPD Yang Provinsi Riau, 19  Perangkat 130.000.000 APBD Provinsi Riau 22 Perangkat 736.105.319
Masyarakat Hidup Melaksanakan Minimal |Bengkalis, Siak Daerah Daerah
Sehat 3 Indikator GERMAS.
26 |Pembinaan dalam Kab/Kota yang 12 Kab/Kota di 12 kab/kota 50.000.000 APBD Provinsi Riau 12 kab/kota 271.875.000
Peningkatan meningkat capaian PF  |Provinsi Riau
Pelayanan Kesehatan [(Persalinan di
Ibu Bersalin yang Fasyankes)
27 |Pembinaan dalam Persentase fasyankes Provinsi Riau 22 persen 50.000.000 APBD Provinsi Riau 24 persen 271.875.000

peningkatan pelayanan
kesehatan lanjut usia

yang melaksanakan
pelayanan kesehatan
lansi dan pelayanan
Geriatri Terpadu




28 |Pembinaan dalam Jumlah Puskesmas yang |Provinsi Riau 180 puskesmas 170.000.000 APBD Provinsi Riau 200 puskesmas 271.875.000
Peningkatan memberikan layanan ibu
Pelayanan Kesehatan ~|hamil memenuhi standar
Ibu Hamil ( ANC) ( ANC Terintegrasi)
29 |Pelacakan dan Jumlah Kasus Kematian [Provinsi Riau 60 kasus 155.000.000 APBD Provinsi Riau 60 kasus 380.625.000
Validasi Data terhadap |neonatus dan bayi yang
Kasus Kematian sudah Tervalidasi
Neonatus dan Bayi
30 [Pembinaan Persentase Provinsi Riau 66  persen 50.000.000 APBD Provinsi Riau 68 persen 271.853.750
Penanggulangan penanggulangan
Masalah Gizi lbu masalah Gizi Ibu hamil
hamil dan remaja putri |dan remaja putri
31 |Pembinaan dan Persentase Provinsi Riau 93  persen 7.817.520.000 APBD Provinsi Riau 93 persen 706.875.000
Penanggulangan penanggulangan
Stunting masalah gizi balita dan
masyarakat
32 |Peningkatan Kinerja  [Jumlah SDM yang Provinsi Riau 36 org 25.000.000 APBD Provinsi Riau 36 org 104.813.250
SDM Pengelola Gizi  |dilakukan pembinaan
dalam peningkatan
kinerjanya selaku
pengelola gizi
33 |Pembinaan Survailans |Persentase Status Gizi  |Provinsi Riau 13 persen 50.000.000 APBD Provinsi Riau 13 persen 235.552.500
Gizi balita berdasarkan
Indeks
34 |Pembinaan Persentase pemanfataan |Provinsi Riau 60  persen 110.000.000 APBD Provinsi Riau 65 persen 489.375.000
Pemanfaatan Sarana  [sarana air minum yang
Air minum yang berkualitas
berkualitas
35 |Pembinaan dan Jumlah desa/kelurahan  |Provinsi Riau 1.345  desa/kel 65.000.000 APBD Provinsi Riau 1.520  desa/kel 489.375.000
pengembangan yang melaksanakan 5
wilayah STBM pilar STBM
36 |Pembinaan Kesehatan |Persentase Tempat Provinsi Riau 62  persen 59.084.114 APBD Provinsi Riau 64 persen 271.875.000
Lingkungan Tempat  [Fasilitas Umum (TFU)
Fasilitas Umum (TFU) [yang memenuhi syarat
kesehatan
37 |Pengembangan jumlah kab/kota yang  |Provinsi Riau 6  kab/kota 190.000.000 APBD Provinsi Riau 8  kab/kota 336.037.500

wilayah pemukiman
sehat

menyelenggarakan
tatanan kawasan sehat




38 |Pembinaan Tempat Persentase Tempat Provinsi Riau 24 persen 50.000.000 APBD Provinsi Riau 26 persen 217.500.000
Pengelolaan Makanan |Pengelolaan Makanan
(TPM) (TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan
5 |PROGRAM Persentase Provinsi Riau 100 Persen 147.659.895.027 Provinsi Riau 100 Persen 213.209.541.573
PEMBIAYAAN Masyarakat yang
KESEHATAN mempunyai jaminan
kesehatan
39 |Pembinaan Persentase Kab/Kota Provinsi Riau 88  persen 486.600.392 APBD Provinsi Riau 90 persen 182.804.400
Pengelolaan Program  [yang telah
Jaminan Kesehatan melaksanakan
penyelenggararn
Jaminan Kesehatan
secara menyeluruh
40 |Penyediaan Biaya Persentase penduduk Provinsi Riau 100  persen 8.803.601.635 APBD Provinsi Riau 100 persen 11.832.000.000
Kesehatan & miskin dan tidak
Penunjang bagi mampu peserta PBI dan
masyarakat miskin Non PBI yang
dan tidak mampu memberikan Pelayanan
Kesehatan dan
Penunjang Kesehatan
dirujuk ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
tingkat lanjut
41 |Penyelenggaraan Persentase Penduduk Provinsi Riau 90  persen 138.369.693.000 APBD Provinsi Riau 93 persen 201.194.737.173
Jaminan Kesehatan miskin dan tidak
Bagi Fakir miskin dan |mampu yang
tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah
didaftarkan kedalam Program JKN
Pemerintah Daerah ke
dalam JKN
6 |PROGRAM Pesentase Capaian Provinsi Riau 45 Persen 5.199.286.008 Provinsi Riau 55 Persen 17.329.791.533
PENINGKATAN Indikator Kinerja
PELAYANAN FKTL sesuai standar
KESEHATAN
Persentase FKTP 100 Persen 100 Persen
sesuai standar
Persentase Pelayanan 100 Persen 100 Persen

Kesehatan bagi
Penduduk terdampak
krisis kesehatan akibat
bencana dan atau
berpotensi bencana




Persentase manajemen 100 Persen 100 Persen
kesehatan dengan
sistem informasi
kesehatan
Persentase Kepuasan 65 Persen 70 Persen
pelanggan atas
pelayanan
laboratorium
42 |Pembinaan Pelayanan | Persentase RSUD Provinsi Riau 50 persen 115.897.300 APBD Provinsi Riau 55 persen 181.834.176
Kesehatan Rujukan di |Kab/Kota yang
Provinsi Riau melaksanakan pelayanan
kesehatan sesuai standar
43 |Pembinaan Pelayanan |Persentase Kab/Kota Provinsi Riau 45 persen - APBD Provinsi Riau 48 persen 204.693.600
Pendukung Kesehatan [Yang melaksanakan
Rujukan di Provinsi program pendukung
Riau kesehatan rujukan
44 |Pembinaan dan Persentasi Kab/Kota Provinsi Riau 50 persen 825.000.000 APBD Provinsi Riau 52 persen 939.534.750
Penyelenggaraan yang telah memberikan
SPGDT/PSC 119 pelayanan rujukan
kegawatdaruratan
kepada masyarakat
45 |Penyelenggaraan Persentasi penyelesaian |Provinsi Riau 100 persen 218.800.000 APBD Provinsi Riau 100 persen 304.137.500
BPRS Provinsi Riau  |pengaduan masyarakat
oleh BPRS
46 |Pembinaan Akreditasi |Persentase RS yang Provinsi Riau 88 persen 72.156.000 APBD Provinsi Riau 90 persen 196.411.200
RS di Provinsi Riau  |telah memenuhi syarat
akreditasi
47 |Pembinaan Persentase Provinsi Riau 45 persen - APBD Provinsi Riau 55 persen 80.471.798
Laboratorium klinik, |Laboratorium Klinik,
Klinik, dan Klinik, dan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pelayanan Dialisis di |Pelayanan Dialisis
Provinsi Riau sesuai standar
48 |Pembinaan dan Persentase Perizinan RS |Provinsi Riau 100 persen 74.736.000 APBD Provinsi Riau 100 persen 118.320.000

Pengawasan Perizinan
RS se Provinsi Riau

yang dilayani sesuai
standar




49 |Pembinaan Persentase FKTP yang |Provinsi Riau 25 persen - APBD Provinsi Riau 30 persen 131.317.097
Laboratorium di telah melaksanakan
FKTP Laboratorium sesuai
Standar
50 |Pembinaan Pelayanan |Persentase Puskesmas di |Provinsi Riau 50  persen 43.484.000 APBD Provinsi Riau 55 persen 207.060.000
Kesehatan Tradisional [Prov Riau yang telah
di Tingkat Provinsi melaksanakan
Pelayanan Kesehatan
Tradisional sesuai
standar
51 |Pembinaan Persentase Puskesmas di |Provinsi Riau 50  persen - APBD Provinsi Riau 55 persen 147.900.000
Keperawatan Provinsi Riau yang
Kesehatan Masyarakat [melaksanakan
( Perkesmas) di Perkesmas sesuai
Provinsi Riau standar
52 |Pembinaan Pelayanan |Jumlah Puskesmas yang |Provinsi Riau 5 puskesmas - APBD Provinsi Riau 8 puskesmas 59.160.000
Kesehatan untuk telah melaksanakan
Puskesmas di daerah  [Pelayanan Kesehatan
destinasi wisata sesuai standar di daerah
destinasi wisata
53 |Pembinaan Persentase Puskesmas  |Provinsi Riau 82  persen - APBD Provinsi Riau 84 persen 139.200.000
Manajemen yang telah
Puskesmas Tingkat melaksanakan
Provinsi Riau Manajemen Puskesmas
sesuai Standar Mutu
54 |Pembinaan Registrasi |Persentasi FKTP yang [Provinsi Riau 100  persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 98.296.386
dan Perizinan FKTP  |telah teregistrasi dan
di Provinsi Riau memiliki izin
operasional
55 |Pembinaan Puskesmas |Persentase Puskesmas  |Provinsi Riau 35  persen - APBD Provinsi Riau 40 persen 141.991.864
PONED tingkat PONED yang mampu
Provinsi Riau PONED
56 |Pembinaan Mutu & Persentase FKTP yang |Provinsi Riau 100  persen 219.635.281 APBD Provinsi Riau 100 persen 370.896.400

Akreditasi FKTP di
Provinsi Riau

menjalankan Mutu dan
Akreditasi sesuai
standar




57 |Manajemen Persentase pelaksanaan [Provinsi Riau 100  persen 281.879.994 APBD Provinsi Riau 100 persen 207.060.000
penanggulangan krisis |management krisis
kesehatan Tingkat kesehatan
Provinsi Riau
58 |Pembinaan SDM Persentase SDM Provinsi Riau 65  persen 117.112.000 APBD Provinsi Riau 75 persen 225.305.320
Penanggulangan Puskesmas Kab/Kota
Krisis Kesehatan se  [rawan bencana yang
Provinsi Riau dilatih penanggulangan
krisis kesehatan
59 |Pemenuhan Peralatan |Persentase pemenuhan  |Provinsi Riau 100  persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 531.256.800
Penanggulangan peralatan
Krisis Kesehatan penanggulangan krisis
Tingkat Provinsi Riau |kesehatan provinsi
60 |Rapat Kerja Jumlah Dokumen Provinsi Riau 1 dokumen 260.810.000 APBD Provinsi Riau 1  dokumen 529.993.125
Kesehatan Daerah ( |Kesepakatan Kebijakan
RAKERKESDA) Pembangunan
Kesehatan Daerah
61 |Pembinaan Jumlah dokumen Provinsi Riau 2 dokumen - APBD Provinsi Riau 2 dokumen 120.277.500
Penyusunan perencanaan bersumber
perencanaan APBN dan APBD yang
bersumber APBN dan |dimanfaatkan
APBD
62 |Pemantauan dan Persentase Kab/Kota Provinsi Riau 100  persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 380.650.000
Evaluasi Pencapaian  |yang dipantau dan
Program Kesehatan di [dievaluasi capaian
Provinsi Riau program kesehatan
Provinsi Riau.
63 |Pembinaan Jumlah dokumen data  [Provinsi Riau 13 dokumen - APBD Provinsi Riau 13 dokumen 86.640.000
Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan Provinsi Kesehatan (Profil
Riau Kesehatan) di Tingkat
Provinsi dan Tingkat
Kab/Kota
64 |Peningkatan kapasitas |Persentase sdm Provinsi Riau 100  persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 65.250.000

SDM Perencanaan
Kesehatan

perencanaan kesehatan
yang meningkat
kapasitasnya




65 |Koordinasi, Persentase Kab/kota Provinsi Riau 100  persen 344.307.500 APBD Provinsi Riau 100 persen 126.150.000
Sosialisasi, yang terkoordinasi
Singkronisasi dalam perencanaan
penyusunan kebijakan [kesehatan
dan Manajemen
Kesehatan
66 |Pembinaan dan Persentase FKTP yang |Provinsi Riau 80  persen - APBD Provinsi Riau 80 persen 80.000.000
Pengembangan terintegrasi dengan
Inplementasi Sistem  |sistem Informasi
Informasi Kesehatan  |Kesehatan
67 |Pengelolaan Sistem Persentase Sistem Provinsi Riau 100  persen 632.670.000 APBD Provinsi Riau 100 persen 971.659.500
Informasi Kesehatan  |Informasi Kesehatan
(SIK) yang berfungsi sesuai
standar
68 |Koordinasi dan|Persentase pengelolaan |Provinsi Riau 85  persen - APBD Provinsi Riau 85 persen 86.640.000
pengelolaan Data danfdata dan Informasi
Informasi __ Kesehatan|kesehatan
69 |Peningkatan kapasitas |Persentase SDM Provinsi Riau 50  persen 297.825.000 APBD Provinsi Riau 55 persen 323.884.680
SDM Laboratorium laboratorium klinis dan
klinis dan lingkungan [lingkungan yang
memenuhi kualifikasi
sesuai standard
70 |Pemenuhan Persentase ketersediaan |Provinsi Riau 100  persen 725.000.000 APBD Provinsi Riau 100 persen 838.566.900
ketersediaan bahan bahan reagensia
regensia pelayanan pelayanan Klinis sesuai
laboratorium klinis standar
71 |Pemenuhan Persentase ketersediaan |Provinsi Riau 100  persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 3.328.174.125
ketersediaan bahan bahan reagensia
regensia pelayanan pelayanan lingkungan
laboratorium sesuai standar
lingkungan
72 |Pemenuhan Persentase ketersediaan |Provinsi Riau 100  persen 969.972.933 APBD Provinsi Riau 100 persen 2.267.192.812
ketersediaan alat alat  [alat alat laboratorium
pelayanan pelayanan Klinis sesuai
laboratorium klinis standar
73 |Pemenuhan Persentase ketersediaan |Provinsi Riau 100  persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 3.839.866.000
ketersediaan alat alat |alat alat laboratorium
pelayanan pelayanan Lingkungan
laboratorium sesuai standar
lingkungan
7 |PROGRAM Persentase ODHA Provinsi Riau 28  Persen 1.190.000.000 Provinsi Riau 33  Persen 2.607.215.142
PENCEGAHAN yang diobati
Success Rate TB Paru 90  Persen 95  Persen




Annual Parasit <1/100.0  penduduk penduduk
Inciden (API) 00 pddk
Persentase capaian 90 Persen Persen
imunisasi dasar
Persentase Kab/Kota 100 Persen Persen
yang merespon alert
sinyal kewaspadaan
dini KLB > 80%
Persentase Penderita 60 Persen Persen
DM yang mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase Penderita 60 Persen Persen
Hipertensi yang
mendapat pelayanan
kesehatan sesuai
standar
74 |Pembinaan dan Persentase ODHA yang |Provinsi Riau 81 persen 100.000.000 APBD Provinsi Riau 81 persen 215.000.000
Pengawasan mendapatkan
Intensifikasi pengobatan
penemuan kasus
HIV/AIDS
75 |Pembinaan dan Persentase bumil yang  |Provinsi Riau 90 persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 93.700.000
Pengawasan diperiksa syphilis dan
Intensifikasi diobati
penemuan kasus IMS
76 |Pembinaan dan Succes Rate TB Provinsi Riau 90 persen 100.000.000 APBD Provinsi Riau 90  persen 245.775.000
Pengawasan
Keberhasilan
Pengobatan TB
77 |Pembinaan dan Persentase pengobatan  |Provinsi Riau 97 persen - APBD Provinsi Riau 98 persen 127.237.500
Pengawasan Program |kasus malaria sesuai
Malaria standar
78 |Pembinaan dan Persentase capaian IDL |Provinsi Riau 90 persen 205.761.600 APBD Provinsi Riau 92 persen 174.000.000
Pengawasan Program [pada bayi usia 0-11
Imunisasi Dasar bulan
79 |Pembinaan dan Persentase Capaian Provinsi Riau 85 persen - APBD Provinsi Riau 85  persen 116.362.500

Pengawasan Program
Imunisasi Lanjutan

Imunisasi Lanjutan




80 |Surveilans Penyakit  |Jumlah kasus AFP Non [Provinsi Riau 60  persen 85.893.600 APBD Provinsi Riau 70 persen 86.120.000
Yang Dapat Dicegah |Polio yang ditemukan
Dengan Imunisasi ( |diantara 100.000
PD31) penduduk < 15
tahun pertahun di satu
wilayah kerja tertentu.
81 |Pengelolaan Persentase hasil Provinsi Riau 94 persen 100.000.000 APBD Provinsi Riau 96 persen 241.118.000
Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan
Kesehatan Haji jemaah jemaah haji 3
bulan sebelum
operasional haji dan
pemberian imunisasi
sebagai proteksi
terrhadap meningitis
meningokokus satu
bulan sebelum
berangkat
82 |Pelayanan Kesehatan |Persentase jemaah haji  |Provinsi Riau 100  persen 211.232.000 APBD Provinsi Riau 100 persen 209.882.000
Embarkasi dan yang dilayani di
Debarkasi Haji Riau  |embarkasi dan debarkasi
Haji
83 |Pembinaan dan Persentase kab/kota Provinsi Riau 58  persen - APBD Provinsi Riau 66 persen 54.375.000
Pengawasan Program |yang mencapai indikator
Surveilans Kesehatan |epidemiologi surveilans
kesehatan
84 |Peningkatan Persentase kab/kota Provinsi Riau 100  persen 97.112.800 APBD Provinsi Riau 100 persen 159.904.881
Kewaspadaan yang melaksanakan
Dini dan Respon KLB |pencegahan, deteksi dan
respon terhadap KLB
85 |Pembinaan dan Persentase pencegahan |Provinsi Riau 72 persen 100.000.000 APBD Provinsi Riau 74 persen 117.450.000
pengendalian kasus dan pengendalian kasus
bersumber binatang  |bersumber binatang
yang ditangani sesuali
standar
86 |Pengendalian Kasus |Persentase Kabupaten/ |Provinsi Riau 100  persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 54.353.250
Zoonosis Kota yang eliminasi
Rabies
87 [Pembinaan dan Angka Kesakitan Provinsi Riau IR<44 penduduk - APBD Provinsi Riau IR<43 per  penduduk 75.000.000
Pengawasan Penyakit per 100.000
Pengendalian Penyakit |Menular DBD 100.000

DBD




88 |Pembinaan dan Persentase Kab/kota Provinsi Riau 80 persen - APBD Provinsi Riau 90 persen 49.000.000
Pengawasan Kasus yang 50%
Pengendalian Kasus  |Puskesmasnya
ISPA melakukan pemeriksaan
dan tatalaksana
Pneumonia melalui
Program MTBS
89 |Pembinaan dan Persentase kejadian Provinsi Riau 100 persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 50.837.011
Pengawasan Program |diare yang diobati sesuai
Diare standar
90 |Pembinaan dan jumlah kab/kota yang  |Provinsi Riau 90 persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 56.550.000
Pengamwasan melaksanakan
Program Hepatitis pemeriksaan Hepatitis B
Virus pada ibu hamil
91 |Pembinaan dan Persentase anak yang Provinsi Riau 79 persen - APBD Provinsi Riau 81 persen 54.375.000
Pengawasan mengkonsumsi obat
Pengendalian Kasus  [cacing
Kecacingan
92 |Pembinaan dan Persentase penderita Provinsi Riau 100 persen - APBD Provinsi Riau 100 persen 56.550.000
Pengawasan Program  |kusta dan frambusia
Kusta dan Frambusia |yang diobati
93 |Pembinaan dan Persentase masyarakat |Provinsi Riau 70 persen 190.000.000 APBD Provinsi Riau 80  persen 250.000.000
Pengawasan Program |yang mendapatkan
Pencegahan dan pelayanan kesehatan
Pengendalian Penyakit |pada PTM
Tidak Menular (PTM
)
94 |Pembinaan dan Persentase Fasyankes  |Provinsi Riau 32 persen - APBD Provinsi Riau 36 persen 119.625.000
Pengawasan Program |yang melaksanakan
Pencegahan dan pencegahan dan
Pengendalian ODGJ  |pengedalian ODGJ dan
dan NAPZA NAPZA di Masyarakat
8 |PROGRAM Persentase Fasyankes 56 persen 4.250.822.938 61 persen 4.539.507.754
PELAYANAN yg melakukan
KEFARMASIAN pelayanan
DAN ALKES kefarmasian sesuai
standar
Persentase sarana 58 persen 60 persen

Produksi dan
Distribusi Farmasi
dan Alkes sesuai

standar




Persentase 99 persen 100 persen
Ketersediaan Obat,
VVaksin dan logistik
95 |Pembinaan Program  |Persentase RS dan RS, PKM, IPWL se 75 persen - APBD RS, PKM, IPWL se 80 persen 220.000.000
Pemantauan obat dan |IPWL yang melakukan |Provinsi Riau Provinsi Riau
Penyalahgunaan pemantauan terhadap
NAPZA di Provinsi  |penggunaan obat dan
Riau Penyalahgunaan
NAPZA
96 |Peningkatan Persentase Fasyankes yg |PKM, RS di Provinsi 75 persen 56.857.500 APBD PKM, RS di Provinsi 80 persen 129.550.000
Pelayanan melakukan pelayanan  [Riau Riau
Kefarmasian dan kefarmasian dan
Penggunaan Obat penggunaan obat
Rasional di Provinsi  [rasional sesuai standar
Riau di Provinsi Riau
97 |Pembinaan SDM yang |Persentase SDM yang  |Provinsi Riau 85 persen - APBD Provinsi Riau 87 persen 58.890.000
mampu melakukan mampu melakukan
pengelolaan obat dan  [pengelolaan obat dan
vaksin di Puskesmas  |vaksin di Puskesmas
sesuai standar sesuai standar
98 |Pembinaan dan Persentase sarana Provinsi Riau (sarana 60 persen 100.000.000 APBD Provinsi Riau (sarana 63 persen 176.660.000
Pengawasan sarana produksi dan distribusi  |produksi dan produksi dan
produksi dan kefarmasian ,alat distribusi kefarmasian distribusi kefarmasian
distribusi kefarmasian, [kesehatan dan , alkes dan PKRT) , alkes dan PKRT)
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
Perbekalan Kesehatan |rumah tangga ( PKRT)
Rumah Tangga ( yang dibina sesuai
PKRT ), makanan standar
minuman di Wilayah
Provinsi Riau
99 |Pembinaan Persentase IFLK IFLK kab/kota 89 persen 31.677.500 APBD IFLK kab/kota 90 persen 137.800.000
pemerataan kab/kota yang Provinsi Riau Provinsi Riau
ketersediaan dan mempunyai
keterjangkauan ketersediaan perbekalan

perbekalan kesehatan,
alkes se Provinsi Riau

kesehatan dan alkes
sesuai standar




100 |Pemenuhan kebutuhan |Persentase ketersediaan |IFLK kab/kota 86  persen 2.667.120.000 APBD IFLK kab/kota 88 persen 725.500.000
bahan medis habis BMHP , alkes Buffer Provinsi Riau Provinsi Riau
pakai ( BMHP), alkes |stock dan penunjang
buffer stock dan logistik program di
penunjang logistik Provinsi Riau
program
101 |Pemenuhan kebutuhan |Persentase ketersediaan |Provinsi Riau 86  persen 1.282.265.438 APBD Provinsi Riau 88 persen 1.835.000.000
obat buffer stok dan  |obat buffer stok dan
obat program Provinsi |obat program untuk
Riau pelayanan kesehatan di
Provinsi Riau
102 |Penyusunan rencana |Jumlah dokumen Provinsi Riau 1 dokumen 61.460.000 APBD Provinsi Riau 1  dokumen 235.550.000
kebutuhan obat, rencana kebutuhan obat,
vaksin, dan logistik ~ |vaksin dan logistik
kesehatan tingkat kesehatan Provinsi Riau
Provinsi Riau
103 |Pembinaan Persentase Instalasi Provinsi Riau 100  persen 27.075.000 APBD Provinsi Riau 100 persen 516.168.877
pengelolaan obat dan |Farmasi kab/kota yang
vaksin di instalasi melakukan manajemen
farmasi kab/kota pengelolaan obat dan
sesuai standar vaksin sesuai standar
104 |Pengelolaan sistem Persentase Instalasi IFLK kab/kota 85  persen 24.367.500 APBD IFLK kab/kota 90 persen 504.388.877
informasi manajemen |farmasi kab/kota yang  |Provinsi Riau Provinsi Riau
obat dan vaksin di melakukan akses
Provinsi Riau pengelolaan obat dan
vaksin melalui sistem
Aplikasi SIFIT
9 |Program Persentase 100  Persen 6.826.052.090 100 Persen 10.945.227.342
Pengembangan dan [pelaksanaan diklat
pendayagunaan kesehatan yang sesuai
Sumber Daya standar
Manusia Persentase Sumber 60  Persen 75 Persen
Daya Manusia
Kesehatan yang
mempunyai
Kompetensi Sesuai
Standar
105 |Perencanaan Jumlah Dokumen Provinsi Riau 12 dokumen - APBD 12 dokumen 155.000.125

Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan (data sdmk,
data renbut, ns, wkds)

Perencanaan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Provinsi Riau




106 |Pengelolaan uji Persentase ASN yang  [Pekanbaru (Provinsi 100 persen 52.284.839 APBD 100 persen 150.000.000
kompetensi kenaikan [mengikuti uji Riau)
107 |Pengawasan Persentase pelaksanaan |Faskes Kab/Kota 100 persen - APBD 100 persen 180.000.000
Pelaksanaan Internsip [internsip tenaga
Tenaga Kesehatan kesehatan yang
memenuhi standar
108 |Pembinaan Tenaga Jumlah SDM kesehatan |Kab/Kota di Provinsi 150 orang 115.047.477 APBD 155 orang 146.061.747
Kesehatan Provinsi yang dibina Riau
109 [Pengelolaan Jumlah tenaga Provinsi Riau 191 orang 5.907.180.000 APBD 191 orang 6.128.945.000
Paramedis PTT Dinas |paramedis PTT Dinas
Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi Riau
110 [Pelatihan SDM UPT. |Jumlah SDM UPT. Provinsi Riau 20 orang - APBD 25 orang 176.664.375
BAPELKES Bapelkes Yang
mendapatkanpelatihan
Sesuai Standar
111 |Pemenuhan Sarana Persentase Pemenuhan  |Provinsi Riau 30 persen 204.161.376 APBD 30 persen 1.045.750.753
dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Penunjang Pelatihan  [Penunjang Pelatihan
Bagi UPT. Sesuai Standar
BAPELKES
112 |Evaluasi Pasca Persentase Peserta Yang |Provinsi Riau 60 persen - APBD 100 persen 74.000.000
Pelatihanyang Menerapkan Hasil
113 |Peningkatan Sumber |Jumlah SDM Kesehatan |Provinsi Riau 120 orang 492.598.398 APBD 120 orang 2.828.547.342
Daya Yang Dilatih sesuai
Manusia Bidang standar
Kesehatan
114 |Penyusun Kurikulum |Jumlah Kurikulum dan |Provinsi Riau 2 buku 54.780.000 APBD 2 buku 60.258.000
dan Modul Pelatihan  |Modul yang Di Susun
10 |Program Persentase Fasyankes |Pekanbaru (Provinsi 67 persen 60.234.938 Pekanbaru (Provinsi 70 persen 257.509.580
Peningkatan sarana |yang mempunyai Riau) Riau)
dan Prasarana sarana dan prasarana
Pelayanan kesehatan sesuai
Kesehatan standar
116 |Verifikasi pembiayaan |Persentase usulan Pekanbaru (Provinsi 100 persen 60.234.938 APBD 100 persen 257.509.580
ketersediaan sarana,  |pembiayaan sarana, Riau)
prasarana dan alat prasarana dan alat
kesehatan di Provinsi |kesehatan yang
Riau diverifikasi
Jumlah 184.431.659.040 268.661.901.686







BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh)

program dan 116 (seratus enam belas) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi RiauTahun 2021

Nomor Uraian
Program | Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

9 Penyediaaan Makan dan Minuman

10 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

S



Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

17 Pengadaan Takaian Kerja Lapangan

18 Pengadaan Frakaian Khysus Hari-hari Tertentu
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

19 Pembinaan Pengelolaan| Limbah medis Fasilitas Yankes

20 Pembinaan-kesehatan-olahraga-padafasyankes—————————————

21 Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes

22 Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat

23 Penyebarlugsan dan Pegembangan Informasi Kesehatan

24 Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

25 Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin yang Memenuhi Standar

26 Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan
lanjut Usia

27 Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil (ANC)

28 Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian
Neonatus dan Bayi

29 Pembinaan gdan Penanggulangan Stunting

30 Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan
Remaja Putri

31 Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi

32 Pembinaan Survailans Gizi

33 Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang
berkualitas

34 Pembinaan dan pengempangan wilayah STBM

35 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas
Umum (TFU)

36 Pengembangan wilayah|pemukiman sehat

37 Pembinaan [Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Program Pembiayaan Kesehatan




38 Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan

39 Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu

40 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin
dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke
dalam JKN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

41 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi
Riau

42 Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di
Provinsi Riau

43 Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119

44 Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau

45 Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau

46 Pembinaan Laboratorium Kklinik, Klinik, dan
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau

47 Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi
Riau

48 Pembinaan Laboratorium di FKTP

49 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat
Provinsi

50 Pembinaan  Keperawatan = Kesehatan =~ Masyarakat
( Perkesmas) di Provinsi Riau

51 Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di
daerah destinasi wisata

52 Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau

53 Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi
Riau

54 Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau

55 Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau

56 Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat
Provinsi Riau

57 Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se
Provinsi Riau

58 Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Tingkat Provinsi Riau

59 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)
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60 Pembinaan Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN
dan APBD

61 Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan
di Provinsi Riau

62 Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau

63 Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan

64 Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

65 Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan

66 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

67 Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan Provinsi Riau

68 Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Klinis dan
Lingkungan

69 Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan
Laboratorium Klinis

70 Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan
Laboratorium Klinis

71 Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan
Laboratorium Lingkungan

72 Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan
Laboratorium Lingkungan
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

73 Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan
kasus HIV/AIDS

74 Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan
kasus IMS

75 Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB

76 Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria

77 Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar

78 Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan

79 Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi ( PD31)

80 Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji

81 Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau
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82 Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans
Kesehatan

83 Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB

84 Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang

85 Pengendalian Kasus Zoonosis

86 Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD

87 Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus
ISPA

88 Pembinaan dan Pengawasan Program Diare

89 Pembinaan dan Pengamwasan Program Hepatitis Virus

90 Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus
Kecacingan

91 Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan
Frambusia

92 Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM )

93 Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan
Pengendalian ODGJ dan NAPZA
Program Pelayanan Kefarmasian Dan Alkes

94 Pembinaan Program Pemantauan obat dan
Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau

95 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan
Obat Rasional di Provinsi Riau

96 Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan
obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar

97 Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan
distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman
di Wilayah Provinsi Riau

98 Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan
perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau

99 Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (
BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik
program

100 Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program
Provinsi Riau

101 Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik

kesehatan tingkat Provinsi Riau
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102 | Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi
farmasi kab/kota sesuai standar

103 [ Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin
di Provinsi Riau

9 Program Pengembangan Dan Pendayagunaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan

104 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)

105 | Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional
kesehatan

106 | Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan

107 | Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes
teladan, tubel, ppds/ppdgs)

108 | Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi
Riau

109 Pelatihan SDM UPT. BAPELKES

110 | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan
Bagi UPT. BAPELKES

111 | Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT
Bapelkes

112 | Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

113 | Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan

10 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan

114 [ Pengelolaan data sarana dan prasarana kesehatan di
provinsi riau

115 | Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan
alat kesehatan di Provinsi Riau

116 | Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Bantuan Hibah Barang

Rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun

2021 sebagai berikut:
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Perangkat Daerah :

DINAS KESEHATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

PROVINSI RIAU

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

U Bid U P intah Indikator Kinerj Rencana)
o e e ™" | gt e,
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana Capaian Tahun n+1
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.02.01.0. ON URUSAN 9.854.111.469,00 10.738.187.035,00
1.1.02.01.0.0. ON URUSAN 9.854.111.469,00 10.738.187.035,00
1.1.02.01.0.0.00. ON URUSAN 9.854.111.469,00 10.738.187.035,00
1.1.02.01.0.0.00.01. ROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase Pemenuhan 100 Persen 8.766.511.469,00 100 Persen 8.834.995.810,00
PERKANTORAN Kebutuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.1.02.01.0.0.00.01.001. [Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim Kota Pekanbaru. 20 Surat 37.484.622|APBD 500 Surat 39.484.622
1.1.02.01.0.0.00.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan |Jumlah rekening yang dibayar Kota Pekanbaru 156 Rekening 1.771.200.000|APBD 156 Rekening| 1.799.052.698|
Listrik
1.1.02.01.0.0.00.01.003. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan Kota Pekanbaru 6 unit 368.203.755|APBD 6 unit| 402.084.142]
perlengkapan kantor yang
disediakan
1.1.02.01.0.0.00.01.004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu penyediaan jasa [Kota Pekanbaru 12 Bulan 839.195.040|APBD 12 Bulan 789.295.040|
kebersihan kantor
1.1.02.01.0.0.00.01.005. [Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah yang Kota Pekanbaru 39 Unit 162.450.000|APBD 39 Unit] 362.450.000
diberikan jasa jaminan
1.1.02.01.0.0.00.01.007. [Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Kota Pekanbaru P4 Jenis 440.000.000|APBD 24 Jenis| 282.577.737|
yang disediakan
1.1.02.01.0.0.00.01.008. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis laporan yang dicetak Kota Pekanbaru D5 Jenis 356.543.252|APBD 25 Jenis| 224.615.797
dan digandakan
1.1.02.01.0.0.00.01.009. [Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan [Jumlah komponen instalasi Kota Pekanbaru 10 Jenis 309.000.000|APBD 10 Jenis| 293.438.106
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
1.1.02.01.0.0.00.01.010. Penyediaaan Makan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman  Kota Pekanbaru 5500 Porsi 392.128.420|APBD 5500 Porsi 318.890.000
yang disediakan
1.1.02.01.0.0.00.01.011. |Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Frekuensi rapat koordinasi dan Kota Pekanbaru 12 Kali 588.047.340|APBD 12 Kali| 639.501.482]
Daerah konsultasi keluar daerah
1.1.02.01.0.0.00.01.012. [Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Tenaga Administrasi Kota Pekanbaru 101 OB 2.696.669.040|APBD 101 OB, 2.801.152.216
Kantor yang Disediakan
1.1.02.01.0.0.00.01.013. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga satpam yang Kota Pekanbaru 7 OB 805.590.000|APBD 27 OB 882.453.970
disediakan
1.1.02.01.0.0.00.02. |PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase Pemenuhan 100 Persen 1.087.600.000,00 100 Persen 1.903.191.225,00
PRASARANA APARATUR Sarana Dan Prasarana
Aparatur
1.1.02.01.0.0.00.02.012. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruang gedung kantor Kota Pekanbaru ¥ Ruang 200.000.000|APBD 4 Ruang 989.012.866)
yang dipelihara
1.1.02.01.0.0.00.02.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan Kota Pekanbaru 17 Unit 275.000.000|/APBD 17 Unit 444.143.259
Dinas/Operasional dinas/operasional yang dipelihara
1.1.02.01.0.0.00.02.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor [Kota Pekanbaru P1 Unit 612.600.000|]APBD 21 Unit] 470.035.100
Kantor yang dipelihara
1.1.02.01.1. JURUSAN WAJIB 174.577.547.571,00 245.980.430.109,00




Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja - Rencana)
No Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Catatan Penting Target
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana Capaian Tahun n+1
Kinerja
1.1.02.01.1.1. WAJIB PELAYANAN DASAR 174.577.547.571,00 245.980.430.109,00
1.1.02.01.1.1.02. KESEHATAN 174.577.547.571,00 245.980.430.109,00
1.1.02.01.1.1.02.15. |PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN Persalinan di Fasilitas 85 Persen; 94 Persen; 94 9.391.256.570,00 90 Persen; 8.385.942.066,00
IMASYARAKAT Kesehatan; Kunjungan Persen; 20.50 Persen; 96 Persen;
A I (K4); Kunjung 96 Persen;
Neonatal lengkap (KN 18.20
| kap ); Pr i Persen;
stunting (pendek dan sangat
pendek) pada anak di bawah
lima tahun/balita;
1.1.02.01.1.1.02.15.023. [Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Persentase Puskesmas/RS yang  [Kabupaten Kampar, K6 Persen 49.652.456|APBD 51 Persen 281.553.750
Yankes melakukan pengelolaan limbah Kabupaten Indragiri
medis fasyankes sesuai standar  [Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai
1.1.02.01.1.1.02.15.024. Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes Persentase Puskesmas yang Kabupaten Kampar, |70 Persen 50.000.000|APBD 75 Persen 269.383.038

menyelenggarakan kesehatan
Olahraga pada kelompok
masyarakat di wilayah kerjanya

Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Dumai




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.15.025.

Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes

Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

100 Persen

Tahun n

50.000.000

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja
100 Persen

Tahun n+1

271.875.000

1.1.02.01.1.1.02.15.027.

Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat

Persentase Capaian UKBM Aktif

Kota Pekanbaru

56,17 Persen

70.000.000

APBD

59,50 Persen

650.171.000

1.1.02.01.1.1.02.15.029.

Penyebarluasan dan Pegembangan Informasi
Kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan Penyebarluasan
Informasi berkelanjutan "; Jumlah
Kab/Kota yang mendapatkan
Penyebarluasan Informasi
berkelanjutan ";

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai.

12 ; 12 Kabupaten/Kota;

200.000.000

APBD

12;12
Kabupaten/Ko
ta;

1.857.346.959

1.1.02.01.1.1.02.15.030.

Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Jumlah OPD Yang Melaksanakan
Minimal 3 Indikator GERMAS.

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Dumai

19 OPD

130.000.000

APBD

22 OPD

736.105.319




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.15.034.

Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar

Kab/Kota yang meningkat capaian
PF (Persalinan di Fasyankes)

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

[12 Kabupaten/Kota

Tahun n

50.000.000

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target

Capaian

Kinerja
12
Kabupaten/Ko
ta

Tahun n+1

271.875.000

1.1.02.01.1.1.02.15.036.

Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan
Kesehatan lanjut Usia

Persenstase Fasyankes yang
melaksanakan pelayanan

kesehatan lansia dan Pelayanan
Geriatri Tereadu

1.1.02.01.1.1.02.15.039.

Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
engkalis,

P4 Persen

50.000.000

APBD

24 Persen

271.875.000

Jumlah Puskesmas yang
memberikan layanan ibu hamil
memenuhi standar ( ANC
Terintegrasi)

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

60 Puskesmas

170.000.000

APBD

60 Puskesmas

271.875.000

1.1.02.01.1.1.02.15.042.

Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus
Kematian Neonatus dan Bayi

Jumlah Kasus Kematian neonatus
dan bayi yang sudah Tervalidasi

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Dumai

36 Kasus

155.000.000

APBD

36 Kasus

380.625.000




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.15.043.

Pembinaan dan Penanggulangan Stunting

Persentase penanggulangan
masalah gizi balita dan
masyarakat

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

o3 Persen

Tahun n

7.817.520.000

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja
93,2 Persen

Tahun n+1

706.875.000

1.1.02.01.1.1.02.15.044.

Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil
[dan Remaja Putri

Persentase penanggulangan
masalah gizi Ibu Hamil dan
Remaja Putri

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

66 Persen

50.000.000

APBD

68 Persen

271.853.750

1.1.02.01.1.1.02.15.045.

Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi

"Jumlah SDM yang dilakukan
pembinaan dalam peningkatan
kinerjanya selaku pengelola gizi "

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Dumai

20 Orang

25.000.000

APBD

36 Orang

104.813.250




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.15.046.

Pembinaan Survailans Gizi

BB/U (gizi buruk dan kurang ) "

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

12,75 Persen

Tahun n

50.000.000

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja
12,7 Persen

Tahun n+1

235.552.500

1.1.02.01.1.1.02.15.048.

Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang
berkualitas

Persentase pemanfataan sarana
air minum yang berkualitas

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai.

60 Persen

110.000.000

APBD

65 Persen

489.375.000

1.1.02.01.1.1.02.15.049.

Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM

Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan 5 pilar STBM

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Dumai

1345 Desa/ Kelurahan

65.000.000

APBD

1520 Desa/
Kelurahan|

489.375.000




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.15.050.

Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas
Umum (TFU)

Persentase Tempat Fasilitas
Umum (TFU) yang memenuhi
syarat kesehatan

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

62 Persen

Tahun n

59.084.114

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja

64 Persen

Tahun n+1

271.875.000

1.1.02.01.1.1.02.15.051.

Pengembangan wilayah pemukiman sehat

Jumlah kab/kota yang
menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten

Bengkalis,

b Kabupaten/Kota

190.000.000

APBD

8|
Kabupaten/Ko
ta

336.037.500

1.1.02.01.1.1.02.15.052.

Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Persentase Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) yang memenuhi

syarat kesehatan

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai.

P4 Persen

50.000.000

APBD

26 Persen

217.500.000

1.1.02.01.1.1.02.16.

[PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN

Persentase Masyarakat
Miskin yang mempunyai
jaminan kesehatan

100 Persen

147.659.895.027,00

100 Persen

213.209.541.573,00




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.16.001.

Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan
Kesehatan

Persentase Kab/Kota yang telah
melaksanakan penyelenggararn
Jaminan Kesehatan secara
menyeluruh

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

B8 Persen

Tahun n

486.600.392

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

1.1.02.01.1.1.02.16.002.

Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi
Imasyarakat miskin dan tidak mampu

Persentase penduduk miskin dan
tidak mampu peserta PBI dan
Non PBI yang memberikan
Pelayanan Kesehatan dan
Penunjang Kesehatan dirujuk ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat lanjut

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

100 Persen

8.803.601.635

APBD

1.1.02.01.1.1.02.16.004.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir
Iniskin dan tidak mampu yang didaftarkan
Pemerintah Daerah ke dalam JKN

Persentase Penduduk miskin dan
tidak mampu yang didaftarkan
Pemerintah kedalam Program JKN

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,

o0 Persen

138.369.693.000|

APBD

1.1.02.01.1.1.02.17.

IPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
rESEHATAN

Persentase Capaian Indikator
Kinerja FKTL sesuai standar;

Persentase FKTP sesuai
standar; Persentase

45 Persen; 100 Persen;
100 Persen; 100 Persen;
65 Persen;

5.199.286.008,00

Rencana)
Target
Capaian Tahun n+1
Kinerja
90 Persen 182.804.400
100 Persen 11.832.000.000
93 Persen 201.194.737.173
55 Persen; 7.808.006.363,00
100 Persen;
100 Persen;

100 Persen;]




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.17.001.

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di
Provinsi Riau

Persentase RSUD Kab/Kota yang

melaksanakan pelayanan
kesehatan sesuai standar

RSUD Bangkinang,
RSUD Indrasari
Rengat, RSUD
Bengkalis, RSUD
Kec. Mandau Duri,
RSUD Raja Musa
Sungai Guntung,
RSUD T. Sulung
Reteh P. Kijang,
RSUD Selasih
Pelalawan, RSUD
Rokan Hulu, RSUD
Dr. RM.Pratomo ,
RSUD Siak, RSUD
[Teluk Kuantan,
RSUD Kep. Meranti,
RSUD Arifin Achmad,
RSJ Tampan, RS
Petala Bumi, RS
|.anud Roesmin
urjadin , RS
Bhayangkara Polda
PKU, RS Rumkit TK

[V Pekanbaru, RSUD
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

50 Persen

Tahun n

115.897.300

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target

Capaian

Kinerja
55 Persen

Tahun n+1

181.834.176

1.1.02.01.1.1.02.17.003.

Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119

Persentasi Kab/Kota yang telah
memberikan pelayanan rujukan

kegawatdaruratan kepada
masyarakat

Kota Pekanbaru

50 Persen

825.000.000

APBD

52 Persen

939.534.750




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.17.004.

Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau

Persentasi penyelesaian

pengaduan masyarakat oleh BPRS

RSUD Bangkinang,
RSUD Indrasari
Rengat, RSUD
Bengkalis, RSUD
Kec. Mandau Duri,
RSUD Raja Musa
Sungai Guntung,
RSUD T. Sulung
Reteh P. Kijang,
RSUD Selasih
Pelalawan, RSUD
Rokan Hulu, RSUD
Dr. RM.Pratomo ,
RSUD Siak, RSUD
[Teluk Kuantan,
RSUD Kep. Meranti,
RSUD Arifin Achmad,
RSJ Tampan, RS
Petala Bumi, RS
|.anud Roesmin
urjadin , RS
Bhayangkara Polda
PKU, RS Rumkit TK

[V Pekanbaru, RSUD
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

100 Persen

Tahun n

218.800.000

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja
100 Persen

Tahun n+1

304.137.500

1.1.02.01.1.1.02.17.005.

Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau

Persentase RS yang telah
memenubhi syarat akreditasi

RSUD Bangkinang,
RSUD Indrasari
Rengat, RSUD
Bengkalis, RSUD
Kec. Mandau Duri,
RSUD Raja Musa
Sungai Guntung,
RSUD T. Sulung
Reteh P. Kijang,
RSUD Selasih
Pelalawan, RSUD
Rokan Hulu, RSUD
Dr. RM.Pratomo ,
RSUD Siak, RSUD
Teluk Kuantan,
RSUD Kep. Meranti,
RSUD Arifin Achmad,
RSJ Tampan, RS
Petala Bumi, RS
Lanud Roesmin
urjadin , RS
Bhayangkara Polda
PKU, RS Rumkit TK
IV Pekanbaru, RSUD

Kota Dumai

88 Persen

72.156.000

APBD

90 Persen

196.411.200




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.17.007.

Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se
Provinsi Riau

Persentase Perizinan RS yang
dilayani sesuai standar

RSUD Bangkinang,
RSUD Indrasari

Rengat, RSUD
Bengkalis, RSUD

Target Capaian Kinerja

100 Persen

Tahun n

74.736.000

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja
100 Persen

Tahun n+1

118.320.000

1.1.02.01.1.1.02.17.009.

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di
Tingkat Provinsi

Persentase Puskesmas di Prov
Riau yang telah melaksanakan
Pelayanan Kesehatan Tradisional
sesuai standar

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

5 Persen

43.484.000

APBD

35 Persen

207.060.000

1.1.02.01.1.1.02.17.015.

Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau

Persentase FKTP yang
menjalankan Mutu dan Akreditasi
sesuai standar

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

100 Persen

219.635.281

APBD

100 Persen

370.896.400

1.1.02.01.1.1.02.17.016.

Manajemen penanggulangan krisis kesehatan
Tingkat Provinsi Riau

Persentase pelaksanaan
management krisis kesehatan

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

100 Persen

281.879.994

APBD

100 Persen

207.060.000




Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja - Rencana)
No Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Catatan Penting Target
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana Capaian Tahun n+1
Kinerja
1.1.02.01.1.1.02.17.017. PPembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan |Persentase SDM Provinsi, Kabupaten Kampar, |65 Persen 117.112.000|APBD 75 Persen 225.305.320
ke Provinsi Riau Kab/Kota rawan bencana yang Kabupaten Indragiri
telah dilatih penanggulangan Hulu, Kabupaten
krisis kesehatan Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai
1.1.02.01.1.1.02.17.019. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Jumlah Dokumen Kesepakatan Kota Pekanbaru 1 Dokumen 260.810.000]JAPBD 1 Dokumen 529.993.125
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan Daerah
1.1.02.01.1.1.02.17.024. Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan  |Persentase Kab/Kota yang Kota Pekanbaru 100 Persen 344.307.500|{APBD 100 Persen 126.150.000
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan terkoordinasi dalam perencanaan
kesehatan
1.1.02.01.1.1.02.17.026. [Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Persentase Sistem Informasi Kota Pekanbaru 100 Persen 632.670.000|APBD 100 Persen 971.659.500
Kesehatan yang berfungsi sesuai
standar
1.1.02.01.1.1.02.17.029. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Klinis Persentase SDM laboratorium Kota Pekanbaru 50 Persen 297.825.000|APBD 55 Persen 323.884.680
dan Lingkungan klinis dan lingkungan yang
memenuhi kualifikasi sesuai
standard
1.1.02.01.1.1.02.17.030. Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Persentase ketersediaan bahan  [Kota Pekanbaru [100 Persen 725.000.000/APBD 100 Persen 838.566.900
Pelayanan Laboratorium Klinis reagensia pelayanan klinis sesuai
standar
1.1.02.01.1.1.02.17.032. Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Persentase ketersediaan bahan  [Kota Pekanbaru 100 Persen 969.972.933|APBD 100 Persen 2.267.192.812]

Pelayanan Laboratorium Lingkungan

reagensia pelayanan lingkungan
sesuai standar




No

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.18.

PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

Persentase ODHA yang
diobati; Success Rate TB
Paru; Annual Parasit Indeks
(API) ; Persentase capaian
I i Dasar L L

(IDL) pada bayi usia 0-1i
bulan; Per Kab/Kota

yang merespon Alert sinyal

pad. dini Kejadi
Luar Biasa (KLB) > 80%;
Persentase penderita
Diabetes Mellitus yang

mendapat pelayanan

i standar;
Persentase Penderita
Hipertensi yang mendapat

Target Capaian Kinerja

28 Persen; 90 Persen;

Tahun n

1.190.000.000,00

Sumber Dana

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja
33 Persen;
95 Persen;,

Tahun n+1

1.699.249.881,00

pelayanan k k 1 sesuai

1.1.02.01.1.1.02.18.001.

Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi
penemuan kasus HIV/AIDS

Persentase ODHA yang
mendapatkan pengobatan

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,

P3 Persen

100.000.000

APBD

24 Persen

215.000.000

1.1.02.01.1.1.02.18.004.

Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan
Pengobatan TB

Succes Rate TB

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Dumai

o0 Persen

100.000.000

APBD

90 Persen

245.775.000




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.18.008.

Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi
Dasar

Persentase capaian IDL pada bayi
usia 0-11 bulan

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Dumai

Target Capaian Kinerja

o0 Persen

Tahun n

205.761.600

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target

Capaian

Kinerja
92 Persen

Tahun n+1

174.000.000

1.1.02.01.1.1.02.18.010.

Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan
[munisasi ( PD3I )

Persentase Jumlah kasus AFP Non
Polio yang ditemukan diantara
100.000 penduduk & < 15 tahun
pertahun di satu wilayah kerja
tertenturtentu.

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Duma

60 Persen

85.893.600

APBD

70 Persen

86.120.000,

1.1.02.01.1.1.02.18.014.

Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Persentase hasil pemeriksaan
kesehatan jemaah jemaah haji 3
bulan sebelum operasional haji
dan pemberian imunisasi sebagai
proteksi terrhadap meningitis
meningokokus satu bulan
sebelum berangkat

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Duma

o4 Persen

100.000.000

APBD

96 Persen

241.118.000




Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Lokasi

1.1.02.01.1.1.02.18.015.

Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji
Riau

Persentase jemaah haji yang
dilayani di embarkasi dan
debarkasi Haji

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Duma

Target Capaian Kinerja

100 Persen

Tahun n

211.232.000

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Rencana)

Target
Capaian
Kinerja
100 Persen

Tahun n+1

209.882.000

1.1.02.01.1.1.02.18.018.

Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB

Persentase kab/kota yang
melaksanakan pencegahan,
deteksi dan respon terhadap KLB

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
engkalis,

100 Persen

97.112.800

APBD

100 Persen

159.904.881

1.1.02.01.1.1.02.18.020.

Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber
binatang

Persentase pencegahan dan
pengendalian kasus bersumber
binatang yang ditangani sesuai
standar

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,
Kota Duma

70 Persen

100.000.000

APBD

72 Persen

117.450.000

1.1.02.01.1.1.02.18.028.

Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan
[dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )

Persentase masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan pada PTM

Kabupaten Kampar,
Kabupaten Indragiri
Hulu, Kabupaten
Bengkalis,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten
Pelalawan,
Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir,
Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti,
Kota Pekanbaru,

Kota Dumai

70 Persen

190.000.000

APBD

80 Persen

250.000.000




Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja - Rencana)
No Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Catatan Penting Target
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana Capaian Tahun n+1
Kinerja
1.1.02.01.1.1.02.19. PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN |Persentase fasyankes yang 56 Persen; 58 Persen; 99 4.250.822.938,00 61 Persen; 4.260.617.754,00
IALKES lakul pelayanan Pesren; 60 Persen;,

kefarmasian sesuai standar;
Persentase produksi dan
distribusi farmasi dan alkes
i standar; Persentase

ketersediaan obat,vaksin dan
logistik ;

100 Pesren;

1.1.02.01.1.1.02.19.002. [Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Persentase Fasyankes yg Kota Pekanbaru 75 Persen 56.857.500|JAPBD 80 Persen 129.550.000
Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau melakukan pelayanan
kefarmasian dan penggunaan
obat rasional sesuai standar di
Provinsi Riau
1.1.02.01.1.1.02.19.004. [Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan |Persentase sarana produksi dan  [Provinsi Riau 60 Persen 100.000.000|APBD 63 Persen 176.660.000
distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan distribusi kefarmasian ,alat
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ), kesehatan dan perbekalan
Imakanan minuman di Wilayah Provinsi Riau kesehatan rumah tangga ( PKRT)
yang dibina sesuai standar
1.1.02.01.1.1.02.19.006. [Pembinaan pemerataan ketersediaan dan Persentase IFLK kab/kota yang Kota Pekanbaru 89 Persen 31.677.500|APBD 90 Persen 137.800.000
ceterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se mempunyai ketersediaan
Provinsi Riau perbekalan kesehatan dan alkes
sesuai standar
1.1.02.01.1.1.02.19.007. [Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( |Persentase ketersediaan BMHP , [Kota Pekanbaru 86 Persen 2.667.120.000|APBD 88 Persen 725.500.000]
BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik  |alkes Buffer stock dan penunjang
program logistik program di Provinsi Riau
1.1.02.01.1.1.02.19.008. Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat |Persentase ketersediaan obat Kota Pekanbaru 86 Persen 1.282.265.438|APBD 88 Persen 1.835.000.000
program Provinsi Riau buffer stok dan obat program
untuk pelayanan kesehatan di
Provinsi Riau
1.1.02.01.1.1.02.19.009. [Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan |Jumlah dokumen rencana Kota Pekanbaru 1 Dokumen 61.460.000|]APBD 1 Dokumen 235.550.000
ogistik kesehatan tingkat Provinsi Riau kebutuhan obat, vaksin dan
logistik kesehatan Provinsi Riau
1.1.02.01.1.1.02.19.010. [Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi |Persentase Instalasi Farmasi Kota Pekanbaru 100 Persen 27.075.000JAPBD 100 Persen 516.168.877
fFarmasi kab/kota sesuai standar kab/kota yang melakukan
manajemen pengelolaan obat dan
vaksin sesuai standa
1.1.02.01.1.1.02.19.011. Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan |Persentase Instalasi farmasi Kota Pekanbaru B5 Persen; 85 Persen; 24.367.500|APBD 90 Persen; 90 504.388.877|

aksin di Provinsi Riau

kab/kota yang melakukan akses
pengelolaan obat dan vaksin
melalui sistem Aplikasi SIFIT ;
Persentase Instalasi farmasi
kab/kota yang melakukan akses

pengelolaan obat dan vaksin
melalui sistem Aplikasi SIFIT ;

Persen;’




Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun

. . - . - Rencana)
o e e ™ | ot e
Lokasi Target Capaian Kinerja Tahun n Sumber Dana Capaian Tahun n+1
Kinerja
1.1.02.01.1.1.02.20. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Persentase pelaksanaan 100 Persen; 60 Persen; 6.826.052.090,00 100 Persen; 10.359.562.892,00
IPENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA |diklat kesehatan yang sesuai 75 Persen;
KESEHATAN tandar; Per Sumber
Daya Manusia Kesehatan
yang mempunyai kompetensi
i standar ;
1.1.02.01.1.1.02.20.003. [Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan Persentase ASN yang mengikuti  [Kota Pekanbaru 100 Persen 52.284.839|APBD 100 Persen 150.000.000
Fungsional kesehatan uji kompetensi
1.1.02.01.1.1.02.20.005. [Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes |Jumlah SDM kesehatan yang Kota Pekanbaru 150 Orang 115.047.477|APBD 155 Orang 146.061.747
keladan, tubel, ppds/ppdgs) dibina
1.1.02.01.1.1.02.20.006. [Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Jumlah tenaga paramedis PTT Kota Pekanbaru 186 Orang 5.907.180.000|APBD 186 Orang 6.128.945.000

Provinsi Riau

Dinas Kesehatan Provinsi Riau
yang dikelola sesuai standar

1.1.02.01.1.1.02.20.009. [Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang % Pemenuhan Sarana dan Kota Pekanbaru 30 % Persen 204.161.376|APBD 30 % Persen 1.045.750.753
Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES Prasarana Penunjang Pelatihan
Sesuai Standar
1.1.02.01.1.1.02.20.015. [Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Jumlah SDM Kesehatan Yang Kota Pekanbaru 70 Orang 492.598.398|APBD 70 Orang 2.828.547.392
Kesehatan Dilatih sesuai standar
1.1.02.01.1.1.02.20.016. Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan Jumlah Kurikulum dan Modul Kota Pekanbaru P Buku 54.780.000|JAPBD 2 Buku 60.258.000
I_Yang Di Susun sesuai standar
1.1.02.01.1.1.02.21. |PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase Fasyankes yang 67 Persen 60.234.938,00 70 Persen 257.509.580,00
IPRASARANA PELAYANAN KESEHATAN punyai sarana dan
prasarana kesehatan sesuai
standar
1.1.02.01.1.1.02.21.002. |Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, Persentase usulan pembiayaan Kota Pekanbaru 100 Persen 60.234.938|APBD 100 Persen 257.509.580
prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau sarana , prasarana dan alat
kesehatan yang diverifikasi
JUMLAH 184.431.659.040,00 256.718.617.144,00




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Riau bertujuan mencapai
Sasaran serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Riau Tahun Anggaran 2021 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana
Keuangan dan Anggaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena
itu masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar dokumen

rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan pembangunan.

5.1  Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

a. Masalah kesehatan yang dihadapi di Indonesia cukup beragam termasuk di
Provinsi Riau

b. Eliminasi TB harus menjadi perhatian, terutama pada kasus yang belum terdeteksi
yang ada di Provinsi Riau

c. Penanganan dan pencegahan Stunting atau masalah gizi buruk disebabkan banyak
faktor. Tidak hanya kurangnya asupan gizi, termasuk faktor lingkungan, seperti
ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan budaya. Sehingga perlu intervensi secara
sensitive dan spesifik dengan melibatkan lintas sektor terkait.

d. Meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap.

e. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam menghadapi penyakit yang
berpotensi wabah/KLB.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan Kkegiatan pembangunan
kesehatan pada Renja Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan
pembangunan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk
mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 tersebut, di
dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 38
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5.3

d)

Renja Dinas Kesehatan tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib
dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang

Renja Dinas Kesehatan tahun 2021 memfokuskan pada pecapaian target dari
indikator SPM dan SDGs.

Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman
pada peraturan perundangan yang berkaitan.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan
perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN. Dalam proses
penyusunannya, Renja harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen
perencanaan yang ada diatasnya [RPJMN, RPJMD, RKPD dan RENSTRA Dinas

Kesehatan]

Rencana tindak lanjut

Dari analisis kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau, berdasarkan indikator SPM dan

Indikator Kinerja Utama, rencana tindaklanjut adalah sebagai berikut :

a)

b)

d)

Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas kesehatan melalui sosialisasi,
bimbingan teknis dan pelatihan

Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan
kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan termasuk pengelolaan
kesehatan yang berbasis IT.

Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan
koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat
berdaya guna dan berhasil guna.

Pekanbaru,  Agustus 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU;: - 1.

.
NLYLIANTNAZIR, Apt, MM

ftdma Madya -
NIP. 19660717.199102 2001




RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021

TABEL VERIFIKASI

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

NO

BAB/SUBBAB

SUBSTANSI MATERI

TABEL

HASIL VERIFIKASI

Sesuai

Perbaiki

KETERANGAN

2

3

5

6

7

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai
gambaran umum penyusunan
rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan
baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan  pengertian  ringkas
tentang Renja Perangkat Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah,
keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L
dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,
serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

Narasi perlu di korekasi
Halaman 1 dan 2

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-
undang, peraturan pemerintah,
peraturan dacrah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran Perangkat Daerah.

¢ Update dasar hukum

¢ Dasar hukum yang
tidak berkaitan
langsung agar di
hapus saja




1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dari penyusunan Renja Perangkat
Daerah.

e Halaman 5 : Tujuan
=» Pada point d, agar
di koreksi

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang scharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan realisasi Renstra
Perangkat Daerah mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Perangkat
Daerah dan/atau realisasi APBD untuk
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam

bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

T-C.29

Perlu perbaikan.

1.Perlu Perbaikan
narasi dan analisa




. Realisasi program/kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

. Realisasi program/kegiatan yang

melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;

. Faktor-faktor penyebab tidak

tercapainya, terpenuhinya  atau
melebihi target kinerja
program/kegiatan;

. Implikasi yang timbul terhadap target

capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan

. Kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut.

2.Perlu perbaikan
narasi dan analisa

3.Perlu perbaikan
narasi dan analisa

4.Ada, namun perlu

perbaikan, dan
dipertajam faktor
penyebab tidak
tercapai, terpenuhi

atau yang melebihi
target.

5.Perlu perbaikan
terkait implikasi
terkait pencapaian
program dan kegiatan

6. Perlu perbaiki
terkait
kebijakan/tindakan
perencanaan.

Hal. 18- 33 Capaian
program agar di cek
kembali terkait
narasi maupun
target pencapian




7. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-
C.29

7. Ada, namun tabel
T-C.29 tidak sesuai
Format

2.2 Analisis Kinerja
Pelayanan Perangkat
Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing- masing Perangkat Daerah, serta
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang
bersangkutan belum mempunyai tolok
ukur dan indikator kinerja yang akan
diuji, maka sctiap Perangkat Daerah
perlu terlebih dahulu menjelaskan apa
dan bagaimana cara menentukan tolok
ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan Perangkat Daerah
yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu
disajikan tabel analisis pencapaian
kinerja pelayanan Perangkat Daerah,
yang disesuaikan menurut Perangkat
Daerah masing-masing, dengan format
Tabel T-C.30.

T-C.30

Hal. 45, perlu perbaiki
terkait dasar hukum
dan Tabal C.30 agar di
perbaiki ( agar diisiyang
terkait pencapaian SPM
dan IKK




2.3 Isu-isu Penting
Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana  tingkat  kinerja

pelayanan Perangkat Daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan
Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai
koordinasi dan sinergi program antara
Perangkat Daerah provinsi dengan
Perangkat Daerah kabupaten/kota
serta dengan kementerian dan
lembaga di tingkat pusat;

2. Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi
dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program
nasional/internasional, seperti NSPK,
SPM dan  SDGs (Suistanable
Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Pecrangkat
Daerah; dan

1. Belum tergambarkan

sejauhmana

koordinasi dan
sinergi program
daerah dengan
Kab/Kota dan
Kementerian dan

Lembaga di Tingkat
pusat.

. Perlu koreksi terkait

permasalahan dan
hambatan pada
halaman 48 perlu di
urut berdasarkan
prioritas.

3. Ada, namun perlu

dikoreksi narasi
terkait capaian
program dengan
pencapaian visi,

misi, SPM dan SDGs,
dll.

. Belum ada, perlu

ditambahkan
tantangan dan
peluang dalam
meningkatkan

pelayanan perangkat
daerah.




5. Formulasi isu-isu penting berupa
rckomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.

5.

Perlu di rumuskan
kembali isu -isu
penting dan
rekomendasi yang
menjadi prioritas
pembangunan

kesehatan di
Provinsi Riau

2.4 Review Terhadap Berisikan uraian mengenai: T-C.31
Rancangan Awal 1. Proses yang  dilakukan  yaitu 1.Cek kembali narasi
RKPD membandingkan antara rancangan dengan
awal RKPD dengan hasil analisis membandingkan
kebutuhan; rancangan awal dan
analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses
tersebut dilakukan; 2. Sudah ada , namun
perlu dicek kembali
narasinya
3. Penjelasan temuan-temuan setelah 3. Belum ada, perludi
proses tersebut dan catatan penting paparkan point
terhadap perbedaan dengan penting terkait
rancangan awal RKPD, misalnya: perbedaan
terdapat rumusan program dan rancangan awal
kegiatan baru yang tidak terdapat di dengan rancangan
rancangan awal RKPD, atau program akhir.
dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T- 4. Agar di cek kembali
C.31. tabel T.C.31
(Analisa kebutuhan)
2.5 Penelaahan Usulan Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian | T-C.32

Program dan

Kegiatan Masyarakat

terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait




langsung dengan pelayanan provinsi,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun  dari  Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada Perangkat Daerah
Provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan  informasi  Perangkat
Daerah provinsi dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten /kota (bila sudah
dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam
subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana
usulan program/kegiatan usulan
pemangku  kepentingan  tersebut
diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan
tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah,;

3. Sajikan Tabel T-C.32,

1. Cek kembali narasi,
terkait penelaah
usulan program dan
kegiatan dari
kelompok
masyarakat

2. Belum tergambar
keterkaitan usulan
program dari
kelompok
masyarakat
kesehatan
masyarakat dengan
penting
bidangkesehatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap

Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional

dan sebagaimana dimaksud, yaitu

Agar di cck kembali
narasi keterkaitan




penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

terkait telaah terhadap
kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran
Renja Perangkat
Daerah

Perumusan tujuan dan  sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat

Daerah.

Perlu di koreksi
beberapa narasi terkait
tujuan dan saranan
perangkat daerah dan
sesuai dengan target
kinerja pada Renstra

Dinas Kesehatan

3.3 Program dan
Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan
petimbangan  terhadap rumusan
program dan kegiatan.

Misal:

— Pencapaian visi dan misi kepala
daerah,

- Pencapaian SDGs,

- Pengentasan kemiskinan,

- Pencapaian NSPK dan SPM,

- Pendayagunaan potensi ekonomi
daerah,

- Pengembangan daerah terisolir,

- Dsb.

T-C.33

a. Program dan
kegiatan perlu
mendapatkan

perhatian khusus
terkait  pencapaian
visi dan misi Kepala
daerah, pencapaian
SPM, SDGs dan
prioritas Nasional.




b. Uraian  garis besar  mengenai
rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:

—Jumlah program dan jumlah
kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program
dan kegiatan (apa saja yang tersebar
ke berbagai kawasan dan apa saja
yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).

- Total kebutuhan dana/pagu
indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan  tidak sesuai  dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

d. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.33

c. Agar di buat narasi
terkait kegiatan
yang tidak sesual
dengan rancangan
awal RKPD, baik

jenis
program/kegiatan,
pagu indikatif,

maupun kombinasi
keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Diambil dari sistem i-Planning pada
tahapan Final RKPD

Belum ada dalam
dokumen (Diambil dari
sistem i-Planning pada
tahapan Final RKPD)




Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan.

BAB V. PENUTUP

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
¢. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir
dicantumkan tempat dan tanggal
dokumen, nama Perangkat Daerah dan
nama dan tanda tangan kepala

a. Perlu koreksi
narasi dan
diuraikan catatan
penting
berdasarkan
permasalahan
utama yang

dihadapi Dinas
Kesehatan Provinsi
Riau

b. -
c

Agar di lampirkan :

Perangkat Daerah, serta cap perangkat Berita Acara

daerah yang bersangkutan. Pemetaan
berdasarkan
Permendagri No. 90
tahun 2019

agetahui,

Kepala Bidang Pemenintghan dan Pembangunan Manusia

NIP. 197A11126 199803 1 006

MEIRINCE, SKM, M. Kes

Pembina
19640509 198703 2 003




TABEL VERIFIKASI

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021

NO

BAB/SUBBAB

SUBSTANSI MATERI

TABEL

HASIL VERIFIKASI

Sesuai

Perbaiki

KETERANGAN

3

5

6

7

BAB I.

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai
gambaran umum penyusunan
rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan
baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas

tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen

RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta
tindak  lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.




1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-
undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur
tentang|SOTK, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan
perencgnaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1|3 Makisud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud \
dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
114 Sistematika  Mengurgikan pokok  bahasan dalam
Penulisgn penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta gusunan garis besar isi
dokumen.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2-Evaluast Bab—in memuat—katan freview)—T-G:29 )

Pelg

Per

aksanaan Renja

angkat Daerah

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Tah

un Lalu dan

(tahun n-2) dan perkiraan capaian




Capaian Renstra

Perangkat Daerah

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan

Renja | Perangkat Daerah sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan| pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan
realisasi  program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun-ta

Review

ahun sebelumnya.

hasil evaluasi evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun |
Perang}
laporan
Daerah
untuk

bersang

Pokok-
dalam b
1. Reali

tidak

hasil

alu, dan realisasi Renstra

cat Daerah mengacu pada hasil
kKinerja tahunan Perangkat
dan/atau realisasi APBD
Perangkat  Daerah yang

kutan.

)okok materi yang disajikan
ab ini, antara lain:

sasi program/kegiatan yang
memenuhi  target Kkinerja

keluaran yang direncanakan;




. Realisasi program/kegiatan yang

telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

. Realisasi program/kegiatan yang

melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

. Faktor-faktor penyebab tidak

tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja

program/kegiatan;

. Implikasi yang timbul terhadap

target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

. Kebijakan/tindakan perencanaan

dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.

. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-

C.29

2.2 Analisis Kinerja
Pelayanan Perangkat

Daerah

Berisikan kajian terhadap  capaian

kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang

T-C.30




sudah ditentukan dalam NSPK dan
SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2008. Jenis indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing- masing Perangkat
Daerah, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang
bersangkutan belum mempunyai tolok
ukur dan indikator kinerja yang akan
diuji, maka setiap Perangkat Daerah
perlu terlebih dahulu menjelaskan apa
dan bagaimana cara menentukan
tolok ukur kinerja dan indikator
kinerja  pelayanan masing-masing
sesuai tugas pokok dan fungsi, serta
norma dan  standar pelayanan
Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pada pembahasan sub bab ini perlu
disajikan tabel analisis pencapaian
kinerja pelayanan Perangkat Daerah,

yang disesuaikan menurut Perangkat




Daerah masing-masing, dengan format
Tabel T-C.30.

2.3 Isu-isu Penting
Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Perangkat Daerah;

Khusus provinsi, uraikan mengenai
koordinasi dan sinergi  program
antara Perangkat Daerah provinsi
dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota serta dengan
kementerian dan lembaga di tingkat
pusat;

2. Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian
visi dan misi kepala daerah,
terhadapcapaianprogram
nasional/internasional, seperti
NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable




Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap
Rancangan Awal
RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses
tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah
proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan
rancangan awal RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan

T-C.31




kegiatan baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau
program dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda; dan

4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-
C.31.

2.5 Penelaahan Usulan
Program dan

Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil
kajian  terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun
dari Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada Perangkat Daerah
Provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Perangkat

Daerah provinsi  dari penelitian

lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota (bila sudah

dilakukan).

[-C.32




Deskripsi yang perlu disajikan dalam

subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses
bagaimana usulan
program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut
diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan

tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Perangkat
Daerah;

3. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap

Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional
dan sebagaimana dimaksud, vyaitu
penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan vyang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.




3.2 Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran

Renja Perangkat didasarkan atas rumusan isu-isu
Daerah penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan  dengan sasaran  target

kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3|3 Program dan Berisikan penjelasan mengenai: T-C.33
Kegiatan a. Faktgr-faktor yang menjadi bahan
petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

Misal:
Pencapaian visi dan misi kepala
daerah,

Pencgapaian SDGs,

Pengentasan kemiskinan,

Pencgapaian NSPK dan SPM,
Pendayagunaan potensi ekonomi
daerah,
Pengembangan daerah terisolir,
Dsb.

b.Uraian garis besar mengenali
rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:




Jumlah program dan jumlah
kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program
dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan
dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu
indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program
dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

d. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-
C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Diambil dari sistem i-Planning pada
tahapan Final RKPD




BAB V. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu

c. Rend
Pada

dokume

mendapat perhatian, baik
dalam rangka
pelaksanaannya maupun
seangainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

ana tindak lanjut.

bagian lembar terakhir

dicantumkan tempat dan tanggal

n, nama Perangkat Daerah

dan nama dan tanda tangan kepala
Perangkat Daerah, serta cap perangkat

daerah yang bersangkutan.
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s

GRAN RAN KEGHAEAN

96FAHDN ZD19

PERMENDAGRI 90472019

PROGRAM)DAN KEGIATANJPADA DOKUMEN

PERANGKAT DAERAH PE

(st dirri RPIMD) KODEFIKASI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01. PROGRAM PELAYANAN SEMUA OPD
PEMERINTAHAN DAERAH ADMINISTRASI PERKANTORAN
XXX PENUNJANG URUSAN X.xx.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN i
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN %.30x.01.1.03. Administrasi Umum
PEMERINTAHAN DAERAH ]
XXX {PENUNJANG URUSAN 0.0.00,01.001. Penyediaan Jasa Surat menyurat pexx.01.1.03. {| Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN 0,0.00.01.002, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya [xxx.01.1,03. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
PEMERINTAHAN DAERAH Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0,00.01.003. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  fxxx.01.1.03, Penyediaan Jasa Peralatan dan
PEMERINTAHAN DAERAH Kantor Perlengkapan Kantor
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.1.08. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.005. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik xxx.01.1.03.05, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
PEMERINTAHAN DAERAH Daerah 45337
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
PEMERINTAHAN DAERAH Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.007. Penyediaan Alat Tulis Kantor xxx.01.1.03.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.008, Penyediaan Barang Cetakan Dan xxx.01.1.03.11. Penyediaan Barang Cetakan dan
PEMERINTAHAN DAERAH Penggandaan Penggandaan
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.009. Penyediaan Komponen Instalasi Ixxx.01.1,03.12, Penyediaan Komponen Instalasi
PEMERINTAHAN DAERAH Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01,010. Penyed Makan dan xxx.01.1,03.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.011. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke fx.xx.01.1.03.18. Rapat-rapat Kordinast dan Konsultasi ke!
PEMERINTAHAN DAERAH Luar Daerah Luar Daerah
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01.012. Penyediaan Jasa Adind asi Kantor
PEMERINTAHAN DAERAH
[Xxx PENUNJANG URUSAN 0.0.00.01,013. Vanai Kantor
PEMERINTAHAN DAERAH
X.XX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA SEMUA OPD
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRASARANA APARATUR
XXX | PENUNJANG URUSAN 3 xxx.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.02.009, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00,02.012. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung x.%x.01.1.03.29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
PEMERINTAHAN DAERAH Kantor Kantor
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00,02.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan  flx.xx.01.1,03.31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
PEMERINTAHAN DAERAH Dinas/Operasional Dinas/Operasional
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.02.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan xxx.01.1.03.35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
PEMERINTAHAN DAERAH Gedung Kantor Gedung Kantor
XXX PENUNJANG URUSAN 0.0.00.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN |SEMUA OPD
PEMERINTAHAN DAERAH APARATUR
XXX PENUNJANG URUSAN xxx.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
XXX PENUNJANG URUSAN xxx.01.1.04. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
PEMERINTAHAN DAERAH |Sumber Daya Aparatur

"

w PEMETAAN DINKES



DOKUMEN YANG MASIH BERLAKU (RPIMD.

PROGRAM

3

PROGRAM

PERMENDA

PENUNJANG URUSAN " [0.0.00.03.001. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta xxx.01.1.04.02, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PEMERINTAHAN DAERAH Perlengkapannya Perlengkapannya
PENUNANG URUSAN 0.0.00.03.002. Py daan Pakaian Kerja Lap {x.xx.01.1.04.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
PEMERINTAHAN DAERAH - —
XXX PEMUNJANG URUSAN 0.0.00.03.003. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Xx.01.1.04,05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-bari
Tertentu Tertentu
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15. PROGRAM PENINGKATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA THAAY .,zq BEHATAN N
KESEHAFAN MASYARAKAT KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 KESEHATAN 1.01,02.041.1.02.15.023. 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kosehatan Unty i
UKP Rujulin, VKM dan KM Ru)
Tingkat Daerah b 4
rovi; R
Pembinaan Pengelolaan Limbah medis l2. 02 081 02.08
Fasilitas Yankes
10z KESEHATAN 1.01.02.01.1.1,02.15.024. Pembinaan kesehatan olabraga pada tozo0zto207 | 1 B —
1.02 KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.15.025. n Kesehatan K 1.02.02.1.02.07 - olaz )
1.02 KESEHATAN 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN VHHAS KEREHATAN —
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
102 KESEHATAN 102.051.03 Pengembangan dan | i o
h Bersumber Diaya Masyaral
(UKE®) Tingleat Daeraly Provinsd
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.027. Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan 1.02.05.1.03.01 imbingan Teknis dan Supervisi UKBM )
1.02.05.1.02 Pelal Komunikasi nfo )
dan Edukasi
(KIE) perilaku Hidup Borsih dan
Sehat dalam
Rangka Promotif Preventit Tinghat
1.02 KESEHATAN 1.01.02.03.1.102.15.029. Penyebarluasan dan Pegembangan 1.02.05,1.02.01 ) B
Informasi Kesehatan
1.02 KESEHATAN +01.02.04.1.1.02.15,030. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup |1 02 05 1.02 T
Sehat
1.02 KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
KESEHATANPERORANGANG.
UPAYA KESHHEN AN :gﬁe
1.02 KESEHATAN 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Keschatan Untuk
UKP Rujulaan, UKM dan UKM Rujulan
Tingkat Daerah Proving
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.034. Pembi dalam Peni Pelay 1.02.02.1.02.03
Keseh: Ibu Bersalin yang’ hi
Standar ——
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.036. Pembinaan dalam Peningftan Pelayanan [{1.02.02.1.02.05
Kesehatan lanjut Usia
1.02 KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.15.039. F dalam Penij P 1.60.024.62.03
§ Kesehatan Ibu Hamil { ANC -
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.042, Pelacakan dan Validasi Data terhadap H.02.02.1.02.05
3 Kasus Kematian Neonatus dan B: .
1.02 KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.15.043. P dan P 1.02.02.1.02.06 Kesehatan Gizi
1.02 KESEHATAN 1.01,02.01.1.1.02,15.044. Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi §1.02.02.1.02.06 olaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Ibu Hamil dan Remaja Putri ; el
102 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.045. Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi 1,02,02.1.02.06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS @hgembangal Mutu dan Pe@nglatan
SUMBER DAYA MANUSIY ESEHATAN Konfgetensi TeknigSumber Dyya
MankHia KesehataMTingkat (Qrah
Provinsi -
1.02 IKESEHATAN 1.01,02.01.1,1.02.15.046. Pembinaan Survailans Gizi 1.02.02.1.02.17 A
PEMETAAN-DINKES
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ANGKAT DAERAH P

RPIMD) Narl Rensbra) KODEFIKASE PROGRAM TAN SUB KEGIATAN
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1,02.15.048. Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air 1.02.02.1.02.08
minum yang berkualitas
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.049. Pembinaan dan pengembangan wilayah |1.02.02.1.02.08
STBM
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.050. Pembi b L Tempat §1.02.02,1.02.08
Fasilitas Umum (TFU)
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.051. Peng wilayah p sehat §1.02.02.1.02.08
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.15.052, binauan Tempat P van §1.02,02.1.02.08
M)
1.02 KESEHATAN PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 KESEHATAN 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untul
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
T Daerah Provinsi e
102 KESEHATAN 1.01.02.01.1,1.02,16.001. Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan §1.02.02.1.02.16 Pengelolaan jaminan Keschatan
Kesehatan ) {
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.16.002. ¥ iaan Blaya k & P 1.02.02,1.02.16
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ]
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.16,004. [ 2g Jaminan Bagi [1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan
mux:. miskin dan tidak mampu yang Masyarakat
didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam
KN
1.02
1.02 1.01.02.01.11 PROGRAM PENINGKATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA IDINAS KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 KESEHATAN 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Vi
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.102.17.001. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.02.02.1.02.24 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
di Provinsi Riau i i
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.002. P Pelay Pendukung 1.02.02.1.02.24 Pengelolaan Rujukan dan ?,._..w Balik
Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.003, Pembinaan dan Penyelenggaraan 1.02.02.1.02.23 P
SPGDT/PSC 119 enanganan asi! en..ﬁz .3?%
SPGDT).
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.004. Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau 1.02.02.1.02.24 ‘engelolaan Rujukan dan xa._wgw
1.02 KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.17.005, Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau §1.02.02,1.02.27 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B eningkatan Mutu gﬂﬂnﬂﬂw-?
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ?:uﬂ:
' i t Daerah Provinsi
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.006. Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, 1.02.02.1.02.24 d Layanan Keseh Untuk  [Pe lolaal
dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di cxv Rujukan, UKM dan UKM Rujukan |
Provinsi Riau i t Daerah Provinsi = :
1.02 KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
102 KESEHATAN 1.02.02.1.04 Penerbitan 1zin Rumal Sakit Kelas B
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Provinsi
1.02 KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.17.007. Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS §1.02.02.1.04.01
se Provinsi Riau u rizi
Fasilitas Pelayanan
atan___ ;
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.008. Pembinaan Laboratorium di FKTP 1.02.02.1.04.03 ngkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
chatan y
1.02 KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 KESEHATAN 1.02,02.1.02 Layanan 2| Untuk
EQ Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi

= PEMETAAN DINKES
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KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.17.009. Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.02.02.1.02.10
‘Tradisional di Tingkat Provinsi ¥
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.010. P Kep: 1.02.02.1.02.19
Masyarakat ( Perkesmas) di Provinsi Riau
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.012. Pemb j P Tingkat §1.02,02,1.02.19 |
Provinsi Riau |
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.013, Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP [1.02.02.1.02.20 g
i di Provinsi Riau
—u.en KESEHATAN 1.01.02.01.1,1.02.17.014. Pembinaan Puskesmas PONED tingkat 1.02.02.1,02.19 i
Provinsi Riau
1.02.02.1.04 Penerbitan lzin Rumah Sakit Kelas B
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan J
Ti t Daerah Provinsi :
KESEHATAN 1.01.02,01.1,1.02.17.015. Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di 1.02.02.1.04.03 P 1k Mutu Pel; 1 Fasilitas
Provinsi Riau Kesehatan ) !
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.016. Manajemen penanggulangan krisis 1.02.03.1.02.01 1 ans h bagi
| kesehatan Tingkat Provinsi Riau Pend npak Krisis Kesehatar
Akibat Bencana :
&:.;ﬂ: Berpotensi g!ﬂ:n
1.02,03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya {
Manusia
¢
1.02.03.1.02 Mutu dan F
_Q.:vw.n_._m_ Teknis Sumber Daya g
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 7
Provinsi
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.017, Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis  11.02.03.1.02.01 _isﬁ_ Kompetensi dan gﬂ-ﬁ
Kesehatan se Provinsi Riau Sumber Daya Manusia Kesehatan
KESEHATAN 1,01.02.01.1.1.02.17.018. Pemenuhan Peralatan Penanggulangan 1.02.02.1.02.01 gelolaan _KE-:!. Kesehatan bagi
Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau |Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan|
. bat Bencana
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.019. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT g
KESEHATAN 1.01,02.01.1.1.02,17.020. 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk I
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi S :
Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya
(RAKERKESDA) Pelayanan Kesehatan
Perencanaan Peranghat Daerah
Pembi Peny F Masuk ke Kegiatan Non Urusan
Bersumber APBN dan APBD
1.02.02.1.03 Penyelengg Sistem Inf
1,02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.021. P dan Evaluasi P 1.02.02.1.03,01 Pengelolaan Data dan Informasi
Program Kesehatan di Provinsi Riau esehatar
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.022. P i Peng Data 1.02.02.1.03.01
Provinsi Riau
PROGRAM PENINGKATAN DINAS KESEHATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.02 bangan Mutu dan
xo.&kﬁﬂ_ Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Provinsi
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1,1.02.17.024, 1.02.03.1.02.01
Peningkatan Kagagtas SBMI!
PEMETAAN DINKES
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PRDGRAM PEMENUHAN UP:\VA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyelenggaraan Sistem Informasi |
Kesehatan Secara Terintegrasi i
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.025. Pembinaan dan Pengmbang,un 1.02.02.1.03.02 Pengelolaan sisimlmmg g
si Sistem Infi Kesehatan
1.02 KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.17.026. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  [/1.02.02.1.03.02 -Eengeﬁtwé‘nsm Informasi
(SIK} 2
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.027. Koordinasi dan Pengelolaan Data dan 1.02.02.1.03.01 Pengelul)a  Data dan Informs =
Informasi Kesehatan Provinsi Riau &
1.02 KESEHATAN 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DINAS KESEHATAN
HAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1.02 KESEHATAN 1.02.03.1.02 F b Mutu dan }
Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Provinsi
102 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.029. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium 11.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Klinis dan Lingkungan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.1.01 F Fasilitas Pela
Sarana, mmm dan Alat Kesehatan
Untuk UKP | R\uzmm UKM dlan UKM
Ru;um 'maght Daerah
Provinsi
1oz KESEHATAN 1,01.02.01.1,1.02.17.030. Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia §1.02,02.1.01.15 |Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat
| Pelayanan Laboratorium Klinis / L
02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.031. Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat 1.02.62.1.01.15 y dan Pemdii- | Al Hﬂag
Pelayanan Laboratorium Klinis lﬁ;nbam[ Pdmhmhbontuﬂm
...02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.032, Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia [1.02.02.1.01.15 r
Pelayanan Laboratorium Lingkungan
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.17.033. 1.02.02.1.01.15
Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat
. . _ L Pelayanan Laboraterium lengg " "
1.02 [RESERATAN 1.01,02.01.1.1.02.17.635, i Bantuan quraxizmal Kuehuun[mm il [ Nomenklatur tdak ada
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1,1.02.17.011. 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk
UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provins
1.02.02.1.0215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Untuk Khusus
Puskemas di Dagrah Destinasi Wisata
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18. PROGRAM PENCEGAHAN DAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENYAKIT KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 KESEHATAN 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Keschatan Untuk
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi_
02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.001. P dan Penga | 1.02.02.1.02.18
penemuan kasus HIV/AIDS
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1,1.02.18.002, F dan Penga i ifik 1.02.02.1.02.11
penemuan kasus IMS
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.004, Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan [[1.02.02.1.02.18
Pengobatan TB

JPEMETAAN DINKES



DOKUMEN YANG MASHH BERLAKU (RPIMD DAN RENSTRA) PERMENDAGR

4 PERANGKAT DAER/
PROGRAM

i1

KESEHATAN T [1.01.02.01.1.10218007. | ) ] Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02.1.02.11 ] T T ) 1P

Malaria Penyakit M | w?ﬂ enular
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.008, Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02.1.02.03 Pengelolaan , b
Imunisasi Dasar \
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.009. Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan K 2 5
Imunisasi Lanjutan dan Al 1
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.010, Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah  §1.02.02.1.02.21 Pengelolaan Surveilans shatan
cm:E: Imunisasi { PD31)
Loz |KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.014, Ki 1.02.02.1.02.12 P !
|_._
102 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.015, Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan 1.02.02.1.02.12
Debarkasi Haji Riau
1.02 KESEHATAN 1.01,02.01.1.1.02.18.016. Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02,1.02.17 |
Surveilans Kesehatan
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.018. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan 1.02.02.1.02.02
Respon KLB
1.02 KESEHATAN 1.01,02.01.1.1.02,18.020. Pembinaan dan pengendalian kasus 1.02.02.1.02.11 ?:@@-@E Pelayanan xﬁg
bersumber binatang Penyakit Menular &H...—.meg !
1.02 KESEHATAN 1.01,02.01.1.1.02.18.021. Pengendalian Kasus Zoonosis 1.02,02.1.02.11 e .. y Keseh
Penyakit Menular &sﬁﬁ,x.:!...r.‘..
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.022. Pemt dan Peng P dalian §1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penyakit DBD Penyakit Menular dan Tidak Menular

1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1,02.18.023, Pembinaan dan Pengawasan Kasus 1.02.02.1.02.11 L ?—»HB.B_ _ﬁﬂng
Pengendalian Kasus ISPA 1.,«5»&0!5%1 gg—xﬂ_p&mﬂ ]
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.024. Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan gﬂ.:ms Kesehatan .
Diare nyakit Menular dan Tidak Menular
1.02 |KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02:18.025. . Pembinaan dan Pengamwasan Program  1.02.02.1.02.11

Hepatitis Virus

102 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.026. i dan F Py dalian §1.02.02.1.02.11
Kasus Kecacingan

?.ﬁ&o—u&. g&.ﬁ. xsﬂrﬂ.nn
o%uzn Menular dan Tidak Menular

1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.027. Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02.1.02.11 gelolaan En%g gg
Kusta dan Frambusia g&n Menular dan Tidak Menular
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.18.028. Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02.1.02.11 gelolaan | m.-&i-i._

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit g—ﬁ !ua&n—.n_n:dau_« Knl:—h—.

Tidak Menular (PTM)

1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.102.18.029. . Pembinaan dan Pengawasan Program 1.02.02.1.02.13 Tolaan ?E.n.as. nang

Pencegahan dan Pengendalian 0DG] dan ng dengan e

NAPZA lah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1.02 KESEHATAN 1.02.02.1.02.14 n_e_-&. E&e..s .ﬁu_.un_. ;
1.02 |KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.19. PROGRAM PELAYANAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA ] - DINAS KESEHATAN

KEFARMASIAN DAN ALKES KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 KESEHATAN 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk

UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan

KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.19.001. Pembinaan Program Pemantauan obat dan {{1. 02.02.1.02.19 ;!_..u» faksanaan Upaya
Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau

KESEHATAN 1.01.02.01.1,1.02.19,002. P k Pel: fz dan 1. 02.02.1.02.19
Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.1.02 Pengemb Mutu dan F k
Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Provinsi
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.19.003. Pembinaan SDM yang mpmpu melakukan §1.02.02.1,01.21

pengelolaan ob®t dan viiksin di Puskesmas
sesual standar

ETAAN DINKES




1.02.04 B SEDIAAN FARMASY, ALAT DINAS KESEHATAN
Xk eﬂ. AN MAKANAN
siNusatl
1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang uoan,m
Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang
penyalur Alat Kesehatan
02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.19.004. Pembinaan dan Pengawasan sarana 1.02.04.1.01.01
produksi dan distribusi kefarmasian, alat a
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan PBE Onru_-mu!.g vtn
Rumah Tangga { PKRT ), makanan [\
minuman di Wilayah Provinsi Riau
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT) ;
1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Penerbitan lzin Usaha
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk | I
cxv Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
t Daerah Provinsi
.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02,19.006. Pembinaan p } diaan dan 1. 02.02.1.02.19 [ Pembinaan Pelaksanaan Upaya
keterjangkauan perbekalan alkes se Pelayanan Kesehatan
Provinsi Riaukesehatan, b i
.02 KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
.02 KESEHATAN 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat fggsehatar
UKP Rujukan, UKM #an UKM R
Tingkat Daerah Provihsi
.02 KESEHATAN 1.01.02,01.1.1.02.19.007. Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis §1.02.02.1.01.10 L an Alat Kesehatan/Alat
pakai { BMHP), alkes buffer stock dan P Suw.uh _seEw
penunjang logistik program
.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.19.008. Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok 1.02.02.1.01.21  Distribusi Alat Kesehatan, 3&5 Vaksin, {Output kegiatan termasuk pengadaan obat
dan obat program Provinsi Riau Makanan dan Minuman Serta Fasilitas | dan vaksin @_mx terdapat subkegiatan pada
-?nw.sss Lainnya PermendagriNo 90
.02 KESEHATAN 1,01.02.01.1.1.02.19.009, Penyusunan rencana kebutuhan obat, 1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat | Output termasuk
vaksin, dan logistik kesehatan tingkat unjang Medik kebutuhan obat tidak terdapat subkegiatan
Provinsi Riau ilitas Layanan Kesehatan pada Permendagri No 90
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk 3
c_cv Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.19.010. Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di {1.02.02.1.02.19 | Eg.&&&uuscsu 1
instalasi farmasi kab/kota sesuai standar %gg
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi |
Kesehatan Secara Terintegrasi
.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.19.011. Pengelolaan sistem informasi manajemen  [[1.02.02.1.03.02
obat dan vaksin dj Provinsi Riau
.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02,20. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN
PENDAYAGUANAAN SUMBERDAYA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MANUSIA KESEHATAN KESEHATAN
.02 KESEHATAN 1.02.03.1.01 Pere 1 Keb ber Daya
Manusia
‘ Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.002. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya 1.02.03.1.01.01
Manusia Kesehatan (data sdmk, data
renbut, ns, wkds)
1.02.03.1.02 t Mutu dan F

xe_svnﬁ:u_ Teknis Sumber Daya
Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
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KESEHATAN

NYANG MASHH

1.01,02.01.1.1.02.20.003,

LAKU (RPIMD DAN RENSTRA}

KODEFIKASE

¢ 6
1.02.03.1.02.01

PROGRAM

PERMENDAGR90/2019

KETERANGAN

PERANGKAT DAERAH PE)

jabatan fungsional kesehatan Sumber Daya ia Kesehatan
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.004. Penga Pel p Tenaga [11.02.03.1.02,01 Peningkatan Kompetensi dan Kualiftkasi
| Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.005. Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi 1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Riau {nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs) Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.1.02.02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber |
| Daya Manusia Kesehatan
: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya ¥ N
Manusia
Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi i3
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.006. Pengelolaan Paramedis PTT Dinas 1.02.03.1.01.02 Distribusi dan Pemerataan Sumber
w Kesehatan Provinsi Riau Daya Manusia
Kesehatan
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.008. Pelatihan SDM UPT. BAPELKES 1.02.03.1.02.01 ¥ K dan Kualifikasi|
Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.01 wediaan Fastlitas P
Sarana, Rujukan, UKM dan UKM
_ {Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ,
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.009. Py S dan Prasarar Kegiatan Operasional T akan dibahies
§ | Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES Tebih fanjut
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DINAS KESEHATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
HAT:
1.02.03,02 vnssg.ﬁ»u Mutu dan Peningkatan
. Kosspetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan t Faerah
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.012. Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan |{1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
UPT Bapelkes ber Daya Manusia Kesehatan
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.015, Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang ||1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Kesehatan Sunber Daya Manusia Kesehatan
KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.20.016. Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan {1.02.03.1.02.01 ‘&_.ﬁg,ﬁaﬁgggzaﬁ_
nber Daya Manusia Kesehatan
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN
KESEHATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 KESEHATAN 1.01.02.01.1.1.02.21.002 Verifikasi pembiayaan } 1.02.02.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan,
sarana, prasarana dan alat kesehatan di Sarana, Rujukan, UKM dan UKM
Provinsi Riau Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.02.02.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
| Fasilitas Layanan Kesehatan
1.02.02.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan
Kesehatan
1.02.02.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas
Layanan
Kesehatan
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DORKUMEN YANG MASITH BERLAKU (RPIMD DAN RENSTRA)
PROGRAM PERANGKAT DAERAN PE

PROGRAM GIATAN LE 4 (ETERANG
RPIMD) {Diisi dari Renstra) PROGRAM KEGIATA KETER AN

102020115 ) I ?.ﬁu&un:num—..‘asi?n_.uu:ahi—mﬂ
\} L

Peralatan

Kesehatan

Pekanbaru, Februari 2020

A.n Kepala Dinas Kesehatan
Sek:

WASTIKASARL SE. M.S)
NIP. 19741117 199803 2 002
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